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KA TA  P ENGAN     TAR

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya multisektor yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, koordinasi dalam pengambilan keputusan 

menjadi sangat penting mengingat program-program penanggulangan kemiskinan tersebar 

di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Selain peran pemangku kepentingan dari 

sisi pemerintah–baik pusat maupun daerah—melalui program-program penanggulangan 

kemiskinan, peran dari pemangku kepentingan non-pemerintah juga sangat diperlukan. 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibentuk pada tahun 

2010, dipimpin langsung oleh Wakil Presiden yang beranggotakan para Menteri dan Kepala 

Lembaga yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan. Tujuan dibentuknya TNP2K 

adalah melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui (i) penyempurnaan 

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, (ii) peningkatan koordinasi antar 

pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan, sekaligus (iii) pengawasan kualitas 

implementasi kebijakan program. Dalam melaksanakan mandat tersebut, TNP2K berupaya 

mendorong koordinasi antar K/L, antar pemerintah pusat-daerah dan sektor swasta dan 

masyarakat, dengan memanfaatkan pengetahuan dan bukti. 

Dalam kegiatan sehari-hari, TNP2K didukung oleh sekretariat yang berfungsi sebagai 

‘dapur kebijakan’ sekaligus sebagai penyedia dukungan teknis kepada K/L anggota 

TNP2K. Sekretariat TNP2K diperkuat oleh sejumlah tenaga ahli dan spesialis profesional 

di bidangnya. 

Buku ini melaporkan capaian dan proses dalam koordinasi kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan berbasis bukti. Dengan demikian laporan ini diharapkan tidak 

saja menjadi dokumentasi dari apa yang telah dilakukan TNP2K selama 5 tahun, namun 

juga menjadi acuan dan bahan pembelajaran bagi upaya penanggulangan kemiskinan 

di masa yang akan datang. Mengingat keterbatasan ruang dan waktu, laporan ini tidak 

menguraikan seluruh rincian proses, bukti ataupun capaian yang dihasilkan oleh TNP2K 



selama 5 tahun terakhir. Kami juga mengundang Bapak/Ibu semua untuk juga mengakses 

laporan-laporan kami yang lain jika memerlukan informasi yang lebih detil.

Dalam melaksanakan tugas selama 5 tahun terakhir ini, kami atas nama sekretariat TNP2K 

menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada 

Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla. Kepemimpinan, arahan, dan dukungan Bapak memotivasi 

seluruh jajaran sekretariat TNP2K bekerja dengan dedikasi dan semangat yang tinggi 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga 

anggota TNP2K beserta jajarannya, yang selama ini bekerja sama dalam upaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan. 

Apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada Pemerintah Australia atas dukungannya 

melalui program ‘Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh dan Sejahtera (MAHKOTA)’. 

Secara khusus kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Duta Besar Australia 

untuk Indonesia yang senantiasa menjadi mitra kerja dalam penanggulangan kemiskinan 

di Indonesia.  Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Bank Dunia, Bank 

Pembangunan Asia, USAID, Gates Foundation, dan pihak lain yang telah memberikan 

dukungan dalam 5 tahun terakhir ini. 

Sebagai penutup, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh 

jajaran sekretariat TNP2K atas kerja keras dan dedikasi yang tinggi selama ini. Semua 

capaian yang dirangkum dalam laporan ini merupakan hasil kerja kita bersama.

Dr. Bambang Widianto

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan /
Sekretaris Eksekutif TNP2K Sekretariat Wakil Presiden
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people. It is produced by our failure to 
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1998 2005

2008

2011
2015

Data Keluarga 
Sejahtera 
BKKBN
- 
Variabel: Konsumsi 
makanan, akses 
kesehatan, 
perumahan, dan 
pakaian
- 
Digunakakan untuk 
program Operasi 
Pasar Khusus (OPK) 
Beras yang kini 
menjadi Raskin/
Rastra

Keterangan: 
BKKBN: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPS: Badan Pusat Statistik
FGD: Focus Discussion Group
FKP: Forum Konsultasi Publik
RTS: Rumah Tangga Sasaran
RT: Rukun Tetangga
RW: Rukun Warga
SLS: Satuan Lingkungan Setempat
TKPK: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
PMT: Proxy Means Test

Sumber: Berbagai Sumber (diolah)

Pendataan  
Sosial Ekonomi
BPS
19,1 juta RTS
- 
Masukan dari kepala 
desa dan ketua RT/
SLS
- 
Penyisiran lapangan
- 
Pendataan ke rumah 
tangga
- 
Scoring 14 variabel 
manual/tertimbang

Pendataan 
Program 
Perlindungan 
Sosial 
BPS
18,5 juta RTS
- 
Pra-pendaftaran  
PSE 2005
- 
Penyisiran lapangan
- 
Konfirmasi kepada 
kepala desa dan  
ketua RT/SLS
- 
Pendataan ke  
rumah tangga
- 
Scoring RTS dengan 
PMT

Pendataan 
Program 
Perlindungan 
Sosial
BPS
23,2 juta RTS
-
Pra-pendaftaran  
dari data Survei 
Penduduk 2010  
hasil PMT
-
Masukan dari  
sesama RTS
-
Konfirmasi kepada 
kepala desa dan  
ketua RT/SLS
-
Pendataan ke  
rumah tangga
-
Scoring RTS dengan 
PMT

Pemutakhiran 
Basis Data 
Terpadu
BPS
28 juta RTS
-
Data hasil PPLS 2011 
ditambah program 
2012-2014
-
FGD dalam FKP desa/
kelurahan atau dusun/
RW
-
Masukan dari sesama 
RTS
-
Sosialisasi dan 
koordinasi dengan 
pemda (TKPK)
-
Pendataan ke rumah 
tangga
-
Scoring RTS dengan 
PMT
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SEBELUMNYA

Kepesertaan program menjadi kewenangan masing-
masing program

Sumber utama penerima manfaat lintas program dan 
mendorong komplementaritas

SAAT INI

Pelaksana 
Program A

Daftar Penerima 
Manfaat A

Daftar Penerima 
Manfaat A

Program A

Program A

Pelaksana 
Program B

Pelaksana Program
(Spesifik Berdasarkan Tujuan Program)

Daftar Penerima 
Manfaat B

Daftar Penerima 
Manfaat B

Program B

Program B

Pelaksana 
Program C

Daftar Penerima 
Manfaat C

Daftar Penerima 
Manfaat C

Program C

Program C

Basis Data Terpadu

Sumber: TNP2K (2015)
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Daftar Awal
Daftar Rumah 

Tangga Sementara

Daftar Final
Daftar RT hasil 

konsultasi publik 
yang telah 

disahkan Bupati/
Walikota

Pendataan oleh 
BPS

Pengolahan dan 
Perangkingan

Distribusi daftar rumah 
tangga  sementara 

28,1 Juta

Forum Konsultasi Publik
daftar rumah tangga 

sementara

DESA

Basis Data 
Terpadu

Perubahan Data PBI

ODK*

FRP Raskin  
(2012-2014)

Pengesahan oleh 
bupati/walikota

Data MIS-PKH
(2007-2014)

Pengganti KPS
(2013)

Sumber: TNP2K (2015)
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Sumber: TNP2K, 2015



PERBAIKAN SISTEM PENETAPAN SASARAN

22 Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
Melalui Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program

 

 

                                                           

 



PERBAIKAN SISTEM PENETAPAN SASARAN

23Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
Melalui Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program

 

 

Sumber: BDT Berdasarkan SK Mensos No. 8 tahun 2019
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TKPK Kab/Kota

Dinas Sosial BPS KominfoDukcapilBappeda

TIM ENTRI DATATIM VERIFIKASI

Petugas Pemantau
Lapangan (PML)

Koordinator 
Kunjungan 
Rumah Tangga

Petugas Pencacah
Lapangan (PCL)

TIM PENDAFTARAN

Petugas
Pendaftaran

di Desa/Kelurahan

Koordinator
Pendaftaran

ADMINISTRATOR DATA

Operator Entri Data

Koordinator Entri Data

Negara
Pelaksana di Tingkat Pusat Pelaksana di Tingkat Daerah

Lembaga Tugas dan Tanggung 
Jawab Lembaga Tugas dan Tanggung 

Jawab

Brazil Cadastro  
Unico (CU)

Kementerian 
Pembangunan Sosial 
dan Penanggulangan 
Kelaparan (MDS)

Menetapkan 
kebijakan, aturan, 
dan prosedur

Melakukan analisis 
data dan pengesahan 
hasil

Sekretariat 
Bantuan Sosial 
(Social Assistance 
Secretariat)

Operasi layanan

Koordinasi kegiatan 
pendaftaran dan 
pendataan

Kolombia Sisben Badan Perencanaan 
Nasional (National 
Planning Agency/
DNP)

Menfasilitasi 
pemanfaatan data 
untuk program-
program nasional

Perwakilan DNP di 
daerah

Konsolidasi data ke 
tingkat pusat

Fasilitasi 
pemanfaatan data 
untuk program-
program daerah

Filipina Sistahanan Departemen 
Kesejahteraan dan 
Pembangunan Sosial 
(DSWD)

Unit Penargetan 
Rumah Tangga 
Nasional (NHTU) di 
bawah Kanwil DSWD

Sumber: TNP2K, 2019

Sumber: TNP2K, 2019

Gambar 2.4 Struktur Pengorganisasian Tim Pelaksana MPM di Daerah
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1 2 3 4 5

Pemeringkatan
Data Hasil Verivali

Rumah Tangga

Verivali Data 
Rumah Tangga

Identifikasi AwalPendaftaran Pemutakhiran
Daftar Sasaran

Penerima Program DESA

Pemerintah Daerah Pokja Data Terpadu PPFM & OTM

6 bulan
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Sumber: TNP2K, 2019

Rumah Tangga 
Diusulkan oleh 

Forum 
Musyarawah 

Desa/Kelurahan

Pengaduan
Rumah Tangga
Miskin/Kurang
Mampu

Data 
Pemda/
Peserta
Program 
Daerah

Desa/Kelurahan

Input Data Pendaftaran Pemadanan Data Pendaftaran 
dengan Data Terpadu

Kabupaten/Kota

Belum
Terdaftar dalam

Data Terpadu

Sudah Terdaftar
Dalam Data 

Terpadu dan Ada 
Perubahan Data

Pendataan Rumah
Tangga

Input Data Rumah
Tangga

Data Cleaning

Pengiriman Data MPM ke 
Pokja Pengelola Data 

Terpadu Koreksi teks grafik
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Sumber: TNP2K, 2019

Gambar 2.7 Penggunaan BDT Menurut Provinsi
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Pengeluaran per Kapita

Sumber: Susenas, 2009 & 2013Sumber: Bah, Bazzi, Sumarto dan Tobias (2014)

Sumber: Susenas, 2009 & 2013Sumber: Susenas, 2012 & 2014
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Penerimaan Manfaat Program Rastra/BPNT

Penerimaan Manfaat Program Indonesia Pintar Penerimaan Manfaat Program Indonesia Sehat (JKN-PBI)

Penerimaan Manfaat Program Keluarga Harapan

Sumber: Susenas, 2014- 2017
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Tantangan
Lintas Usia

(Guncangan Ekonomi,
Bencana Alam,

Isu Kesehatan dan
Disabilitas

USIA ANAK
• Berkurangnya pertumbuhan kognitif karena kurang gizi
• Stunting
• Tidak mendapatkan imunisasi
• Tidak ada akses ke perawatan sebelum dan setelah kelahiran
• Kehilangan perawatan dari orang tua karena
 migrasi atau kematian

USIA SEKOLAH
• Pekerja anak
• Tidak ada akses ke sekolah
• Malnutrisi
• Kehilangan perawatan dari orang tua
 karena migrasi dan kematian
• Terbatasnya akses ke pelatihan
• Pernikahan dini dan terlalu muda
 dalam mengasuh anak

LANSIA
•  Meningkatnya ketidakmampuan
 menjalani hidup sehari-hari
•  Ketidakmampuan dalam bekerja
•  Tidak memperoleh perawatan dari
 keluarga
•  Diskriminasi dalama angkatan kerja
•  Terbatasnya akses ke kredit

USIA KERJA
• Tidak memliki pekerjaan (pengangguran) maupun
 setengah menganggur
• Pendapatan yang tidak memadai
• Hutang
• Harus merawat anak dan orang tua
• Tidak memiliki akses ke penitipan anak maupun TK
• Diskriminasi gender
• Perceraian atau kekerasan domestik

Kelahiran
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 

40% terbawah Seluruh populasi

Usia Anak (0-6 thn)

100

75
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25

0
Jangkauan

JKN
Jangkauan

PKH

38%
26%

10%21%

40% terbawah Seluruh populasi

Usia Sekolah (7-18 thn)
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78%

100%
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2016

AGUSTUS-DESEMBER

Uji Coba terbatas
desain sistem, 
infrastruktur, dan
aplikasi penyaluran
non tunai
bantuan sosial dan
bantuan pangan di 
wilayah terpilih

Pelaksanaan Penyaluran
non tunai bantuan
pangan
di 44 kota besar

Pelaksanaan
penyaluran
bantuan pangan
non tunai
di seluruh kota
besar dan
sebagian besar
kabupaten

Pelaksanaan
penyaluran
bantuan pangan
secara nasional

Implementasi 
terbatas integrasi
penyaluran
non tunai bantuan
sosial dan bantuan
pangan menggunakan
1 rekening di wilayah
terpilih

Implementasi 
terbatas 
penyaluran non
tunai bantuan
sosial dan bantuan
pangan di 44 kota
besar dan
beberapa
kabupaten

Uji coba Penyaluran
non tunai bantuan
pangan di kabupaten

Pelaksanaan awal
integrasi penyaluran
non tunai bantuan
sosial secara
terintegrasi
menggunakan
1 rekening di seluruh
kota besar dan
sebagian kabupaten

Pelaksanaan integrasi
penyaluran non tunai
bantuan sosial secara
terintegrasi
menggunakan
1 rekening secara
nasional

21 3 4 5

2017 2018 2019 2020 – 2022
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Penarikan
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di Bank
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1

• Melengkapi data 
sesuai KYC

• Pengaktifan Kartu, 
SIM Card, atau NFC

Registrasi dan
aktivasi oleh
penerima manfaat
melalui Agen

Penyaluran
bantuan melalui
Rekening
Tabungan Bank

Pengiriman
pemberitahuan
ke penerima
manfaat serta
Sosialisasi dan
Edukasi

• Penyiapan
Data 
penerima
manfaat

• Penyiapan
Agen/ 
Merchant

1 2 3 4 5

• Pencairan
Bantuan Tunai

• Penukaran 
e-voucher dengan
bantuan pangan

atau

Merchant/Agen

1

• Melengkapi data 
sesuai KYC

• Pengaktifan Kartu, 
SIM Card, atau NFC

Registrasi dan
aktivasi oleh
penerima manfaat
melalui Agen

Penyaluran
bantuan melalui
Rekening
Tabungan Bank

Pengiriman
pemberitahuan
ke penerima
manfaat serta
Sosialisasi dan
Edukasi

• Penyiapan
Data 
penerima
manfaat

• Penyiapan
Agen/ 
Merchant

1 2 3 4 5

• Pencairan
Bantuan Tunai

• Penukaran 
e-voucher dengan
bantuan pangan

atau

Merchant/Agen
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 

 

 
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 

Sumber: Publikasi TNP2K 2018

Usulan Perbaikan
Sistem Perlindungan Sosial Nasional, 2020–2024
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 
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4.1.  Pengantar  

Pemerintah telah hadir dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada 

masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) adalah program asuransi kesehatan sosial menuju cakupan 

semesta dimana semua masyarakat, tanpa kecuali, terlindungi dalam skema asuransi 

kesehatan sosial dan dapat hidup sehat, produktif dan manfaat. Program JKN, dengan 

paket manfaat yang sangat komprehensif, telah beroperasi sejak 1 Januari 2014 dengan 

dampak positif meningkatkan utilisasi di rawat jalan dan rawat inap baik di fasilitas 

publik dan swasta. 

Kontribusi TNP2K dalam menunjang program JKN adalah mengembangkan model 

perhitungan iuran yang lebih rinci dengan menggunakan berbagai asumsi yang 

dituangkan dalam berbagai skenario proyeksi keuangan JKN. Selain itu, kajian 

terhadap reformasi kebijakan pengadaan obat di tingkat fasilitas kesehatan juga 

dilakukan sebagai reaksi adanya kelangkaan obat tertentu di beberapa fasilitas 

kesehatan. Obat adalah komponen terpenting dari layanan kesehatan, sehingga 

perubahan kebijakan besar membutuhkan pemantauan yang terus menerus. Kajian 

terhadap efektivitas pemanfaatan dana kapitasi yang dibayarkan ke Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga menjadi perhatian kami.  

Monitoring dalam penyaluran subsidi pemerintah kepada Puskesmas dalam bentuk 

pendanaan yang disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) juga diangkat dan 

hasilnya dikomunikasikan ke pemangku kebijakan agar pemanfaatannya optimal. 

TNP2K juga telah berkontribusi untuk mengembangkan konsep kolaborasi Public 

Private Partnership (PPP) di non-infraksturktur dengan mengembangkan model 

intervensi untuk pencegahan penyakit kronis di masyarakat dengan pendanaan 

kegiatan dari pihak swasta. Upaya ini dilakukan dengan menggabungkan program 

pemerintah yang pendanaannya dari swasta dalam satu program yang disebut 

Indonesia Mampu Cegah Risiko Tinggi Diabetes dan Hipertensi.  

Program JKN telah memperlihatkan dampak positif dari pelaksanaan lebih dari 5 tahun, 

walau kedepan banyak tantangan besar masih harus diselesaikan termasuk dari 

perspektif kepesertaan, iuran peserta yang tidak kontinyu, pemanfaatan layanan yang 

belum berkualitas baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, belum tersedianya 
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fasilitas kesehatan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, moral hazard baik dari 

peserta maupun fasilitas kesehatan, ketersediaan obat, penggelembungan 

pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit kronis akibat pola 

rujukan yang belum efektif, defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan (BPJS Kesehatan), dan masih banyak lagi tantangan yang harus 

diselesaikan untuk menjaga program JKN dapat terus berlanjut. 

 

4.2.  Peningkatan Pemanfaatan Layanan BPJS Kesehatan 

Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial di 

bidang kesehatan, dengan tujuan utama memperbaiki akses layanan kesehatan 

berkualitas. Masyarakat yang sehat, produktif dan terlindungi atas ancaman biaya 

kesehatan tinggi adalah kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM). Program kepesertaan wajib asuransi kesehatan sosial yang dimulai 

saat awal tahun 2014, telah memberi peluang dan harapan baru bagi seluruh 

masyarakat terutama pekerja informal, bukan pekerja, dan pensiunan pegawai swasta 

beserta keluarga yang sebelumnya tidak dapat memperoleh proteksi perlindungan 

sosial di bidang kesehatan.  

Harapannya, program JKN dapat memperkecil kesenjangan akses dan kualitas layanan 

kesehatan antar geografi, segmen populasi, sosio-ekonomi, kelompok umur dan jenis 

kelamin. Program JKN harapannya dapat secara optimal memberi proteksi atas 

kerugian keuangan akibat kejadian sakit parah yang memerlukan biaya tinggi, yang 

seringkali menghambat masyarakat untuk akses ke layanan kesehatan berkualitas, 

menunda pencarian pengobatan lebih dini dan berakibat keluarga jatuh pada 

kemiskinan. Ketika semua penduduk memiliki perlindungan sosial bidang kesehatan 

dalam program JKN, harapannya sistem pelayanan kesehatan berkualitas dapat secara 

efektif memperbaiki kesenjangan akses sehingga dapat mewujudkan sumber daya 

manusia yang produktif, sehat dan berkualitas.  

Kepersetaan program JKN meningkat secara signifikan hingga mencapai 77,6% dari 

seluruh populasi di Indonesia di tahun 2018 (DJSN, 2018), dari sekitar 52% di awal 

implementasi program JKN. Kenaikan cakupan kepesertaan seharusnya diikuti dengan 

peningkatan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan diimbangi dengan 

peningkatan jumlah, perbaikan distribusi dan perbaikan kompetensi tenaga medis di 

fasilitas kesehatan. Statistik menunjukkan peningkatan jumlah di Fasilitas Kesehatan 
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Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut (FKTRL) 

masing-masing 18% dan 34% dalam 4 tahun terakhir.  

Sebagai catatan, pertumbuhan penambahan jumlah FKTRL yang bekerjasama dengan 

BPJS Kesehatan melambat di tahun 2017, tidak linier dengan perkembangan cakupan 

kepesertaan. Isu penting lainnya adalah distribusi FKTRL yang belum tersebar merata 

di seluruh pelosok tanah air, berdampak pada pertumbuhan akses ke layanan 

kesehatan di setiap regional. Pulau Jawa, dimana sebagian besar FKTP dan FKTRL 

berada, menikmati kenaikan akses yang relatif lebih tinggi dibanding daerah Indonesia 

bagian timur. Tantangan bersama kedepan adalah peningkatan akses layanan 

berkualitas seiiring dengan kenaikan jumlah fasilitas kesehatan, mengingat BPJS 

Kesehatan telah bekerjasama dengan 24.032 fasilitas kesehatan (FKTP dan FKTRL) 

untuk melayani pasien-pasien JKN (BPJS, 2017).  

 

Grafik 4.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 

 

           Sumber: BPJS Kesehatan, 2017 
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TNP2K telah mempublikasi hasil kajian tren utilisasi layanan kesehatan di era JKN, 

dibanding dengan periode sebelumnya. Analisis menggunakan data seri Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011 sampai 2016 telah dilakukan, dimana TNP2K 

bekerjasama dengan Health Policy Plus (HP+) atas dukungan USAID. Secara makro, 

hasil studi memperlihatkan adanya lonjakkan tingkat utilisasi yang cukup berarti 

setelah implementasi program JKN, terutama kenaikan di layanan rawat inap dengan 

tingkat utilisasi 3.7% di tahun 2016, dibanding 2.3% di tahun 2013. (TNP2K dan HP+, 

2018)  

Grafik 4.2 Tren Pemanfaatan Layanan Rawat Jalan dan Rawat Inap 

 

 

 

 

 

 

 

         Sumber: Analisis Susenas 2011  2016 
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utilisasi meningkat sebanyak 46% antara tahun 2015 dan 2016, sementara rawat jalan 

tercatat kenaikan sebesar 16%. 

Peningkatan utilisasi juga terjadi di rawat jalan pada era JKN, yang dimulai di tahun 

2015. Diduga bahwa sistem layanan kesehatan masih beradaptasi di tahun 2014, 

sehingga peningkatan utilisasi belum terlihat jelas di tahun pertama implementasi 

program JKN.  

Kajian ini secara garis besar telah memperlihatkan bahwa setelah implementasi JKN 

sudah terlihat adanya tren peningkatan utilisasi layanan kesehatan. Akan tetapi, tren 

penigkatan utilisasi ini belum diiringi oleh pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang 

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kedepannya, kecukupan fasilitas kesehatan 

diharapkan bisa menjadi fokus dari pemerintah pusat dan daerah dalam 

pengembangan program JKN guna mewujudkan cakupan kesehatan semesta. 

Kajian peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan BPJS Kesehatan ini telah di 

dokumentasikan dalam bentuk ringkasan kebijakan yang dapat diunduh secara bebas 

melalui halaman resmi TNP2K. Selain itu, kajian ini telah dipresentasikan dalam forum 

akademis internasional yang juga melibatkan lembaga pemerintahan seperti BPJS 

Kesehatan dan Kementerian Kesehatan yaitu The 4th Indonesia Health Economics 

Association (InaHEA) Annual Scientific Meeting and International Seminar sebagai 

salah satu bentuk rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan tersebut.  

 

Grafik 4.3 Tren Pemanfaatan Layanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Peserta JKN dan Non-JKN 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: Analisis Susenas 2011  2016  
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4.3.  Mempersempit Kesenjangan Akses ke Layanan Kesehatan  

Kajian makro diatas menunjukkan adanya perbaikan tingkat utilisasi rawat jalan dan 

rawat inap dari perspektif makro (nasional), tetapi belum menjawab apakah dampak 

program JKN berpengaruh terhadap perbaikan memperkecil kesenjangan akses 

layanan kesehatan. Idealnya program JKN bertujuan mendorong perbaikan 

peningkatan utilisasi di semua kelompok sosio ekonomi sehingga memperkecil 

kesenjangan akses antara masyarakat dengan sosio ekonomi tidak mampu (poor) 

dengan kelompok sosio ekonomi kaya (rich).  

Untuk menjawab hal itu, TNP2K melakukan eksplorasi atas perubahan kesenjangan 

akses utilisasi layanan kesehatan pre-JKN tahun 2011-2013 dan post-JKN tahun 2014-

2016 (Johar, M., Pujisubekti, R., Soewondo, P., Satrio, H.K., Adji, A, 2017). Analisis 

menggunakan kurva indeks konsentrasi dari data Susenas tahun 2011 - 2016 untuk 

melihat perubahan pola kesenjangan utilisasi pre-JKN dan post-JKN. Utilisasi layanan 

kesehatan yang diukur adalah rawat jalan di FKTP, rawat jalan di FKRTL, dan rawat 

inap di FKTRL. Studi ini menggunakan informasi kepemilikan asset untuk mengukur 

status sosial ekonomi.  

Dalam hal ini, kepemilikan aset dipertimbangkan untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan karena informasi nilai konsumsi yang terdapat dalam Susenas mencakup 

nilai subsidi maupun bantuan sosial sehingga tidak murni mengukur pengeluaran 

masyarakat tersebut. Tingkat kesejahteraan juga disadari mungkin kurang tepat untuk 

mengukur status ekonomi suatu masyarakat, akan tetapi pengukuran menggunakan 

kepemilikan aset dinilai lebih reflektif untuk meranking status kesejahteraan suatu 

rumah tangga dibanding dengan menggunakan nilai konsumsi yang di subsidi. 

Garis ekuitas pada kurva konsentrasi adalah garis ideal yang menunjukkan kesetaran 

utilisasi layanan kesehatan pada seluruh kelompok sosial ekonomi masyarakat. Secara 

umum dalam gambar 4 menunjukkan bahwa hampir seluruh kurva indeks konsentrasi 

yang berada di bawah garis ekuitas bergeser mendekat ke arah garis ekuitas pada 

periode setelah JKN, dibandingkan pre JKN. Hal ini menunjukan bahwa terjadi 

perbaikan dalam kesenjangan akses pada layanan kesehatan post JKN.  

Kurva indeks konsentrasi relatif stabil pada fasilitas kesehatan milik pemerintah, yang 

artinya fasilitas kesehatan ini sudah sejak lama telah banyak digunakan oleh hampir 

semua lapisan masyarakat. Demikian juga dengan layanan rawat inap di fasilitas 
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kesehatan pemerintah menunjukan hampir adanya kesetaraan antara akses untuk 

kelompok mampu maupun tidak mampu. 

Menarik ketika terjadi pergeseran kurva indeks konsentrasi mendekat kearah garis 

ekuitas untuk layanan rawat jalan di FKTP milik swasta seperti dokter praktek mandiri 

dan klinik praktek bersama. Hal ini menunjukkan bahwa program JKN telah mendorong 

perubahan dimana FKTP swasta sebagai provider JKN telah memberikan layanan bagi 

masyarakat dengan tingkat sosio ekonomi yang lebih luas, walau belum sepenuhnya 

menyentuh kelompok sosio ekonomi tidak mampu. Perubahan kurva indeks 

konsentrasi juga terjadi pada layanan rawat inap di rumah sakit swasta. Secara umum, 

hasil kajian ini menunjukan adanya perbaikan kesenjangan akses bagi masyarakat tidak 

mampu yang saat ini juga dapat menjangkau fasilitas kesehatan swasta, dibanding pre 

JKN.  

Kajian ini telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk publikasi seperti kertas kerja 

TNP2K dan jurnal internasional Social Science & Medicine volume 213 tahun 2018. Selain 

itu, kajian ini juga telah dipresentasikan langsung pada acara Forum Kajian 

Pembangunan di Lembaga Penelitian Smeru yang menghadirkan berbagai akademisi 

dan lembaga pemerintahan maupun swasta yang terlibat dalam implementasi JKN. 

Untuk lingkup internasional, kajian ini telah dipresentasikan secara oral pada konferensi 

Australian Health Economics Society untuk menerima masukan maupun rekomendasi 

mengenai metodologi dan hasil kajian dari berbagai ahli. Hasil kajian ini juga telah 

dipresentasikan dalam International Health Economic Association (IHEA) di Basel pada 

bulan July 2019. Audiensi langsung mengenai hasil kajian ini juga telah dipaparkan 

langsung kepada Menteri Kesehatan beserta jajarannya pada tahun 2017 sebagai salah 

satu bukti empiris atas pentingnya keberlanjutan Program JKN yang kemudian 

diteruskan ke pemangku kebijakan yang lebih tinggi.  
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Grafik 4.4  Kurva Indeks Konsentrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Analisis Susenas Tahun 2011  2016 
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sebagai segmen populasi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menggunakan data Sakernas 

tahun 2014, 2015 dan 2017, responden di urut dan dipilih dengan pendapatan 35% 

terbawah. Menggunakan model Heckman Selection yang kemudian dilakukan cross-

matching dengan data Susenas untuk mengukur tingkat utilisasi. 

Pada hasil studi tersebut, diketahui bahwa kepemilikan JKN pada masyarakat miskin 

memiliki efek positif untuk meningkatkan utiliasasi di semua tipe pelayanan kesehatan 

baik itu rawat jalan, rawat inap, dari tipe fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun 

swasta. Selain itu, dalam hal ini pemerintah daerah juga memiliki peran dalam 

meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin.  

Diketahui bahwa kelompok masyarakat miskin yang sudah memiliki Jaminan 

Kesehatan Daerah (Jamkesda) juga secara signifikan dapat meningkatkan utilisasi 

pelayanan kesehatan meskipun masih dalam fasilitas layanan kesehatan publik. 

Kedepannya dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan sektor 
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fasilitas kesehatan untuk membuka kesempatan masyarakat miskin menjangkau 

fasilitas kesehatan swasta. 

Pentingnya bukti empiris mengenai bagaimana pola masyarakat miskin menggunakan 

berbagai jenis layanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang mendukung bahwa 

program JKN harus tetap berlanjut. Melalui kajian ini, Program JKN terbukti dapat 

mendorong masyarakat miskin untuk bisa mengakses layanan kesehatan yang 

sebelumnya dinilai sulit karena adanya keterbatasan membayar biaya pengobatan. 

Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah dan swasta sangat 

diperlukan agar semakin baiknya akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat 

miskin. Hasil dari kajian ini telah diaudiensikan kepada berbagai pemangku 

kepentingan dalam kegiatan The 5th Indonesia Health Economics Association (InaHEA) 

Annual Scientific Meeting and International Seminar di Jakarta.  
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Tabel 4.1 Efek Marginal Status Jaminan terhadap Probabilitas Utilisasi Pelayanan Kesehatan 

 Jenis Jaminan 
Kesehatan 

Rawat 
Jalan 
Publik 

Rawat 
Jalan 

Swasta 

Rawat Inap 
Publik 

Rawat 
Inap 

Swasta 

Koefisien JKN 0.268** 0.116** 0.417** 0.014** 

    (0.013) (0.012) (0.017) (0.001) 

  PBI 0.126** -0.246** -0.100** -0.013** 

    (0.014) (0.014) (0.018) (0.001) 

  Jamkesda 0.231** -0.103** 0.183** -0.006** 

    (0.013) (0.013) (0.020) (0.001) 

Marginal 

Effect   

   
 

JKN 

JKN=1, PBI=0, 

Jamkesda=0 

0.065** 0.039** 0.054** 0.024** 

    (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) 

PBI 

JKN=1, PBI=1, 

Jamkesda=0 

0.037** -0.082** -0.011** -0.016** 

    (0.004) (0.005) (0.002) (0.001) 

Jamkesda 

JKN=0, PBI=0, 

Jamkesda=1 

0.062** -0.031** 0.017** -0.007** 

    (0.004) (0.004) (0.002) (0.001) 

JKN 

JKN=1, PBI=0, 

Jamkesda=1 

0.075** 0.037** 0.068** 0.020** 

    (0.004) (0.004) (0.004) (0.002) 

PBI 

JKN=1, PBI=1, 

Jamkesda=1 

0.042** -0.068** -0.014** -0.013** 

    (0.005) (0.004) (0.003) (0.001) 

Nota: ** signifikan menurut tes statistik pada level 1%. 
Sumber: Penghitungan dari data Susenas dan Sakernas 2014, 2015, 2017. Podes 2014 

 

4.5 Pengembangan Model Keberlanjutan Keuangan JKN 

Sejak tahun 2012, TNP2K telah berperan aktif dalam mengembangkan model 

perhitungan estimasi iuran untuk program JKN. Bersama konsultan, TNP2K telah 

membangun model perhitungan besaran iuran menggunakan data empiris klaim biaya 

di tiga kelompok besar program jaminan kesehatan sosial yang saat sedang beroperasi 

yaitu Jamkesmas, Askes PNS, dan JPK Jamsostek.  
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Model perhitungan estimasi iuran yang dibangun telah dipresentasikan ke berbagai 

pemangku kebijakan dan telah dijadikan salah satu  model referensi dalam menghitung 

iuran PBI. TNP2K, kemudian melakukan pemutakhiran terhadap model terdahulu dan 

mengembangkan software dalam bentuk Ms. Excel di tahun 2013, dengan tujuan untuk 

knowledge sharing dan memudahkan kementerian/lembaga memahami dasar 

perhitungan untuk pengambilan kebijakan besaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI).  

TNP2K bersama Health Policy Plus (HP+) yang didanai oleh USAID melakukan 

penyempurnaan model berkelanjutan pembiayaan JKN dengan menggunakan model 

matematika dinamis. Proses ini dilakukan setelah program JKN telah berjalan lebih dari 

dua tahun sehingga data terbaru dari data klaim BPJS Kesehatan dapat dimasukkan 

untuk penajaman asumsi. Dengan demikian, Model yang dibangun mengakomodir 

simulasi perubahan kebijakan tertentu serta mempelajari implikasi keuangannya1. 

Analisis keberlanjutan pembiayaan ini penting dilakukan melihat tingginya sorotan 

besaran defisit yang dialami BPJS Kesehatan dalam mengelola JKN sejak tahun 2014. 

Model ini menggunakan tiga sumber data utama, yaitu data pemanfaatan JKN yang 

bersumber dari BPJS Kesehatan, data ekonomi makro dan data sosial ekonomi dari 

Biro Pusat Statistik (BPS), serta masukan-masukan dari para pemangku kepentingan 

tentang keputusan-keputusan pokok terkait kebijakan untuk dinilai melalui model 

tersebut.  

Struktur model Keberlanjutan pembiyaan JKN ini terdiri dari kepesertaan (enrollment), 

iuran (contribution), dan pengeluaran (expenditure). Model yang membangun skenario 

terkait proyeksi kepesertaan, iuran, dan pengeluaran ini melengkapi model 

sebelumnya. Dalam model telah menggunakan data empiris termasuk mengakomodir 

data-data kepesertaan, iuran, dan pengeluaran yang bervariasi menurut segmen 

peserta (PBI APBN, PBI APBD, PPU pemerintah, PPU swasta, PBPU, dan BP) dan variasi 

antar regional (regional 1 sampai 5). 

 

 

 

                                                            
1 -
2021. Jakarta: TNP2K Policy Brief. Available from: http://www.tnp2k.go.id/downloads/the-financial-
sustainability-of-indonesia%E2%80%99s-national-health-insurance-scheme:-2017%E2%80%932021 
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Gambar 4.1 Struktur Model Keberlanjutan Keuangan JKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: TNP2K &HP+, 2018 

 

Keberlanjutan Keuangan JKN 

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tahun 2017, JKN mengalami defisit hingga Rp 6,23 

triliun dengan rata-rata rasio klaim (claim-ratio) sebesar 103%. Hasil proyeksi terhadap 

data dasar yang dihimpun di awal (skenario yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan) 

memberikan prediksi bahwa defisit akan meningkat sebagai akibat semakin banyaknya 

peserta JKN. Akan tetapi, model ini menunjukkan bahwa laju kenaikan defisit dapat 

ditahan, sehingga masih ada potensi keberlanjutan JKN.  

Pada tahun 2020, defisit JKN dapat menjadi stabil pada kisaran Rp 9 triliun per tahun, 

dengan rata-rata rasio klaim sebesar 104%. Meningkatnya iuran per kapita dan adanya 

kewajiban untuk iur biaya untuk layanan tertentu untuk mengendalikan pemanfaatan 

layanan kesehatan yang tidak perlu, dapat menjadi pertimbangan pada tahun 2018. 

Ditambah lagi dengan peningkatan efisiensi yang dapat memperbaiki posisi keuangan 

JKN. Berbagai opsi kebijakan untuk keberlanjutan keuangan JKN perlu dirumuskan 

secara seksama dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga yang terlibat.  
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Grafik 4.5 Proyeksi Defisit Tahunan dan Rata-Rata Rasio Klaim 

 

 

 

 

 

                 Sumber: TNP2K & HP+, 2018 

 

Di tahun 2018, sebagai Lembaga yang aktif berperan dalam memberikan masukan 

berdasarkan hasil kajian, TNP2K telah mempresentasikan hasil keberlanjutan keuangan 

JKN baik kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian 

Koordinator PMK, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta BPJS Kesehatan. 

Disadari bahwa intervensi dari sisi pendapatan (iuran) sangat berpengaruh dalam 

keberlanjutan keuangan JKN. Namun demikian, setelah penghitungan secara teknis ini, 

proses politik yang ada pada pemangku kebijakan merupakan hal yang tidak dapat 

dihindari. Melalui proses politik tersebut, akhirnya pada tahun 2017-2018 tidak ada 

kenaikan iuran JKN baik untuk peserta PBI dan non-PBI.  

Rekomendasi lain yang juga disampaikan dalam rangka keberlanjutan keuangan JKN 

antara lain; (1) Meningkatkan fokus pada strategi penegakan untuk mendaftarkan dan 

mempertahankan kepesertaan pekerja sektor informal, (2) Meningkatkan penilaian 

pada partisipasi dan kontribusi sektor formal swasta, (3) Memperkuat pembelian/ 

pembelanjaan strategis (strategic purchasing) terutama dengan pihak rumah sakit, 

termasuk implementasi lebih lanjut dari pemisahan secara tegas antara penyedia 

layanan dan penanggung pembiayaan layanan, pemberian kontrak dan akreditasi 

secara selektif, memperbaiki penegakan prosedur pemberian rujukan dan rujuk balik, 

dan lebih mengaktifkan proses audit baik secara klinis maupun pada proses pengajuan 

penggantian biaya, dan (4) Memberikan insentif yang lebih baik untuk penyediaan 

layanan kesehatan yang efisien melalui perluasan kapitasi berbasis kinerja pada 

fasilitas kesehatan tingkat pertama dan mempelajari lebih lanjut potensi untuk 

mengimplementasikan anggaran global (global budget) pada tingkat rumah sakit, 

berdasarkan kegiatan percontohan yang saat ini sedang berlangsung. 

Grafik 4.5 Proyeksi Defisit Tahunan dan Rata-Rata Rasio Klaim
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Di tahun 2019 ini, perhatian pada keuangan JKN menjadi prioritas utama, dan para 

pemangku kepentingan sedang berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan terkait 

dengan rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya. Meski demikian, intervensi 

terhadap pendapatan JKN dengan meningkatkan iuran JKN masih dibutuhkan 

mengingat pendapatan ini hal penting yang dalam keberlanjutan keuangan JKN. 

 

4.6  Perbaikan Kebijakan Pengadaan Obat di Fasilitas Kesehatan 

Obat adalah komponen terpenting dari pelayanan kesehatan. Pemerintah dalam hal ini 

Kementrian Kesehatan telah melakukan berbagai reformasi di bidang obat sejak 

implementasi program JKN, dengan tujuan untuk rasionalisasi pemanfaatan obat. 

Upaya yang telah dilakukan adalah penetapan daftar obat yang dikemas dalam 

Formularium Nasional (Fornas), penetapan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) di tingkat 

nasional yang diusulkan oleh seluruh fasilitas kesehatan dan apotik, penetapan harga 

obat sebagai dasar penawaran (bidding) dan/atau negosiasi yang dikemas dalam 

Harga Perkiraan Sendiri (HPS), proses bidding dan negosiasi, pentayangan obat Fornas 

di e-katalog, pemesanan obat oleh Faskes melalui e-procurement, distribusi obat dan 

konsumsi obat oleh pasien.  

Program JKN telah mendorong agar fasilitas kesehatan dapat mengadakan obat 

dengan harga pasti, transparan, mudah, dan sah secara hukum dengan manajemen alur 

suplai obat (drug supply chain management) yang optimal. Fornas menyajikan item 

obat generik dan juga jenis item obat patent. E-katalog dengan pengadaan elektronik 

adalah salah satu upaya reformasi birokrasi, dimana fasilitas kesehatan publik dapat 

menghemat waktu dan biaya untuk pengadaan obat yang dibutuhkan.  

Kebijakan baru di bidang obat adalah reformasi yang sangat besar sehingga 

memerlukan kajian khusus atas implementasi di lapangan. Kejadian kekosongan obat 

di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan muncul di banyak tempat setelah reformasi 

sistem pengadaan obat. Untuk itu TNP2K secara berturut turut sejak tahun 2016, 2017 

dan 2018 melakukan analisis terhadap implementasi pelaksanaan pengadaan obat 

berbasis internet (e-procurement) dan secara aktif memberi masukkan dalam bentuk 

rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan pengadaan obat kedepan. 

Tata Kelola Obat pada era JKN dapat dilihat dari diagram berikut ini: 
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Gambar 4.2 Tata Kelola Obat pada era JKN 

 

Sumber: Paparan Direktur Obat Publik, 2018 

 

TNP2K memberikan masukan terkait kebijakan tata kelola obat melalui kajian berbasis 

bukti dan telah dipaparkan kepada Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat 

Jendral Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Lembaga lain seperti LKPP dan BPOM. 

 

Perbaikan dalam merencanakan RKO, termasuk penajaman penyusunan HPS obat 

Observasi tiga tahun pertama implementasi JKN menunjukkan adanya perbaikan 

dalam manajemen alur suplai obat dilihat dari kesenjangan yang menyempit antara 

jumlah item obat yang tercatat dalam Fornas dengan yang dipesan di RKO, dan antara 

jumlah item obat yang muncul di RKO dengan yang ditayangkan dalam e-Katalog. 

Walaupun ada perbaikan, tetapi kesenjangan masih melebar antara jumlah item obat 

di e-Katalog dengan jumlah item obat yang dipesan (e-Order). Hal ini terjadi untuk 

jumlah item obat yang sama sekali tidak mendapat order (zero e Order) dan jumlah 

item obat dengan e-Order melebihi dari 100% RKO.  

Satu prestasi adalah jumlah e-order meningkat dari tahun ke tahun (dalam volume 

maupun nilai absolut), dimana nilai absolut tercatat Rp 1.2 triliun (2014), Rp 3.2 triliun 

(2015) dan Rp 6.0 triliun (2016). Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan obat lewat  

e-katalog semakin dimanfaatkan oleh fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama 

dengan BPJS Kesehatan. Gambaran ini juga menunjukkan bahwa perusahaan farmasi 

juga telah berkomitmen untuk patuh memenuhi kebutuhan pemesanan obat pada 

tingkat harga yang disepakati dan menyalurkan lewat distributor yang ditunjuk, 

walaupun ada banyak keluhan bahwa HPS yang ditetapkan tidak rasional dan dinilai 

terlalu rendah.  
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Penajaman penyusunan volume yang tertuang dalam RKO sebagai dasar negosiasi 

harga perlu dipertimbangkan, melihat fakta tidak akurat beberapa jenis item obat 

dimana obat ini tidak terpesan sama sekali (31.9% jenis item obat). Variasi volume atas 

beberapa jenis obat tertentu juga memberikan umpan balik bahwa RKO terlalu lemah 

dan tidak tepat bila dijadikan kriteria utama dan satu-satunya untuk penetapan harga 

satuan obat. Dibutuhkan kajian khusus untuk memasukkan kriteria penting lainnya, 

selain volume, sebagai dasar penetapan harga satuan obat mengacu pada Multi 

Criteria Decision Analysis (MSDA). 

 

Tabel 4.2 Gambaran Jenis Item Obat di Fornas, E-katalog, dan e-Order, 2014-2017 

 

* F / RKO = Fornas / RKO **in million smallest unit ***in million rupiah 

Sumber: TNP2K, 2018 

 

Sistem perencanaan di fasilitas kesehatan pemerintah juga sangat berpengaruh pada 

tidak akuratnya RKO. Fasilitas Kesehatan pemerintah sudah harus menyerahkan 

anggaran RKO pada bulan April-Juni tahun sebelumnya untuk kebutuhan anggaran 

tahun berikut. Anggaran obat bersama dengan anggaran makro bidang kesehatan 

harus melewati beberapa tahapan persetujuaan di Dinas Kesehatan (Dinkes), 

Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah (DPRD). 

Anggaran makro kesehatan biasanya disetujui sekitar bulan Oktober, dan hampir selalu 

lebih rendah dari usulan anggaran. Pola ini cenderung berdampak pada pola 

pengusulan anggaran yang lebih tinggi daripada kebutuhan aktual, termasuk 

pengusulan jumlah dan jenis item obat yang dibutuhkan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota/Provinsi.  
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TNP2K dalam studi ini merekomendasikan kebijakan Multi Year bagi pemenang tender, 

mengingat sangat cepatnya waktu 1 tahun untuk melakukan seluruh rangkaian 

pengadaan melalui LKPP. Respon baik dari Kementerian Kesehatan terkait 

rekomendasi ini diketahui dari kebijakan pengadaan obat melalui LKPP dimana 

pemenang tender berlaku 2 tahun. 

 

Peningkatan kapasitas dalam melakukan pemesanan melalui e-Order  

Di tatanan implementasi, penyederhanaan birokrasi pengadaan obat belum berjalan 

optimal dan masih menemukan banyak tantangan. Kendala tehnis seringkali dialami 

fasilitas kesehatan untuk memesan obat lewat e-katalog, karena selain harus 

menginput satu persatu jenis item obat, dibutuhkan juga staf terampil dengan 

sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.  

Dukungan koneksi jaringan, kompetensi tenaga pengadaan, dan kelayakan harga yang 

ditetapkan ikut menghambat kelancaran proses pengadaan obat lewat jaringan ini. 

Kendala lain yang dialami, adalah pengulangan prosesinput apabila ternyata obat yang 

dipesan tidak tersedia. Walaupun proses pengadaan elektronik dapat 

menyederhanakan bisnis proses, transparansi harga serta akuntabilitas yang lebih baik, 

ternyata perbaikan kedepan dibutuhkan untuk memecahkan masalah2 tehnis.  

Selain itu, rekomendasi yang diberikan adalah menyederhanakan proses e-Purchasing, 

mulai dari e-Order sampai verifikasi penggunaannya untuk pasien JKN, dan 

memberikan insentif kepada distributor namun disisi lain, tetap mendorong adanya 

hokum dan peraturan menyangkut system reward and punishment. Selain itu, 

meningkatkan sistem e-Monev Kemkes dan menghubungkannya dengan sistem LKPP 

dan BPJS Kesehatan, juga keandalan jaringan internet dan sumber daya manusia, 

khususnya dalam hal sertifikasi pengadaan. 

Saat kajian ini selesai, salah satu rekomendasi TNP2K yang diaplikasikan oleh 

Kementerian Kesehatan dalam kebijakan pengadaan obat adalah pemberian hak yang 

sama kepada fasilitas kesehatan swasta dapat membeli obat untuk pasien JKN melalui 

e-katalog pemerintah. Sejak tahun 2017, fasilitas kesehatan swasta telah memiliki ruang 

untuk melakukan pembelian obat melalui mekanisme e-order.  
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Perbaikan waktu pemenuhan pesanan dan distribusi obat  

Ada kesenjangan waktu tunggu yang cukup panjang antara melakukan e-order sampai 

mendapatkan barang, terutama di awal tahun. Dibutuhkan waktu bagi perusahaan 

farmasi untuk produksi setelah mendapatkan kontrak, karena proses impor bahan 

baku, produksi dan pengemasan. Diawal implementasi, ada perusahaan farmasi yang 

memenangkan tender tetapi tidak dapat memenuhi semua e-Order karena 

keterbatasan kapasitas produksi terhadap total RKO yang dimenangkannya. Untuk itu, 

TNP2K telah memberikan masukan yaitu memberikan waktu minimal 2 tahun kepada 

perusahaan farmasi pemenang tender dan kontrak 3 bulan sebelum obat tayang di  

e-katalog. Namun disisi lain, memberlakukan kriteria yang lebih ketat dan lebih luas 

dengan proses evaluasi holistic dalam menentukan pemenan tender. 

Rekomendasi kami untuk melihat kriteria kapasitas produksi, selain harga. Dalam 

pengiriman obat tepat waktu, para distributor mengalami banyak kendala karena 

faktor infrastruktur transportasi dan volume e-Order yang rendah. Obat-obatan 

tertentu seperti furosemid, obat-obatan psikiatri, dan beberapa suntikan sering tidak 

terpenuhi di akhir tahun, terutama di daerah terpencil. 

 

Masalah Kualitas Obat JKN dan Tanggal Kedaluwarsa 

Meskipun belum ada keluhan utama dari pasien JKN tentang kualitas obat, tetapi 

beberapa personil dari faskes menemukan beberapa obat JKN yang dinilai sub-

standar. Misalnya dalam satu strip hilang satu atau dua tablet/kaplet hilang, 

tablet/kaplet rapuh, beberapa item obat seperti tablet vitamin C warnanya pudar, dan 

produk infus steril tertentu kemasannya buruk, mudah sekali bocor saat digunakan. 

Keluhan yang cukup mengkhawatirkan ada pada perangkat medis tertentu yang 

ditawarkan dalam e-Katalog, seperti benang jahit bedah yang mudah rusak ketika 

digunakan dan alat suntik yang tidak memenuhi standar keamanan. 

 

4.7. Meningkatkan Ketersediaan ARV Triple Fix Dose Combination 

TDF/3TC/EFV (3FDC) 

Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan angka kematian akibat-AIDS yang 

meningkat tinggi, 3,5 kali lipat lebih. Bahkan pada tahun 2013, Indonesia memiliki 

jumlah ODHA terbesar ketiga di Kawasan Asia-Pasifik. Sayangnya, baru 8% ODHA 
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yang mendapat akses terapi ARV. Pada 2016, diperkirakan jumlah ODHA tersebut 

meningkat menjadi 785.821 orang, 32% (248.903 orang) di antaranya berusia 15‒49 

tahun dan akan membutuhkan beragam obat ARV. 

Harga pembelian ARV 3FDC pada tahun 2016 adalah Rp 404,000 per botol dan tahun 

2017 adalah Rp 385,000 per botol, sedangkan harga internasional adalah Rp 110,000 

per botol.  Dengan harga internasional yang berlaku, seharusnya bisa lebih banyak 

ODHA yang mengakses terapi ARV ini. Untuk itu, TNP2K melakukan kajian mengenai 

harga ARV jenis 3FDC, mengacu pada regulasi obat program. Hasilnya, harga wajar 

untuk ARV jenis ini adalah Rp 220,707 per botol dengan pajak dan Rp 167,181 per botol 

tanpa pajak. ARV dibebaskan dari Bea Masuk (10%), PPN+PPH Impor (12,5%), dan PPN 

Penjualan (10%). Selain itu, menurut sebuah perusahaan farmasi swasta yang tertarik 

untuk memasukan ARV jenis ini, harga Rp 165.000,- yang ditawarkan Kementerian 

Kesehatan itu masih realistis. 

Pada tahun 2018 Kementerian kesehatan menggelar lelang terbatas untuk pengadaan 

ARV untuk jenis 3FDC dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 165.000,-. Harga 

tersebut mengikuti rekomendasi dari hasil kajian  harga ARV oleh TNP2K tahun 2017 

dimana harga 3FDC  dapat diturunkan hingga 30% dari harga saat ini.  Dua perusahaan 

farmasi, PT Kimia Farma dan Indofarma yang diundang untuk mengikuti lelang 

tersebut tidak menyepakati harga HPS dan tidak mengikuti lelang tersebut sehingga 

dinyatakan gagal tender pada tanggal 29 Desember 2018. 

Dampak dari gagl tender ini adalah stok ARV jenis 3FDC saat ini menipis. Berdasarkan 

informasi dari Kementerian Kesehatan, pengguna 3FDC sebanyak 44.364 pasien and 

stok yang tersedia saat ini secara nasional adalah 134.131 botol. Stok diperkirakan akan 

habis pada bulan Mei/Juni 2019. Karena kegagalan tender pengadaan 3FDC maka 

single-dose diadakan kembali untuk menggantikan 3FDC. 

 

4.8.  Perluasan Akses Pelayanan Kesehatan melalui Sektor Swasta  

Apakah program JKN telah memicu pertumbuhan fasilitas kesehatan oleh pihak 

swasta? Menurut laporan Kemenkes, proporsi jumlah RS milik pemerintah dan Pemda 

hanya 36% dari total seluruh RS di Indonesia, sedangkan mayoritas RS merupakan milik 

swasta non-profit (22%) dan swasta for-profit (42%). Kondisi ini membuat BPJS 

Kesehatan perlu memperluas kontrak kerja ke RS swasta agar akses pelayanan 
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kesehatan bagi peserta JKN terpenuhi. TNP2K bekerja sama dengan HP+ atas 

dukungan dari USAID melakukan kajian khusus membahas tentang keterlibatan dan 

pertumbuhan sektor swasta di era JKN2.  

Pengaruh JKN terhadap Kapasitas, Pemanfaatan, atau Keuangan Rumah Sakit 

Swasta 

Secara umum, hasil studi menyebutkan ada kenaikan kapasitas yang tersedia termasuk 

jumlah klinik rawat jalan, tempat tidur rawat inap, dan alat penunjang diagnostik. 

Membandingkan data tahun 2013 dan 2016, RS swasta yang bekerja sama dengan 

BPJS-K telah memperkerjakan lebih banyak staf untuk memberikan pelayanan pada 

peserta JKN, antara lain meningkatnya jumlah rata-rata tenaga medis (23%) dan staf 

administrasi (15%). Sementara itu, pada RS swasta yang tidak bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan, jumlah rata-rata staf administrasi berkurang sebesar 3%.  

Sejak JKN, 81% RS swasta mengaku terjadi kenaikan penggunaan layanan rawat jalan 

dan rawat inap. Hal ini lebih dipengaruhi oleh jumlah kapasitas yang dimiliki oleh RS 

swasta tersebut, dibandingkan dengan status kerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Kenaikan jumlah pelayanan terjadi pada layanan ibu hamil dan melahirkan, bayi baru 

lahir, kesehatan anak, serta jumlah pemeriksaan penunjang diagnostik.  

Melihat pada indikator keuangan, penerimaan RS swasta yang bekerjasama dengan 

BPJS-K berkurang drastis dari layanan kesehatan yang dibiayai dari kantong sendiri 

(out-of-pocket). Hal ini karena banyak RS swasta 

yang mengalami perubahan komposisi pasien, yang 

lebih didominasi pasien JKN. Sebaliknya 

pendapatan dari out-of-pocket pasien tercatat ada 

peningkatan sedikit dari RS swasta yang belum 

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.  

Dengan pembayaran paket INA-CBGs, RS swasta 

juga harus melakukan upaya efisiensi layanan 

kesehatan pasien JKN. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah pemberian obat. Hasil studi 

memaparkan bahwa prosentase biaya obat dari 

                                                            
2 
Percepatan Penanggulan Kemiskinan (TNP2K). Available from: 
http://www.tnp2k.go.id/downloads/indonesia%E2%80%99s-private-health-sector-market-in-the-jkn-era 

Sumber: TNP2K & HP+, 2018 

Kapasitas rumah sakit:
Total klinik rawat jalan: 2,2
Total tempat tidur rawat inap: 9,5
Dokter umum: 4,8
Dokter spesialis: 5,9
Perawat rawat inap: 133,3
Rasio dokter tetap terhadap 
dokter kontrak: -1,35

Pengunaan JKN
Pasien rawat jalan perhari: 76,5
Pasien rawat inap pertahun: 3944

Keuangan: Proporsi dari 
pendapatan total
Asuransi pemerintah: 47,5*
Asuransi swasta: -9,1
Biaya kantong sendiri: -35,8*
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total pengeluaran menurun secara signifikan pada 

RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS-K.  

TNP2K telah melakukan disemnisai hasil studi ini 

dengan tujuan agar Pemerintah dapat terus 

mengarahkan sektor swasta untuk berinvestasi 

serta menyediakan pelayanan kesehatan esensial 

dan berkualitas. Rekomendasi yang dapat 

dipertimbangkan yaitu meningkatkan transparansi 

dalam proses penetapan tarif JKN untuk RS, 

termasuk standar pelayanan medis agar RS dapat 

terus mengelola sumber daya dan prosedur yang 

dimilikinya untuk melakukan pengendalian biaya 

sekaligus memberikan pelayanan yang berkualitas.  

 

Dampak JKN terhadap Pasar Farmasi dan Alat Kesehatan 

Meski pasar produk farmasi mengalami pertumbuhan sejak JKN diluncurkan pada 

tahun 2014, pertumbuhan penjualan tersebut mengalami pelambatan pada tahun-

tahun terakhir dan diproyeksikan akan menurun pada tahun 2018 dan 2019, baik untuk 

obat paten maupun generik. Sejak tahun 2014, hanya sedikit perusahaan baru yang 

masuk ke pasar produk farmasi dan hanya sedikit bukti yang menunjukkan terdapatnya 

peningkatan jenis obat.  

Namun, JKN mempunyai efek terhadap diferensiasi pasar perusahaan multinasional 

dan perusahaan lokal, dengan perusahaan multinasional yang fokus pada obat paten 

dan perusahaan lokal yang fokus pada obat generik. Persaingan pada perusahaan 

dalam negeri meningkat bukan pada kualitas obat, namun pada masalah harga yang 

pada akhirnya dapat merugikan pasien.  

Pasar alat kesehatan Indonesia yang nilainya mencapai Rp 10,2 triliun pada tahun 2016 

diproyeksikan akan terus tumbuh. Sebelum JKN, pasar tersebut memiliki basis yang 

rendah. Pertumbuhannya tercatat 12 persen pada tahun 2016, diproyeksikan akan 

melebihi 16 persen pada tahun 2017 dan 2018, dan dapat mencapai 18 persen pada 

tahun 2019. Meskipun tidak terjadi perubahan dalam jumlah perusahaan alat kesehatan, 

persaingan kian ketat dan pertumbuhan ke wilayah-wilayah baru semakin meningkat.  

Sumber: TNP2K & HP+, 2018 

Grafik 4.6 Pasar Farmasi dan Alat 

Diagram 1a: Total Pasar Farmasi, 2012-2016
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Diagram 1b: Pasar Alat Kesehatan, 2015-2019
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Keragaman produk yang ditawarkan juga meningkat di beberapa daerah, khususnya 

mesin-mesin diagnostik dan alat kesehatan habis pakai (selang oksigen, kateter, dan 

lain-lain), yang berhubungan dengan tren sektor rumah sakit swsta yang didiskusikan 

di bawah ini. Plafon biaya pengembalian yang ditentukan oleh the Indonesia Case 

Based Groups (INA-CBGs) mempengaruhi pertumbuhan  

industri, sejalan dengan keputusan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien dengan 

biaya yang lebih rendah. Informan kunci menyatakan bahwa meningkatnya persaingan 

mendorong turunnya harga, dan perusahaan sedapat mungkin mengusahakan agar 

produk mereka masuk ke dalam e-katalog LKPP. Selain itu, perusahaan alkes juga 

berinvestasi pada pengenalan produk dan mempertahankan loyalitas pelanggan. 

 

4.9. Penguatan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal melalui 

Program Nusantara Sehat  

Salah satu bentuk dukungan JKN dalam mencapai tujuan cakupan kesehatan semesta 

adalah tersedianya akses layanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Upaya 

cakupan kesehatan semesta sebagai bentuk keberhasilan JKN tidak hanya dilihat dari 

sisi banyaknya jumlah peserta yang terdaftar dalam program ini namun juga 

pemerataan dan kesetaraan akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil. 

Kementerian Kesehatan sejak tahun 2015 sudah menginisiasi Program Nusantara Sehat 

(NS) yang bertujuan untuk melakukan penguatan layanan kesehatan primer di daerah 

terpencil tersebut dengan cara mengirimkan tim dengan profesi keshatan yang 

bervariasi untuk bekerja selama 2 tahun di daerah yang telah ditentukan. 

TNP2K melakukan kajian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai kondisi kesehatan di daerah terpencil lokasi dan calon lokasi 

Progam NS, meliputi kebiasaan masyarakat dalam mengadopsi pola hidup bersih dan 

sehat, prevalensi penyakit menular dan kronis, penggunaan pelayanan kesehatan, 

pengetahuan kesehatan, serta kendala-kendala yang ditemui Puskesmas dalam 

memberikan pelayanan yang maksimal. Informasi ini didapat melalui pengambilan data 

primer pada tingkat rumah tangga pada tahun 2018. Sebanyak 4,500 rumah tangga 

yang tinggal di sekitaran 18 Puskesmas di daerah terpencil di 3 provinsi. Sampel yang 

besar menjamin akurasi hasil penelitian, sementara variasi antar daerah 

dipertimbangkan untuk merepresentasikan keragaman nusantara yang riil.  
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Rata-rata usia responden adalah 38.7 tahun, 83% responden adalah perempuan, dan 

mayoritas telah lulus SMP. Cakupan kepemilikan BPJS Kesehatan di sampel adalah 

69%, sedikit lebih rendah dari cakupan tingkat nasional 71.6% (Kemenkes, 2018). 

Sebanyak 54% adalah penerima bantuan iuran (PBI) yang kepesertaannya biasa 

dibantu oleh kepala desa dan iurannya dibayarkan penuh oleh pemerintah. Cakupan 

PBI di dalam sampel lebih tinggi dari cakupan pada tingkat nasional (43%) karena 

memang banyak rumah tangga yang bisa digolongkan sebagai rumah tangga miskin 

di daerah terpencil tersebut. 

Mayoritas rumah tangga menghadapi kesulitan dalam mengakses air bersih (dan 

mengalir) untuk cuci tangan, mandi, dan keperluan toilet. Banyak yang masih 

bergantung pada kamar mandi atau toilet umum: lebih dari 30% rumah tangga tidak 

mempunyai kamar mandi dan toilet di dalam rumah dan 37% membuang tinja di lubang 

atau sungai. Kebiasaan untuk mencuci tangan sebelum makan atau menyiapkan 

makanan hanya dipraktekkan oleh sekitar 71% responden. Banyak responden yang 

menggunakan visual tangan yang kotor sebagai indikasi perlunya cuci tangan, 

disebabkan karena 88-90% responden mencuci tangan hanya setelah kontak dengan 

kotoran/hewan. Bisa jadi responden malas cuci tangan karena tidak ada tempat cuci 

tangan.  

Penemuan sebanyak 36% rumah tangga yang tidak berobat ketika sakit sangatlah 

mengkhawatirkan. Tetapi ketika dibandingkan dengan rata-rata nasional, angka ini 

jauh lebih kecil.  Yang mungkin harus segera dibenahi adalah keterbatasan Puskesmas 

termasuk kekosongan dokter. Jam operasional yang terlalu singkat juga tidak 

memungkinkan sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai buruh perkebunan 

untuk berobat karena waktu kerja mereka yang dimulai dari pagi sampai sore sekitar 

pukul lima.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di daerah terpencil 

tersebut sudah cukup baik meskipun kondisi prasarana di banyak rumah tangga masih 

kurang memadai untuk kegiatan sanitasi yang optimal. Pemanfaatan fasilitas 

kesehatan juga lebih tinggi dari rata-rata nasional, walaupun fasilitas kesehatan sering 

sulit dijangkau dan tenaga ahli kesehatan, khususnya dokter, masih sulit ditemukan di 

Puskesmas.  

TNP2K saat ini sedang melaksanakan studi evaluasi untuk mengukur dampak Program 

NS di level rumah tangga melakukan dengan pengumpulan data primer di dua periode 
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waktu yang berbeda, pada bulan Mei 2018 sebagai periode baseline dan Mei 2019 

sebagai periode endline. TNP2K telah berkoordinasi dengan Pusat Perencanaan dan 

Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusrengun) dan Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) dari Kementerian Kesehatan dalam 

membangun metodologi serta menentukan lokasi sample kajian ini. Hasil dari 

pengumpulan data baseline sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah pada 

Berita Kedokteran Masyarakat Volume 34 No 10 tahun 2018. 

Pengumpulan data endline telah selesai dilakukan dan studi evaluasi saat ini pada 

tahap analisis data. Kedepannya, hasil studi evaluasi dampak Program NS ini bisa 

menjadi bahan pertimbangan kebijakan keberlanjutan Program NS yang semakin 

menjangkau daerah tertinggal agar tercapainya cakupan kesehatan semesta di 

Indonesia. Implementasi Program NS dari sisi tenaga kesehatan di salah satu daerah 

penempatan NS telah berhasil didokumentasikan oleh TNP2K dalam bentuk video 

yang bisa akses melalui halaman resmi TNP2K. 

 

4.10. Analisa Kebijakan Manajemen Pembiayaan Publik di Puskesmas  

Pengintegrasian berbagai sumber pembiayaan kesehatan untuk PIS-PK 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan inisiatif penguatan sasaran 

pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Salah satu upayanya 

berupa pengintegrasian sumber dana di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) untuk menyokong kegiatan UKM. Tujuan inisiatif tersebut dituangkan 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 19/2017 tentang Pendanaan Program 

Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). 

Permenkes 19/2017 yang mengatur pengintegrasian seluruh sumber dana bertujuan 

mewujudkan perencanaan dan penganggaran ideal di Puskesmas untuk pelaksanaan 

UKM yang optimal. Dari lensa administrasi publik, pengintegrasian pembiayaan melalui 

Permenkes 19/2017 merupakan salah satu bentuk reformasi dalam pengelolaan 

keuangan publik (public financial management/PFM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP), khususnya di Puskesmas. TNP2K melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mendapat gambaran proses termasuk tantangan yang dihadapi dalam 

implementasi upaya integrasi berbagai sumber pembiayaan kesehatan di Puskesmas 
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yang diatur Permenkes 19/2017, khususnya pembiayaan untuk program UKM, menurut 

siklus PFM. 

Hasil assessment di 8 Puskesmas dari 4 kabupaten/kota menunjukkan bahwa proses 

integrasi pembiayaan tidak terjadi secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dimaksud.  

Budget Formulation 

Idealnya, penyusunan RUK terintegrasi diawali dengan penyusunan rencana semua 

aktivitas yang dibutuhkan, sesuai dengan masalah kesehatan dan kebutuhan 

pelayanan kesehatan yang teridentifikasi di wilayah kerja Puskesmas masing-masing. 

Hanya setelah tersusun RUK terintegrasi inilah, selanjutnya ditentukan anggaran dana 

untuk setiap aktivitas. Berdasar pada rencana aktivitas dan jumlah dana tersebut, 

perencana Puskesmas harus melakukan matching atau pemadupadanan antara mata 

anggaran setiap kegiatan dengan sumber-sumber pembiayaan kesehatan yang 

tersedia. Namun, yang ditemukan di lapangan adalah urutan kegiatan penyusunan RUK 

tersebut terbalik. Dokumen RUK terintegrasi justru disusun dengan langkah pertama 

menyusun RUK untuk setiap sumber pembiayaan di Puskesmas, dalam rangka 

mendapatkan persetujuan dari masing-masing sumber dana, dan kemudian 

menggabungkan kegiatan-kegiatan yang sudah dimuat dalam semua RUK tersebut 

menjadi satu. 

 

Budget Execution 

Mengingat dalam sebuah siklus terdapat keterkaitan antara kelancaran satu bagian 

siklus dengan bagian yang lain, maka dapat diduga bahwa bagian siklus budget 

execution dipengaruhi secara langsung oleh tidak optimalnya proses integrasi 

perencanaan pembiayaan. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat penyerapan dana. 

Terlebih lagi kondisi ini diperberat oleh waktu turunnya dana yang memiliki selang 

waktu singkat semenjak rencana anggaran disetujui, kurangnya keleluasaan 

Puskesmas dalam mengelola keuangan, serta terbatasnya SDM untuk melaksanakan 

program-program di Puskesmas. Namun, kajian ini menemukan bahwa Puskesmas 

dengan status BLUD cenderung lebih sukses dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini 

disebabkan karena Puskesmas BLUD memiliki lebih banyak kewenangan dalam 

mengelola keuangannya 
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Budget Monitoring 

Perbedaan sumber dana untuk mata anggaran yang berbeda pada satu kegiatan 

memiliki konsekuensi beban administratif, dan menjadi kendala dalam kelancaran 

pelaporan, yang merupakan sebuah ukuran kesuksesan bagian siklus budget 

monitoring. Menurut regulasi, setiap sumber dana harus mendapatkan laporan 

pertanggungjawaban sesuai dengan mata anggaran yang dikeluarkan sebagai 

dokumentasi internal. Pada akhir setiap kegiatan, Puskesmas harus menyiapkan Surat 

Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terpisah untuk 

masing-masing sumber dana. 

Rekomendasi 

Bersumber dari Mapping PFM Intervention to Health System Performance yang 

disusun oleh USAID dan WHO, kajian ini selanjutnya membahas beberapa intervensi 

PFM yang berpotensi untuk perbaikan implementasi pengintegrasian dana di 

Puskesmas. Intervensi PFM tersebut dimasukkan ke dalam kelompok siklus PFM yaitu 

budget formulation, budget execution, dan budget monitoring (Tabel 4.3). 
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Tabel 4.3 Intervensi PFM yang berpotensi untuk perbaikan integrasi dana di Puskesmas 

No Intervensi PFM Output yang diharapkan 

A. Budget formulation 

A.1 
Expenditure policy, prioritization, 
participatory budgeting 

Alokasi sumber daya dan penyesuaian 
belanja kesehatan yang sesuai kebutuhan 
dan prioritas yang lebih baik  

A.2 
Budget classification and 
justification 

Konsisten dalam nomenklatur dan 
pengklasifikasian budget item  

A.3 
Program-based budgeting (PBB), 
result-oriented budgeting (ROB) 

Perbaikan dalam formulasi dan justifikasi 
anggaran berdasarkan tujuan, aktifitas, dan 
output yang diharapkan  

B. Budget execution 

B.1 
Cash management and treasury 
option 

Koordinasi pembiayaan untuk waktu turun 
dana yang terencana dan mencegah tidak 
terserapnya dana  

B.2 
Integrated financial management 
information systems 

Informasi keuangan secara real time, 
otomatis dan mengintegrasikan siklus PFM 

B.3 
Budget autonomy for health 
providers 

Peningkatan fleksibilitas keuangan terutama 
ketika terjadi keterlambatan turunnya dana  

C. Budget monitoring and reporting 

C.1 
Integrated financial management 
information systems 

Informasi keuangan secara real time, 
otomatis dan mengintegrasikan siklus PFM 

C.2 Internal control & internal audit 

Memastikan integritas sektor publik dengan 
melakukan deteksi terhadap kegiatan 
irregular dan mendesain mekanisme untuk 
menguranginya.  

Sumber: TNP2K, 2018 

Tidak banyak Lembaga yang melakukan Analisa khusus PFM di Puskesmas. TNP2K 

telah melakukan Analisa berbasis bukti kualitatif dan berhasil mengidentifikasi adanya 

tantangan dalam pengintegrasian dana di Puskesmas. Namun demikian, seiring dengan 

masalah JKN yang sangat menjadi perhatian bagi seluruh pihak, termasuk Kementerian 

Kesehatan, maka kajian-kajian PFM seperti ini menjadi kurang mendapat perhatian. 

Besar harapan hasil kajian TNP2K ini menjadi bahan masukan untuk Analisa selanjutnya 
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terkait PFM di Puskesmas, yang memiliki manfaat untuk system pembiayaan kesehatan 

public di masa yang akan datang. 

 

4.11. Kerjasama pemerintah dan sektor swasta dalam menjawab keterbatasan 

sumber daya  

Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan karena adanya program 

JKN turut mengerek naik tingkat pemanfaatan layanan untuk pernyakit kronis dan 

tidak menular. Penderita penyakit kronis yang selama ini lebih memilih pengobatan 

alternatif atau tidak melakukan pengobatan sama sekali mendapat kesempatan untuk 

melakukan pengobatan karena ada jaminan keberlangsungan pengobatan dan jaminan 

perlindungan ekonomi dalam rumah tangganya. Sayangnya, pembiayaan pengobatan 

penyakit kronis tidak murah, bahkan merupakan jumlah terbesar dari pendapatan iuran 

JKN.  

Penyakit kronis dan tidak menular ini datangnya tidak sekonyong  konyong, perlu 

waktu lama untuk datang, namun sekalinya dia datang, dia tidak akan cepat pergi dan 

harus terus diberikan pengobatan sepanjang hayat. Sebagian factor resiko penyakit ini 

adalah gaya hidup yang tidak sehat dan tidak adanya upaya pencegahan dengan 

melakukan deteksi dini.  

Untuk membantu JKN dalam masa 10  20 mendatang, TNP2K mencoba melakukan 

upaya deteksi dini penyakit tidak menular khususnya diabetes dan hipertensi melalui 

mekanisme Kerjasama Swasta dan Pemerintah (Public Private Partnership) dengan 

nama program Indonesia Mampu Cegah Resiko Tinggi (IM-CRT).   

 

Model Intervensi Deteksi Dini PTM 

Kementerian Kesehatan menggunakan pendekatan komunitas untuk melaksanakan 

deteksi dini PTM melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular 

(PTM).  Sampai tahun 2017 tercatat 2.057 Puskesmas di 298 kabupaten/kota di 34 

provinsi yang telah mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti pelatihan tenaga 

kesehatan penguatan Posbindu PTM.  Dari pelatihan tersebut, telah berdiri 7.225 

Posbindu PTM yang tersebar di 2.512 desa/kelurahan yang dibina oleh 1.338 Puskesmas 

di 272 kabupaten/kota di 29 provinsi. Semua Posbindu PTM tersebut juga telah 

mendapatkan dukungan Posbindu Kit dari Kementerian Kesehatan.  
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Model utama Posbindu PTM adalah kegiatan 5 meja yang kemudian dalam IM-CRT 

menambahkan model intervensi, yaitu:  

1. Aktifitas 0 yakni Promosi dan Kampanye yang dilakukan sebelum kegiatan 

Posbindu PTM dilaksanakan.  

2. Aktifitas 6 yakni Monitoring berkelanjutan. Setelah peserta selesai di meja 5, 

Tim akan melakukan monitoring berkelanjutan terhadap pasien seperti 

monitoring apakah rujukan ke RS dilaksanakan oleh pasien bersangkutan, 

melakukan intervensi lanjutan seperti SMS Sehat, olah raga bersama, kampanye 

sehat, dan lain sebagainya 

3. Aktifitas 7 yakni Sistem Teknologi Informasi. Aktifitas ini untuk merekam 

seluruh informasi tentang pasien yang melakukan deteksi dini dan melakukan 

analisis untuk mengetahui dampak dari deteksi dini dan monitoring 

4. Aktifitas 8 yakni Pengukuran Dampak dari model intervensi untuk melihat dan 

mengevaluasi seluruh pelaksanaan model intervensi 

 

 

Gambar 4.3 Model Intervensi IMCRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: TNP2K, 2018 

 

Uji coba model intervensi dilaksanakan di Desa Sekarwangi terletak di kecamatan 

Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk usia di atas  

15 tahun adalah 5.281 jiwa, dimana 2.720 adalah laki  laki dan 2.561 adalah perempuan. 

Selama 1 minggu beroperasi di 12 RW, Posbindu PTM berhasil menjaring 1.845 orang 

untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini PTM.  

73

Pengembangan Sistem Teknologi Informasi
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Dari hasil pemeriksaan gula darah sewaktu, kadar kolesterol dalam darah, dan tekanan 

darah, didapat hasil sebagaimana gambar berikut ini: 

  

Grafik 4.7 Hasil pemeriksaan untuk mengukur faktor resiko 

 

 

         Sumber: TNP2K, 2018 

 

Sebanyak 4% dari peserta memiliki tingkat resiko tinggi pada pemeriksaan gula darah 

sewaktu, 40% memiliki resiko tinggi pada tekanan darah, dan 38% memiliki resiko 

tinggi untuk kadar kolesterol dalam darah.  

Hasil ini sedikit di atas angka nasional yang mengindikasikan bahwa Indonesia sudah 

harus mewaspadai akibat dari pengukuran ini dalam 10  20 tahun ke depan.  

Kondisi di atas juga diperparah dengan hasil pengukuran fisik lainnya yakni 

membandingkan antara tinggi badan dengan berat badan atau Body Mass Index (BMI). 

BMI bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang memiliki berat badan normal, 

kurang, berlebih, atau sudah masuk ke obesitas. Kelebihan berat badan adalah salah 

satu factor resiko PTM dan factor yang bisa dicegah. Hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa 41% penduduk memiliki berat badan melebihi normal.  

86%

10%
4%

Gula darah 
sewaktu

Normal (80 144 mg/dL)

Moderate (145 199 
mg/dL)
High (≥ 200 mg/dL)

14%

46%

40%

Tekanan darah

Normal (<150)

Moderate (150-189)

High (>200)

46%

16%

38%

Kolesterol

Normal (<130/80)

Moderate (130-139/80-90)

High (>140/90)
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P ENINGKA      TAN   KA  PASI   TAS  
EK  O N O M I  M AS  YARAKA    T

 

Implikasi hasil pemeriksaan, pembiayaan dan persiapan masa depan 

Hasil deteksi dini dapat mencegah seseorang terkena penyakit parah di masa depan 

apabila orang tersebut merubah gaya hidupnya. Di sisi lain, sudah diketahui pula 

potensi biaya yang akan dihadapi oleh BPJS K bagi mereka yang sudah terdeteksi 

parah.  

Hal lain yang harus menjadi pemikiran adalah pentingnya deteksi dini dibarengi dengan 

biaya pemeriksaan yang tidak sedikit. Penggunaan alat medis habis pakai dan jenis 

tenaga kesehatan yang dapat melakukan pemeriksaan adalah tantangan lainnya.  

Sejalan dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk deteksi, pemerintah juga harus 

gencar melaksanakan kegiatan promosi pencegahan penyakit PTM dengan kampanye 

hidup sehat.  
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Dokumentasi TNP2K, 2016
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Kenaikan tingkat inklusi keuangan dari 36 persen 
pada 2014 menjadi 75 persen pada 2019

Sasaran Keuangan Inklusif
Kenaikan tingkat inklusi keuangan dari

36 persen tahun 2014 menjadi 75 persen tahun 2019

Edukasi
keuangan

Hak 
properti

masyarakat

Fasilitas 
intermediasi 
dan saluran 
distribusi 
keuangan

Layanan 
keuangan 

sektor 
Pemerintah

Perlindungan 
konsumen

Kebijakan dan regulasi yang kondusif

Infrastruktur teknologi informasi keuangan yang mendukung

Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif

Sumber: Lampiran Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang SNKI
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Sumber: TNP2K, 2018

Sumber: TNP2K, 2018

i

Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu 
Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi

PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK INDIVIDU, KELUARGA, DAN
KELOMPOK TIDAK MAMPU
Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi
Ringkasan Eksekutif

PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH 
UNTUK INDIVIDU, KELUARGA, DAN 
KELOMPOK TIDAK MAMPU
“Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi”

01

Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu 
Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi

PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK INDIVIDU, KELUARGA, DAN
KELOMPOK TIDAK MAMPU
Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi
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Pangan

Pendidikan

energi

Ekonomi dan sosial PERUMAHAN

PERTANIAN

perikanan dan kelautan

KESEHATAN

01. 	 Program Beras Sejahtera
02.	 Program Bantuan Pangan  
	 Nontunai (BPNT)

03.	 Program Indonesia Pintar  
	 (PIP)
04. 	Program Ketramplian  
	 Hidup
05. 	PIP unruk Siswa Sekolah  
	 Agama
06. 	Program Bidikmisi  
	 Keagamaan
07. 	Program Bidikmisi

09. 	Program Subsidi Listrik
10. 	 Program Bantuan Elpiji 		
3 Kg
11. 	 Penyediaan Lampu  
	 Tenaga Surya Hemat  
	 Energi (LTSHE)

Sumber: TNP2K, 2018

12.	 Program Keluarga  
	 Harapan (PKH)
13. 	 Program Kelompok Usaha  
	 Bersama (KUBE)
14. 	 Program Pemberdayaan  
	 Komunitas Adat Terpencil  
	 (KAT)
15. 	 Program temu Penguatan  
	 Kapasitas Anak dan  
	 Keluarga (TEPAK)
16. 	 Program Asistensi Sosial  
	 Penyandang Disabilitas  
	 Berat (ASPDB)
17. 	 Program Asistensi  
	 Sosial Penduduk Lanjut  
	 Usia Terlantar (ASLUT)

18. 	 Program Rehabilitasi  
	 Sosial Rumah Tidak Layah  
	 Huni (RS-RSTLH)
19. 	 Bantuan Pembiayaan  
	 Perumahan
20. 	Bantuan Stimulan  
	 Perumahan Swadaya  
	 (BSPS)

21.	 Program Subsisi Pupuk
22.	 Program Bantuan Premi  
	 Asuransi Usaha Tani Padi  
	 (AUTP)
23. 	Program Bantuan Premi  
	 Asuransi Usaha Ternak  
	 Sapi (AUTS)

24.	 Program Bantuan Premi  
	 Asuransi Nelayan (BPAN)
25.	 Program Bantuan Premi  
	 Asuransi Perikanan bagi  
	 Pembudidaya Ikan Kecil  
	 (BP APPIK)

08. Program Indonesia Sehat
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Sumber: TNP2K, 2018
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K/L BDT
Pendataan

Dinas
Terkait

Usulan
Pemda Dapodik EMIS Rekomend

asi Sekolah
Pengajuan
Pemohon

Data 
PODES

Belum ada
Basis Data

Kemensos Ö Ö Ö Ö

Kemendikbud Ö Ö

Kemenag Ö Ö Ö

Kemenkes Ö

Kemen ESDM Ö Ö Ö Ö

Kemenristekdikti Ö Ö

Kementan Ö Ö

Kemen PUPera Ö Ö

KKP Ö

 

Sumber: TNP2K, 2018

Kemen PUPR
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2015 2016 2017 2018
Bagi Hasil PDRD 2.7 2.9 3.2 3.4
ADD 33.8 35.5 34.1 33.9
Dana Desa 20.77 46.68 59.77 60.00

Dana Desa ADD Bagi Hasil PDRD  
Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan, 2019

Grafik 6.1 Keuangan Desa Menurut Sumber Pendapatan, 2015-2018
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Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Luas Wilayah Tingkat Kesulitan
Geografis

2017 0.6317 0.7113 0.1982 -0.2231
2018 0.4123 0.7465 0.2116 -0.0697
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Sumber: Hasil Analisis TNP2K, 2018
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Gambar 6.1 Buku FAQ Dana Desa - Mei

(PERTANYAAN DAN JAWABAN)

Jakarta,  Mei  2018

PERCEPATAN PENYALURAN 
DANA DESA

Sumber: TNP2K, 2018
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Gambar 6.2 Buku FAQ Dana Desa - November

November 2018

(PERTANYAAN DAN JAWABAN)

PENINGKATAN KUALITAS 
PENGGUNAAN DANA DESA

Sumber: TNP2K, 2018
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BUM Desa

POTENSI
Adanya potensi desa 

yang dapat dikelola dan 
dikembangkan

MODAL
Adanya sumber dana dan 
aset yang memadai dan 

fleksibel

PIMPINAN
Memiliki visi dan misi yang 
jelas, konsisten dan terbuka

PENDAMPINGAN
Memiliki kemampuan 
dan kompetensi yang 

dibutuhkan

Sumber: TNP2K, 2019
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SEBELUM SETELAH 
ASPEK REGULASI ASPEK REGULASI

Kewenangan yang dimiliki desa
lebih bersifat sisa (residu)
kewenangan pemerintahan
Kabupaten/Kota yang dilimpahkan
kepada Desa,

Psl 206,    UU 
32/2004

Psl 7,     
PP72/2005

Desa memiliki kewenangan yang
jelas untuk mengatur dan mengurus
dirinya sendiri, berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala
desa.

Psl
18,19,20,21 
UU.6/ 2014

Pemerintahan diatas Desa (supra
desa), dapat melaksanakan
langsung kegiatannya di tingkat
desa tanpa harus melibatkan
pemerintahan desa

Kewenangan dari pelimpahan
pemerintahan diatasnya, jika terkait
dengan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa
akan diatur dan diurus oleh Desa

 
 

Tabel 6.2 Bidang Kewenangan
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Tabel 6.3 Bidang Kepastian Sumber Pendapatan

Sumber: Hasil analisis TNP2K, 2019
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Tabel 6.4 Bidang Kejelasan Kepemilikan Aset

Tabel 6.4 Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sumber: Hasil analisis TNP2K, 2019
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PEMERINTAH DESA PEMERINTAH KAB/KOTA* PEMERINTAH PUSAT

•  Realisasi penyaluran
    dan penggunaan setiap tahap
•  Konsolidasi penggunaan
    satu tahun anggaran

Desa ke Kab/Kota
(penggunaan DD)

Kab/kota ke Pusat 
(penyaluran

dan penggunaan)

•  Satu tahun
•  Tahap 1

•  Minggu ke-2 Februari TA berjalan
•  Minggu ke-2 Juli TA berjalan

•  Satu tahun
•  Tahap 1

•  Minggu ke-4 Februari TA berjalan
•  Minggu ke-4 Juli TA berjalan

Penundaan penyaluran 
jika laporan tidak/terlambat 

disampaikan dan
atau penggunaan DD

kurang dari 50%

PELAPORAN JENIS
LAPORAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SANKSI

Realisasi 
penyaluran 

setiap tahapan

•  Realisasi penggunaan 
    setiap tahap
•  Konsolidasi realisasi penggunaan      
    satu tahun anggaran

Realisasi 
penggunaan 
setiap tahap

* Laporan Kabupaten/Kota kepada Kemenkeu ditembuskan kepada Kemendagri, Kemendes, dan Gubernur
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7.1. Pengantar 

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan 

secara sistematis dan terencana, serta bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat 

untuk mengurangi jumlah penduduk miskin guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan bersifat lintas sektoral 

dan lintas pemangku kepentingan.  

Upaya ini tidak hanya melibatkan pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun 

pemerintah daerah, tetapi juga nonpemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, dunia 

usaha, dan lembaga internasional. Karena itu, efektivitas penanggulangan kemiskinan 

akan dipengaruhi oleh kualitas koordinasi berbagai pihak dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program. 

Agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik, 

pemerintah membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) di provinsi 

dan kabupaten/kota.1 TKPK bertugas mengendalikan pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing sesuai keputusan TNP2K. 

Dalam tugasnya, TKPK provinsi melapor kepada gubernur dan TNP2K. Adapun TKPK 

kabupaten/kota melapor kepada bupati/wali kota dan TKPK provinsi. 

 

7.2. Pengembangan Model Advokasi Belanja Publik untuk Efektivitas Anggaran 

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah 

Perbaikan kualitas belanja APBD adalah konsekuensi dari meningkatnya dana transfer ke 

daerah. Peran belanja publik melalui APBD akan kian menentukan keberhasilan 

menurunkan kemiskinan.  

Dana transfer ke daerah dalam APBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2011, 

alokasinya mencapai Rp403 triliun atau 31 persen dari total belanja APBN. Nilainya 

kemudian menjadi hampir dua kali lipat pada 2017, yakni sebesar Rp742 triliun, termasuk 

                                                            
1 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

1 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
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dana desa, atau 37 persen dari total pengeluaran dalam APBN. Sementara itu, 

kemampuan daerah untuk memanfaatkan dana ini masih terbatas. Pada 2017, dana 

APBD yang diendapkan di bank oleh pemerintah daerah mencapai Rp238 triliun 

sehingga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak optimal.  

Politik anggaran dan kemampuan dalam perencanaan belanja merupakan faktor kunci. 

Kemandirian dan diskresi fiskal suatu daerah tidak menjamin daerah tersebut mampu 

mengalokasikan anggaran belanja yang signifikan dalam APBD di sektor-sektor utama 

penanggulangan kemiskinan, khususnya pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, dan 

perlindungan sosial. Persoalan lain adalah rendahnya tingkat efisiensi belanja APBD.  

Di daerah yang alokasi belanjanya di sektor-sektor utama tersebut meningkat, indikator 

kesejahteraannya tidak serta-merta menunjukkan perbaikan. Efektivitas belanja publik 

tak tercapai karena rendahnya relevansi, ketepatan, dan kecukupan alokasi belanja 

APBD terkait dengan bobot permasalahan di daerah tersebut. 

Model advokasi belanja publik dikembangkan untuk menajamkan fungsi APBD sebagai 

alat perencanaan dan koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Idealnya 

sebagai alat perencanaan, program dalam APBD harus merupakan penjabaran dari isu-

isu strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sebagai alat 

koordinasi, APBD harus dapat menjamin bahwa isu-isu strategis dalam berbagai sektor 

pembangunan tersebut sinergis guna mencapai target yang diharapkan.  

Atas dasar kebutuhan ini, TNP2K berinisiatif mengembangkan suatu model advokasi 

belanja publik untuk mengefektifkan penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan 

di daerah. Model ini dikembangkan dalam proyek kerja sama dengan TKPK di enam 

daerah, yakni Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat, serta Kabupaten Lahat, Kota 

Lubuklinggau, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Dompu.  

Selain mengembangkan model advokasi belanja publik untuk penanggulangan 

kemiskinan di daerah, model ini juga telah direplikasi di beberapa daerah lain 

diantaranya di Provinsi Aceh dengan TKP2K Aceh dan TKPK Kota Banda Aceh, TKPK 

Provinsi Jawa Tengah dan TKPK Kabupaten Brebes serta dengan TKPK Provinsi 

Sumatera Barat dan TKPK Kabupaten Pasaman Barat 
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7.2.1 Kondisi Umum APBD  

Tantangan untuk meningkatkan kualitas APBD berkaitan dengan aspek pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan. Potret umum APBD seluruh daerah, baik provinsi maupun 

kabupaten/kota, menunjukkan bahwa dari aspek pendapatan, komponen terbesar dalam 

pendapatan daerah adalah dana transfer ke daerah yang jumlanya jauh lebih besar 

daripada kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).  

Dari aspek belanja, pengeluaran dalam APBD sebagian besar dialokasikan untuk belanja 

pegawai, sehingga pos untuk belanja modal menjadi terbatas. Adapun dari aspek 

pembiayaan, tantangan terbesarnya berkaitan dengan angka sisa lebih perhitungan 

anggaran (SiLPA) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Dari aspek pendapatan, meskipun kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingkan 

dengan dana transfer ke daerah, tetapi trennya menunjukkan kenaikan. Secara nasional, 

meskipun kontribusi dana transfer ke daerah (dana perimbangan) dalam pendapatan 

APBD masih besar, tetapi porsinya cenderung menurun dari tahun ke tahun, kecuali 

pada 2016.  

Dari 2010 hingga 2015, porsi kontribusi dana transfer ke daerah menurun sebesar 14,2 

persen, dari 72,5 menjadi 58,3 persen. Namun angkanya kembali meningkat pada 2016 

dan 2017 sebesar 4,89 persen. Sementara itu, pada 2010 hingga 2017 kontribusi PAD 

meningkat sebesar 5,3 persen, dari 17,9 menjadi 23,2 persen. Demikian juga lain-lain 

pendapatan daerah yang sah, yang meningkat sebesar 10,9 persen,  dari 9,7 persen ke 

20,6 persen, meskipun turun kembali menjadi 7 persen pada 2017 (Grafik 7.1). 
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Grafik 7.1. Komposisi Sumber Pendapatan APBD Secara Nasional 2010-2017 

 

               Sumber: Kementerian Keuangan 2018, diolah 

 

Porsi belanja pegawai yang terus menurun membuka ruang untuk memperbesar belanja 

modal dalam belanja daerah. Porsi belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial secara 

agregat juga terus berkurang. Pada 2017, porsi belanja pegawai dalam belanja daerah 

mencapai 37 persen dari total belanja seluruh APBD. Pengeluaran ini, meski masih paling 

besar tiap tahun, menurun 8,02 persen dalam delapan tahun, yaitu dari 44,8 persen pada 

2010 menjadi 36,82 persen pada 2017.  

Penurunan tersebut turut memungkinkan kenaikan 3,24 persen belanja modal, dari 21,5 

persen pada 2010 menjadi 27,74 persen pada 2014. Namun angkanya kembali 

mengalami penurunan hingga pada 2017. Pada periode yang sama, belanja barang dan 

jasa meningkat 2,78 persen, yaitu dari 18,51 persen (2010) menjadi 21,29 persen (2017). 

Demikian juga belanja subsidi hibah dan bantuan sosial yang mengalami kenaikan 

sebesar 6,75 persen, dari 8 persen (2010) menjadi 14,75 persen (2017) (Grafik 7.2).  
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Grafik 7.2. Komposisi Belanja APBD Secara Nasional 2010-2017 

 

 

          Sumber: Kementerian Keuangan 2018, diolah 

 

Dari segi pembiayaan, tingginya angka SiLPA APBD terkait dengan disiplin perencanaan, 

regulasi, desain program, dan pelaksanaannya. SiLPA merupakan penerimaan daerah 

yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Tingginya SiLPA bisa 

disebabkan:  

(1) Terlambatnya proses penetapan dan penyampaian APBD.  

(2) Regulasi yang kerap berubah-ubah, tumpang-tindih, atau bahkan multitafsir, 

sehingga eksekusi rencana program dan kegiatan terhambat.  

(3) Keterlambatan pencairan anggaran dari pusat, sehingga waktu yang tersisa untuk 

pelaksanaan kegiatan di daerah terlalu singkat.  

(4) Lemahnya perencana dan pelaksana program di daerah.  

Akumulasi dari masalah tersebut berakibat pada terbentuknya pola penyerapan 

anggaran yang tidak merata tiap bulan sepanjang tahun. Penyerapan belanja modal 
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umumnya sangat rendah pada triwulan pertama hingga ketiga. Lonjakan penyerapan 

baru terjadi pada triwulan terakhir (Oktober hingga Desember).  

 

7.2.2 Pengaruh Belanja Publik  

Belanja publik adalah instrumen kunci pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. 

Pengaruh belanja publik pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dapat terjadi 

melalui tiga mekanisme sebagai berikut: 

Pertama, mekanisme makro ekonomi. Belanja publik secara tidak langsung mengurangi 

kemiskinan dan ketimpangan dengan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. 

Dalam mekanisme ini, belanja publik bekerja antara lain melalui perbaikan iklim investasi 

dan pembangunan infrastruktur, yang dapat meningkatkan produktivitas perusahaan 

dan pekerja, mengurangi hambatan akses perusahaan ke pasar, dan menekan biaya. 

Kondisi ini pada gilirannya dapat memperluas lapangan kerja berbasis keterampilan 

dengan tawaran gaji yang lebih tinggi bagi para pekerja. 

Kedua, mekanisme pendapatan utama elanja publik secara langsung mengurangi 

kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat kurang 

mampu melalui pembukaan dan perluasan lapangan kerja dan kesempatan 

mengembangkan usaha. Belanja publik digunakan pemberdayaan masyarakat melalui 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan program padat karya lainnya, 

dukungan pengembangan usaha melalui kredit usaha rakyat (KUR), pelatihan kerja 

melalui balai latihan kerja (BLK), dan pendampingan usaha sektoral melalui kelompok 

usaha bersama (Kube). Efek meningkatnya pendapatan utama  pada pengurangan 

kemiskinan bisa terjadi dalam jangka pendek. 

Ketiga, mekanisme transfer. Belanja publik secara langsung mengalokasikan barang atau 

uang dalam bentuk bantuan sosial atau jaminan sosial kepada kelompok masyarakat 

tidak mampu. Termasuk di dalam mekanisme ini adalah program Beras untuk Rakyat 

Miskin (Raskin)/Beras untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra), Bantuan Siswa Miskin (BSM) 

melalui Program Indonesia Pintar (PIP), jaminan kesehatan masyarakat melalui Penerima 

Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan (PKH), dan 

2 Sejak 2016, SKPD berubah jadi OPD (organiasi perangkat daerah)
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subsidi listrik. Meskipun dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang, investasi 

secara khusus pada pendidikan dan kesehatan anak dari keluarga miskin dan rentan, 

misalnya melalui PIP dan PKH, akan memberi sumbangan penting bagi pengurangan 

kemiskinan dan ketimpangan.  

Meningkatnya dampak belanja publik mengindikasikan perbaikan dalam pengalokasian 

dan pelaksanaannya. Meskipun evaluasi dampak belanja publik terhadap pengurangan 

kemiskinan dan ketimpangan tidak mudah dilakukan karena banyaknya faktor penentu, 

sejumlah studi memberikan rekomendasi untuk meningkatkan dampak tersebut. Di 

antara rekomendasi yang paling penting adalah menajamkan prioritas kebijakan dan 

targetnya; memperkuat perangkat analisis untuk mengalokasikan sumber daya fiskal 

yang terbatas; dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.  

Artinya, efektivitas belanja publik dalam penanggulangan kemiskinan dan pengurangan 

ketimpangan bergantung pada efisiensi anggaran setiap program atau kegiatan selain 

kesesuaian realisasinya. Hal tersebut membutuhkan kemampuan pemerintah daerah 

untuk mengalihkan sumber daya dari prioritas lama ke prioritas baru, atau dari program 

yang kurang efektif ke program lain yang lebih berdampak. 

Efektivitas program nasional untuk pengurangan kemiskinan pun tidak selalu berbanding 

lurus dengan porsi belanjanya. Sebuah laporan Bank Dunia (2015) memperlihatkan 

bahwa efektivitas program subsidi langsung untuk rumah tangga atau individu sasaran, 

seperti PKH, Raskin, dan BSM, yang hanya memerlukan anggaran 0,33 persen dari 

Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih berkontribusi mengurangi ketimpangan 

daripada subsidi energi yang menghabiskan anggaran 3,7 persen dari PDB. Hal tersebut 

terjadi karena penduduk miskin dan rentan, yakni 40 persen penduduk dengan tingkat 

kesejahteraan terbawah, hanya menerima 20 persen dari total manfaat subsidi energi.  

Di antara program subsidi langsung, terbukti bahwa program dengan porsi anggaran 

terkecil, yaitu PKH, justru merupakan program yang paling efektif mengurangi 

ketimpangan. Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui PKH mengurangi ketimpangan 

hingga 2,5 kali lebih tinggi daripada yang dihasilkan melalui Raskin, yang anggarannya 

lebih dari sepuluh kali lipat anggaran untuk PKH (Grafik 7.3).  
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Grafik 7.3. Alokasi Belanja Publik dan Efektivitas Program Nasional 

 

           Sumber: Bank Dunia, 2015 

 

Di sebagian besar daerah, peningkatan atau penurunan belanja sektoral tidak selalu 

berkaitan dengan membaiknya atau memburuknya indikator kinerja sektor yang 

bersangkutan. Meski tidak selalu mengindikasikan adanya masalah inefisiensi, kenaikan 

anggaran pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar di sejumlah daerah tidak diikuti 

oleh membaiknya indikator capaian penanggulangan kemiskinan.  

Di Jawa Timur dan Jambi, misalnya, angka partisipasi murni sekolah menengah 

pertama/madrasah tsanawiyah justru menunjukkan perbaikan ketika anggaran belanja 

pendidikan turun. Sebaliknya, di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gorontalo, persentase 

penduduk dengan keluhan kesehatan dan kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan 

terlatih tidak menunjukkan peningkatan berarti, atau bahkan memburuk, ketika anggaran 

belanja kesehatan dinaikkan.  

Pola terakhir tersebut juga terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah 

ketika rumah tangga dengan air minum, sanitasi layak, dan akses listrik dikaitkan dengan 

kenaikan anggaran belanja perumahan dan fasilitas umum. Peningkatan anggaran tak 

selalu diikuti perbaikan. Situasi seperti ini menunjukkan adanya tantangan untuk 

memperbaiki efisiensi belanja publik di daerah (Grafik 7.4). 
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Grafik 7.4. Alokasi Belanja APBD Dibandingkan dengan Indikator Capaian Penanggulangan Kemiskinan 

 

Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS 2018, diolah 
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(2) Tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan sarana dan 

prasarana yang dibangun dari dana APBN atau APBD provinsi; atau  

(3) Hanya mengalokasikan anggaran untuk program-program yang demonstratif, 

yang manfaatnya tidak signifikan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat 

kurang mampu.  

 

7.2.3 Prasyarat Efektivitas Belanja APBD 

Berdasarkan diskusi terfokus TNP2K dengan TKPK di enam daerah lokasi Proyek 

Percontohan Permodelan Advokasi Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan

yakni Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten 

Dompu, Kabupaten Lahat, dan Kota Lubuklinggau, ada sejumlah kunci perbaikan kualitas 

perencanaan dan penganggaran, yang meliputi: 

(1) Pemantapan prioritas kebijakan dan mekanisme koordinasi;  

(2) Peningkatan konsistensi anggaran terhadap prioritas kebijakan;  

(3) Peningkatan konsistensi pelaksanaan anggaran terhadap APBD yang sudah 

ditetapkan; dan  

(4) Perbaikan pemantauan program dan mekanisme umpan-baliknya ke dalam siklus 

perencanaan dan penganggaran. 

 

Pemantapan prioritas kebijakan dan mekanisme koordinasi  

Arah kebijakan dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah 

dapat dilakukan melalui: 

 Penajaman strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD).  

Penajaman ini berkaitan dengan penerapan pendekatan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan, yakni perlindungan sosial dan penghidupan 

berkelanjutan; pemanfaatan kombinasi data sekunder (survei sosial ekonomi 

nasional, survei angkatan kerja nasional, riset kesehatan dasar, potensi desa, dan 
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basis data terpadu) dan data primer dari organisasi perangkat daerah (OPD)2; 

dan penerapan model analisis yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan 

determinan kemiskinan, serta sasaran yang dituju. 

 Pengintegrasian SPKD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 mengamanatkan agar 

SPKD menjadi bahan utama penyusunan RPJMD. Namun agar SPKD 

terakomodasi dalam RPJMD, faktor yang menjadi kunci adalah kemauan politik 

kepala daerah sebagai pengambil kebijakan selain kapasitas tim perencana. 

 Penjabaran strategi penanggulangan kemiskinan yang sudah termuat dalam 

RPJMD ke dalam rencana strategis dan rencana kerja OPD.  

Melalui forum reguler rapat koordinasi TKPK, kepala daerah dan wakil kepala 

daerah (ketua TKPK) dapat mengarahkan kepala OPD agar perencanaan 

program mengakomodasi kebijakan prioritas penanggulangan kemiskinan yang 

sudah digariskan di dalam RPJMD dan SPKD. Upaya ini perlu ditunjang dengan 

pemanfaatan sistem perencanaan berbasis elektronik atau e-planning yang 

secara praktis dapat mengarahkan berbagai usulan kegiatan OPD ke program 

prioritas yang telah ditentukan. Rapat koordinasi TKPK juga dapat dimanfaatkan 

untuk memaksimalkan perolehan umpan-balik dari hasil pemantauan program 

dan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh OPD untuk revisi program dan 

kegiatan yang diperlukan.  

 Penguatan dukungan TKPK dalam ketiga agenda di atas.  

Dalam hal ini, dibutuhkan penguatan regulasi untuk memastikan agar fungsi 

TKPK, khususnya yang berkaitan penyediaan data, informasi, dan hasil analisis 

kemiskinan, benar-benar dipertimbangkan dalam setiap tahapan perencanaan 

dan penganggaran. 

 Penguatan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan 

setiap tahun. 

2 Sejak 2016, SKPD berubah jadi OPD (organiasi perangkat daerah)
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Selain untuk mengikis gap antara rencana kerja pemerintah daerah dan aspirasi 

serta kebutuhan masyarakat, keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan 

berjalannya fungsi kontrol terhadap rencana kerja tersebut, sehingga 

memperkecil peluang penyalahgunaan kekuasaan. Minimnya kontrol dari 

masyarakat memungkinkan masuknya program dan kegiatan tertentu yang tidak 

termuat di dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ke dalam prioritas 

dan plafon anggaran sementara (PPAS) selama proses penganggaran. Selain 

dengan memfasilitasi teknis penyampaian usulan oleh masyarakat, keterlibatan 

tokoh masyarakat dan media dalam musyawarah perencanaan pembanguan atau 

musrenbang dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi dinilai akan membantu 

meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat. 

Penguatan konsistensi anggaran terhadap prioritas kebijakan  

Penganggaran adalah proses penentuan alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas. 

Isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penguatan konsistensi anggaran 

terhadap prioritas kebijakan di antaranya: 

 Penganggaran lintas sektoral untuk setiap prioritas kebijakan.  

Prinsip dasarnya, setiap prioritas kebijakan merupakan agenda lintas sektoral. 

Sehingga, penganggarannya harus dilakukan melalui konsolidasi antarprogram 

dan antarsektor agar saling melengkapi. Pendekatan ini juga untuk menghindari 

duplikasi dan pemborosan anggaran. Konsolidasi anggaran harus merujuk pada 

prioritas kebijakan, yang menunjukkan bagaimana setiap program diharapkan 

berkontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan. Konsolidasi ini harus terbaca di 

dalam RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)-PPAS 

untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah 

daerah. 

 Manajemen informasi pusat-daerah.  

Inkonsistensi antara anggaran dan prioritas kebijakan dalam banyak kasus 

disebabkan oleh adanya dana dari pusat (APBN) yang baru turun setelah RKPD 

dibuat namun PPAS belum selesai disusun, yang wajib diakomodasi dalam 
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program atau kegiatan baru dalam PPAS; dan adanya perubahan kebijakan 

pemerintah pusat tentang pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. 

 Pemahaman teknis dan regulasi penganggaran.  

Dalam penyusunan dan pembahasan anggaran, sering kali legislatif dan eksekutif 

tidak memahami syarat memasukkan program yang akan dianggarkan di dalam 

PPAS terlebih dahulu ke dalam RKPD. Selain itu, ketidaktelitian perangkat daerah 

tidak jarang menyebabkan tidak termuatnya program yang akan dianggarkan di 

PPAS ke dalam RKPD terlebih dahulu sesuai ketentuan. 

Peningkatan disiplin pengelolaan anggaran 

Sebagai salah satu kunci mendongkrak kualitas belanja di daerah, disiplin pengelolaan 

anggaran harus ditingkatkan. Disiplin ini khususnya berkaitan dengan realisasi belanja 

secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran penerimanya. Disiplin realisasi 

anggaran akan mendukung keberlanjutan dan pembentukan skala ekonomi program 

kebijakan pemerintah daerah.  

Perbaikan pemantauan program dan mekanisme umpan-baliknya ke dalam siklus 

perencanaan dan penganggaran 

Ada dua isu utama yang digarisbawahi oleh peserta kelompok diskusi terfokus di enam 

daerah lokasi proyek percontohan, yaitu: 

 Komitmen bersama pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk 

membangun dan memanfaatkan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan 

daerah.  

Komitmen ini akan tumbuh jika eksekutif dan legislatif memahami keuntungan 

praktis dari sistem pemantauan dan evaluasi bagi perbaikan efektivitas program 

dan anggaran guna mencapai target pembangunan daerah. 

 Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk membangun dan 

memanfaatkan sistem tersebut.  

Kapasitas ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa informasi umpan-balik bagi 

pengambilan kebijakan di daerah yang diperoleh dari sistem pemantauan dan 
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evaluasi benar-benar berkualitas. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, 

informasi kebijakan yang dimaksud terutama berhubungan dengan:  

(1) Penetapan tujuan atau hasil yang ingin dicapai dari penanggulangan 

kemiskinan di setiap sektor, dan pemilihan indikator kunci;  

(2) Penentuan kondisi dasar (baseline) dan target yang hendak dicapai dalam 

setiap indikator kunci yang dimaksud; dan  

(3) Kejelasan tugas dan tanggung jawab pemantauan setiap OPD berdasarkan 

program yang dikelola oleh masing-masing OPD. Kejelasan ini pada prinsipnya 

berkaitan dengan data apa yang harus dikumpulkan; kapan data dikumpulkan; 

bagaimana data dikumpulkan; siapa yang mengumpulkan data; siapa yang 

menganalisis data, untuk siapa data dikumpulkan; dan siapa yang melaporkan 

data tersebut.  

 

7.2.4 Daya Dukung Fiskal Daerah 

Alokasi anggaran untuk prioritas kebijakan di daerah ditentukan oleh daya dukung fiskal. 

Kesehatan fiskal daerah secara sederhana menggambarkan besar-kecilnya potensi 

pendanaan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan prioritas kebijakan daerah, 

termasuk menjaga keberlanjutan program tertentu dalam jangka menengah atau jangka 

panjang. Kesehatan fiskal daerah dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 

1. Pendapatan daerah per kapita. Rasio ini menunjukkan ukuran riil pendapatan 

daerah yang diperoleh dengan membagi pendapatan daerah di dalam APBD 

dengan jumlah penduduk. Makin besar jumlah penduduk, makin besar beban 

rata-rata yang harus ditanggung oleh belanja publik dalam pembangunan. Beban 

ini akan berkurang jika pendapatan daerah meningkat  

2. Derajat otonomi fiskal. Indikator ini dinyatakan oleh porsi PAD di dalam 

keseluruhan pendapatan daerah. Makin tinggi porsi tersebut makin rendah 

tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat, khususnya terhadap transfer 

dana ke daerah dan dana desa. Dengan catatan, besarnya PAD tersebut tidak 

berasal dari pendapatan bunga simpanan dana pemerintah daerah di bank. Dana 
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 dalam porsi besar menunjukkan rendahnya kemampuan daerah 

menyerap anggaran belanja.  

Daerah dengan persentase penduduk miskin relatif tinggi, seperti Papua, Papua 

Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, memiliki kemandirian fiskal yang relatif 

rendah. Sehingga, tantangan manajemen anggaran untuk penanggulangan 

kemiskinan tidak hanya menyangkut penajaman alokasi belanja, melainkan juga 

mengoptimalkan penerimaan daerah melalui PAD untuk mengurangi 

ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat (Grafik 7.5).  

 

Grafik 7.5. Daerah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Derajat Otonomi Fiskal 

 

 Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS 2018, diolah 

 

3. Ruang fiskal daerah. Indikator ini menunjukkan tingkat keleluasaan atau diskresi 

yang dimiliki pemerintah daerah dalam membelanjakan anggaran. Makin besar 

ruang fiskal, makin besar peluang pemerintah daerah membiayai prioritas 

kebijakannya, seperti untuk penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. 
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Rumus untuk ruang fiskal daerah adalah total pendapatan daerah dikurangi 

pendapatan hibah; pendapatan yang sudah diatur peruntukannya, yakni dana 

alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dan dana darurat; 

dan belanja yang sifatnya mengikat (belanja pegawai dan belanja bunga); 

kemudian dibagi dengan total pendapatan daerah (Grafik 7.6) 

 

Grafik 7.6. Daerah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Ruang Fiskal 

 

                    Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS 2018, diolah 

 

4. Peningkatan pajak dan retribusi daerah (PDRD). Indikator ini menunjukkan 

kemampuan daerah mengonversi potensi penerimaan menjadi PDRD yang bisa 

dipungut. Besar-kecilnya potensi penerimaan bisa tercermin dari PDRB masing-

masing daerah. 

5. Kemampuan mendanai belanja daerah. Seluruh penerimaan daerah dalam APBD, 

baik dari pendapatan maupun penerimaan pembiayaan, idealnya harus cukup 

Sumber: Kementerian Keuangan 2018, diolah
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untuk mendanai seluruh belanja dan pengeluaran pembiayaan yang 

direncanakan. Makin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran 

daerah dan makin besar rasio penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran 

pembiayaan, makin besar kemampuan daerah mendanai belanja.  

6. Belanja modal. Belanja modal yang lebih besar diharapkan bisa memberikan 

dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan peningkatan potensi 

penerimaan daerah. Sehingga secara tidak langsung mendukung penurunan 

tingkat kemiskinan dan ketimpangan (Grafik 7.7).  

 

Grafik 7.7. Daerah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin dan Porsi Belanja Modal 

 

                             Sumber: Kementerian Keuangan dan BPS 2018, diolah 

 

7. Belanja pegawai tidak langsung. Meningkatnya kualitas belanja daerah juga bisa 

dinilai dari turunnya porsi belanja pegawai tidak langsung dari total belanja 

APBD, sehingga dapat dialihkan menjadi sumber peningkatan belanja langsung, 
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khususnya belanja modal dan belanja barang dan jasa, untuk lebih menggerakkan 

perekonomian daerah. 

8. Optimalisasi SiLPA. SiLPA pada akhir tahun merupakan salah satu sumber 

pembiayaan untuk mendanai rencana belanja pada APBD tahun berikutnya. Rasio 

optimalisasi SiLPA menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam 

memanfaatkan SiLPA untuk keperluan tersebut. 

9. Kemampuan pembayaran pokok utang dan bunga daerah. Indikator ini 

menunjukkan proporsi pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar 

pokok pinjaman beserta bunganya dalam satu periode waktu tertentu. Makin 

besar rasio pembayaran pokok utang dan bunga daerah terhadap pendapatan 

menunjukkan makin mampu daerah menjamin pengembalian utang melalui 

pendapatan yang diterimanya. 

 

7.2.5  Prinsip Model Penajaman Anggaran Belanja 

A. Identifikasi Masalah Kemiskinan 

Karakteristik kemiskinan dapat dinyatakan oleh sejumlah indikator yang telah disepakati, 

baik secara global, yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); nasional (RPJMN); 

maupun lokal (RPJMD). Capaian sebuah indikator di suatu daerah didasarkan pada 

kondisi dan dinamikanya, yaitu:  

(1) Posisi relatif dari capaian suatu indikator dibandingkan dengan daerah-daerah 

lain, regional, nasional, atau terhadap suatu standar tertentu;  

(2) Perkembangan antarwaktu dari capaian tersebut;  

(3) Kecenderungan umum dari perkembangannya dalam suatu periode tertentu; dan  

(4) Relevansi perkembangannya terhadap daerah-daerah lain.  

B. Identifikasi Prioritas Intervensi 

Determinan masalah kemiskinan dapat dianalisis dengan menggunakan teori perubahan 

(theory of change) dan analisis keterkaitan (causal attribution). Analisis ini untuk menguji 
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apakah hubungan sebab-akibat yang digambarkan oleh teori perubahan konsisten 

dengan bukti yang ada.  

Teori perubahan atau logika program adalah cara untuk menentukan hasil apa yang 

ingin diwujudkan dan bagaimana hal tersebut akan dicapai melalui intervensi program. 

Dengan demikian, teori perubahan menjelaskan alasan mengapa sebuah program atau 

kebijakan harus dijalankan. 

Analisis keterkaitan dapat memeriksa keberhasilan setiap garis hubungan sebab-akibat 

yang digambarkan oleh teori perubahan. Sehingga, dari hasil yang terbukti, atau 

sebaliknya tidak terbukti, dapat diketahui determinan yang perlu terus diintervensi dan 

yang perlu dikaji ulang.  

C. Identifikasi Prioritas Wilayah 

Bentuk dan bobot kemiskinan di setiap wilayah sangat mungkin berbeda. Peta sebaran 

determinan masalah antarwilayah dapat berupa grafik empat kuadran, dengan setiap 

kuadran akan menunjukkan posisi relatif wilayah dalam konstelasi masalah yang 

dibentuk oleh indikator tujuan (goal) dan sasaran antara (intermediate outcome). 

Mengacu pada grafik ini, untuk mengatasi masalah yang dinyatakan oleh indikator tujuan 

atau indikator utama (sumbu horizontal) melalui intervensi terhadap indikator sasaran 

antara atau indikator pendukung (sumbu vertikal), wilayah di kuadran yang capaian 

kedua indikator tersebut relatif buruk harus menjadi wilayah yang paling diprioritaskan. 

D. Identifikasi Modus Operandi Program 

Modus operandi adalah cara atau mekanisme suatu program dilaksanakan yang 

ditunjukkan oleh komposisi kegiatan dan tahapan pelaksanaanya. Karena satu program 

bisa memiliki beberapa alternatif modus operandi, maka modus operandi harus dipilih 

sedemikian rupa sehingga mewakili cara yang dinilai paling efektif untuk mewujudkan 

tujuan yang diharapkan. Cara tersebut dapat mengacu pada pengalaman sebelumnya 

atau berbagai praktik baik di daerah lain. 
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E. Identifikasi Ketepatan Sasaran Penerima 

Level Agregat  

Penduduk miskin dan rentan umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap layanan 

publik sehingga mereka kesulitan untuk keluar dari kemiskinan. Karena itu, intervensi 

kebijakan harus diupayakan untuk mengatasi kendala tersebut. Sejauh mana alokasi atau 

peningkatan alokasi belanja publik menjangkau kelompok masyarakat yang ditargetkan 

dapat diketahui melalui analisis pembagian manfaat (benefit incidence analysis). 

Data yang dibutuhkan untuk menghasilkan kurva tersebut mencakup data realisasi 

belanja pemerintah daerah menurut kelompok layanan dan data pemanfaatan layanan 

publik oleh masyarakat menurut karakteristik masyarakat yang bersangkutan. 

Karakteristik ini misalnya dapat diwakili oleh status kesejahteraan masyarakat dalam 

basis data terpadu atau BDT. 

Level Rumah Tangga/Individu 

Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yang mengatur pedoman pemberian hibah dan 

bantuan sosial dari APBD, mewajibkan kepala daerah untuk mencantumkan daftar nama 

dan alamat penerima serta besaran alokasi hibah dan bantuan sosial dalam lampiran 

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.  

Di setiap daerah, daftar di atas dapat dibandingkan dengan dengan data nama dan 

alamat serta status kesejahteraan penduduk miskin dan rentan (desil 1 sampai desil 4) di 

dalam basis data terpadu, sehingga dapat diketahui sejauh mana alokasi hibah dan 

bantuan sosial menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan sebagai individu 

atau rumah tangga.  

F. Identifikasi Kecukupan Biaya Pelayanan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 

2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, pemerintah daerah baik di 

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan pemenuhan SPM untuk 

sejumlah urusan wajib, yang meliputi: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum 
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dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketenteraman, 

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. 

Untuk itu, agar dapat memenuhi target indikator capaian yang ditetapkan, pemerintah 

perlu membuat analisis kecukupan biaya pelayanan. Hal ini dapat dilakukan adalah 

dengan menyusun rencana anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi 

capaian dari masing-masing indikator SPM urusan wajib selama sekurang-kurangnya 

lima tahun ke depan. 

Sebagai contoh, untuk urusan pendidikan, terdapat 27 indikator SPM yang harus 

dipenuhi.3 Beberapa indikator tersebut, seperti: ketersediaan buku, alat peraga, ruang 

kelas, guru, pengawas sekolah, hingga penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis 

sekolah (MBS), dan lainnya. 

 

7.3. Peran TKPK Daerah dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan 

TKPK adalah sebuah tim yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 

berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan yang diperbarui dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015. Payung hukum 

lainnya adalah Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk melalui surat 

keputusan kepala daerah. Tim ini diketuai oleh wakil kepala daerah dengan wakil ketua 

tim dijabat oleh sekretaris daerah. Tugas pokok lembaga ini adalah menjalankan fungsi 

koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.  

Ihwal koordinasi, TKPK antara lain bertugas menyediakan data dan informasi yang 

dibutuhkan oleh kepala daerah dan pimpinan OPD serta DPRD dalam menentukan arah 

kebijakan, program, dan anggaran daerah. Adapun untuk mendukung program nasional 

penanggulangan kemiskinan, setiap TKPK wajib memantau proses pelaksanaan dan 

pencapaian target program tersebut di daerahnya masing-masing untuk dilaporkan 

kepada pengelola program di tingkat pusat. Meskipun ada variasi di sejumlah daerah, 

struktur lembaga ini melibatkan unsur pemerintah daerah (OPD), BPS, pelaksana atau 

3   Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di 
Kabupaten/Kota yang diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 
tentang perubahan atas peraturan sebelumnya. 
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pengendali program nasional, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, 

dan pemangku kepentingan lainnya di daerah.  

Berdasarkan data pada 2017, seluruh provinsi telah membentuk TKPK. Sementara di 

tingkat kabupaten/kota, masih ada enam persen kabupaten/kota yang belum 

menerbitkan surat keputusan pembentukan lembaga ini. Daerah yang belum membentuk 

TKPK tersebut sebagian besar merupakan wilayah di Indonesia bagian timur dan daerah 

otonom baru hasil pemekaran. Untuk mendorong terbentuknya TKPK di daerah tersebut 

diperlukan kampanye dan layanan konsultasi yang lebih intensif. 

 

7.3.1 Faktor Penentu Peran TKPK 

Peran TKPK dalam proses perencanaan dan penganggaran sangat dipengaruhi oleh 

faktor kepemimpinan kepala daerah dan kapasitas tim teknis di dalamnya. Studi Sumarto 

dan kawan-kawan (2014) membuktikan bahwa keaktifan TKPK berdampak positif pada 

pengurangan kemiskinan di daerah. Daerah yang memiliki TKPK yang lebih aktif, 

cenderung mengalami penurunan kemiskinan yang lebih besar. Hasil evaluasi TNP2K 

menunjukkan bahwa besar-kecilnya pengaruh TKPK terhadap proses perencanaan dan 

penganggaran di daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: 

 

 Pemahaman pemangku kepentingan mengenai fungsi TKPK;  

 Ketersediaan anggaran operasional;  

 Kontrol unsur masyarakat, seperti organisasi masyarakat sipil, media massa lokal, 

dan DPRD, terhadap pemerintah daerah; dan 

 Intensitas keterlibatan kepala daerah dan kapasitas tim teknis di dalam TKPK itu 

sendiri.  

Di antara faktor-faktor tersebut, dua yang terakhir dinilai sebagai faktor yang paling 

signifikan pengaruhnya terhadap kinerja TKPK.  

Kendali pemimpin daerah terhadap TKPK terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah 

satu medium utama bagi TKPK untuk berkoordinasi mengenai perencanaan dan 
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pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah adalah melalui rapat 

koordinasi TKPK. Berdasarkan hasil pemantauan TNP2K, kehadiran dan kendali kepala 

daerah dan/atau wakilnya di dalam forum-forum rapat koordinasi TKPK terus 

menunjukkan peningkatan.  

Pada tahun awal pembentukan TKPK, yakni pada 2011, dari sekitar 160 rapat koordinasi 

TKPK yang terselenggara di 20 provinsi dan 140 kabupaten/kota, sebanyak 47,8 persen 

di antaranya dipimpin langsung oleh kepala daerah dan/atau wakilnya. Kehadiran 

mereka terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Makin intensif kepemimpinan 

kepala daerah dan/atau wakilnya dalam rapat koordinasi TKPK, makin besar 

kemungkinan adanya dukungan politik terhadap program dan kebijakan yang relevan 

dengan penanggulangan kemiskinan di daerah. Sekaligus pula, memperbesar peluang 

pimpinan OPD menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari rapat tersebut. 

Kemampuan tim teknis TKPK dalam menganalisis kemiskinan dan melaporkan hasil 

pemantauan program mengalami kemajuan. Selain masalah fiskal, terbatasnya kapasitas 

teknis perencanaan dan penganggaran aparat pemerintah daerah menjadi kendala 

tersendiri bagi perbaikan pelayanan publik. Kondisi ini mendorong TNP2K untuk 

menyelenggarakan pelatihan rutin dan magang serta konsultasi dan penganggaran bagi 

tim teknis TKPK.  

Peningkatan kapasitas ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan TKPK dalam 

melakukan analisis situasi kemiskinan dan determinannya, serta dalam menilai relevansi 

APBD yang dituangkan ke dalam: 

(1) Materi rapat koordinasi TKPK;  

(2) Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD); dan  

(3) Strategi penanggulangan kemiskinan daerah atau SPKD yang menjadi bahan 

penyusunan RPJMD.  

 

Minat tim teknis TKPK untuk mengikuti program peningkatan kapasitas terbilang cukup 

tinggi. Pada 2011, tahun pertama program peningkatan kapasitas TKPK diadakan, 

pelatihan terlaksana di 25 provinsi dengan diikuti oleh tim teknis dari 25 TKPK provinsi 
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tersebut dan dari 339 kabupaten/kota. Pada tahun yang sama, kegiatan magang di 

Sekretariat TNP2K untuk memperdalam kemampuan analisis perencanaan dan 

penganggaran diikuti oleh 11 TKPK provinsi dan 35 TKPK kabupaten/kota.  

Pada tahun berikutnya, kegiatan pelatihan meluas ke 30 provinsi dengan melibatkan 423 

kabupaten/kota. Sedangkan magang diikuti oleh 26 wakil TKPK provinsi dan 286 utusan 

dari TKPK kabupaten/kota. Setelah lima tahun berjalan atau pada 2016, program ini 

terselenggara di 22 provinsi dengan diikuti oleh 299 kabupaten/kota. Kegiatan magang 

juga masih diikuti oleh TKPK dari 12 provinsi dan 161 kabupaten/kota. 

Konsistensi TKPK juga terlihat dalam penyampaian hasil pemantauan pelaksanaan 

penanggulangan kemiskinan. Disiplin daerah dalam melaporkan hasil pemantauan 

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan cukup terjaga dari tahun ke tahun. Pada 2011, 

sebanyak 23 TKPK provinsi dan 139 TKPK kabupaten/kota menyampaikan LP2KD. Tahun 

berikutnya, jumlahnya meningkat menjadi 31 provinsi dan 147 kabupaten/kota.  

Hingga Agustus 2018, jumlah TKPK yang menyampaikan LP2KD masih cukup tinggi, 

yaitu 22 dari provinsi dan 335 dari kabupaten/kota. Bagi daerah, penyusunan laporan ini 

diharapkan menjadi bagian dari proses merumuskan perbaikan pelaksanaan program 

sehingga membantu meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. 

Banyak daerah yang telah menetapkan SPKD dalam peraturan kepala daerah atau 

peraturan daerah. Pada 2014, sebanyak 214 daerah, baik provinsi maupun 

kabupaten/kota, telah menyusun SPKD. Sebanyak 35 dokumen SPKD kemudian 

ditetapkan sebagai peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Pada tahun 

berikutnya jumlah tersebut meningkat menjadi 235 daerah dengan 51 SPKD menjadi 

peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Pada 2015, daerah yang telah menyusun 

SPKD mencapai 271. Sebanyak 54 SPKD kemudian ditetapkan sebagai peraturan kepala 

daerah atau peraturan daerah. 

 

7.3.2 Peran TKPK dalam Penguatan Perencanaan dan Penganggaran  

Penguatan harus diupayakan dalam seluruh kegiatan perencanaan dan 

penganggaran di daerah. Kendala dalam peningkatan efisiensi alokasi belanja publik 
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ditemukan dalam domain perencanaan dan penganggaran. Secara spesifik di dalam 

siklus tahunan, banyak hambatan yang biasa terjadi di dalam kegiatan musrenbang dari 

di tingkat desa hingga provinsi dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun 

sebelumnya. Tidak sedikit pula kekurangan yang terlihat selama proses penganggaran, 

baik ketika KUA-PPAS disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan RKPD maupun 

ketika usulan itu dibahas bersama DPRD sebelum akhirnya Rancangan APBD disepakati 

dan ditetapkan sebagai APBD. 

Penerapan metode analisis dan pemanfaatan data diperlukan untuk mengatasi 

kendala teknis perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan. 

Kendala teknis tersebut pada umumnya berkaitan dengan penerapan metode analisis 

kemiskinan dan evaluasi belanja publik serta pemanfaatan data. Inti dari model analisis 

yang dimaksud adalah kerangka metode untuk menilai relevansi antara kebutuhan 

penanganan masalah dan respons intervensi kebijakan dalam program dan anggaran 

daerah, yang dinyatakan di dalam RKPD dan APBD. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar 

bagi penajaman rencana program dan anggaran untuk tahun fiskal mendatang.  

Fasilitasi koordinasi antarsektor untuk penajaman perencanaan dan 

penganggaran. Berdasarkan landasan hukumnya, TKPK memegang peran penting 

untuk memfasilitasi koordinasi antarsektor dalam keseluruhan proses perencanaan dan 

penganggaran di daerah. Hal ini untuk memastikan terakomodasinya prioritas 

penanggulangan kemiskinan dalam setiap tahapan proses tersebut. Sehingga, dari 

rencana program dan kegiatan hingga pagu indikatif anggaran dari tingkat desa hingga 

provinsi mendukung penanganan isu strategis penanggulangan kemiskinan.  

Secara spesifik, TKPK kabupaten/kota dapat menyupervisi dan memfasilitasi proses 

perencanaan dan penganggaran di tingkat desa dan kecamatan, serta melakukan 

sinkronisasi perencanaan desa dan kabupaten ke dalam dokumen perencanaan 

kabupaten. Sedangkan TKPK provinsi dapat menyupervisi dan memfasilitasi 

proses perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten serta melakukan 

sinkronisasi perencanaan kabupaten ke dalam dokumen perencanaan provinsi. 
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Forum musrenbang dapat dimanfaatkan sebagai forum advokasi perencanaan dan 

pengganggaran penanggulangan kemiskinan. Proses advokasi kebijakan 

penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dari tingkat desa hingga provinsi dengan, 

terutama, memanfaatkan forum musrenbang di masing-masing tingkat wilayah.  

 

A. Peran TKPK Kabupaten/Kota di Tingkat Desa 

Tim teknis TKPK kabupaten/kota dapat berperan dalam perencanaan dan penganggaran 

di tingkat desa agar proses tersebut menghasilkan hal-hal berikut:  

1. Tersedianya data mikro dari BDT atau basis data terpadu di tingkat desa. 

2. Tersedianya hasil analisis kemiskinan multidimensi di tingkat desa berupa profil 

kemiskinan desa. 

3. Tersosialisasinya profil kemiskinan desa kepada kepala desa, fasilitator desa, dan 

badan permusyawaratan desa (BPD). 

4. Diketahuinya rumah tangga dan individu miskin dan rentan menurut variabel di 

tingkat desa yang bersumber dari BDT oleh perangkat pemerintah desa dan 

pengambil keputusan di tingkat desa.  

5. Terpantaunya tingkat konsistensi prioritas intervensi dalam dokumen alokasi 

dana desa (ADD), rencana kerja pemerintah desa (RKPDes), rencana kerja dan 

anggaran desa (RKADes), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) terhadap profil kemiskinan dan sasaran individu/rumah tangga 

berdasaran BDT. 

6. Teralokasinya pagu indikatif program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan 

desa ke dalam alokasi dana desa dan APBDes. 

7. Meningkatnya persentase pagu indikatif dan program penanggulangan 

kemiskinan di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa. 

Tahapan Fasilitasi 
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Fasilitasi di tingkat desa oleh tim teknis TKPK dapat dilakukan melalui beberapa tahapan 

yang meliputi:  

1. Penyediaan data mikro berupa BDT di tingkat desa. Tim teknis TKPK 

kabupaten/kota bertugas menyediakan data jumlah individu dan rumah tangga 

miskin dan rentan dari desil 1 hingga desil 4, sehingga perencanaan dan 

penyaluran bantuan sosial dapat diprioritaskan kepada kelompok penduduk 

tersebut. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data BDT agregat dan 

berdasarkan nama dan alamat di tingkat desa. 

2. Analisis kemiskinan di tingkat desa. Tim teknis TKPK melakukan analisis 

kemiskinan yang sederhana dengan menggunakan data makro dan mikro (BDT). 

Analisis tidak hanya dilakukan terhadap indikator kemiskinan konsumsi, 

melainkan juga indikator nonkonsumsi, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana 

dasar, hingga lapangan pekerjaan, di tingkat desa. Proses ini menghasilkan 

keluaran berupa profil kemiskinan desa. 

3. Sosialisasi data BDT dan hasil analisis kepada kepala desa, fasilitator desa, 

dan BPD. Tim teknis TKPK memaparkan dan menyosialisasikan profil kemiskinan 

desa hasil analisis di atas kepada perangkat pemerintah desa dan pengambil 

kebijakan desa. Tujuannya, untuk membentuk pemahaman perangkat perencana 

dan pengambil kebijakan di tingkat desa akan situasi kemiskinan di desa mereka, 

sehingga program dan kegiatan yang tepat dapat diarahkan kepada sasaran 

penduduk yang tepat. Keluaran yang diharapkan dari proses ini adalah 

tersosialisasinya profil kemiskinan desa dan BDT agregat tingkat desa kepada 

kepala desa, fasilitator desa, dan BPD; serta pengambil keputusan di tingkat desa 

mengetahui BDT berdasarkan nama dan alamat menurut karakteristik 

kesejahteraan di tingkat desa yang dikaitkan dengan profil kemiskinan desa.  

4. Supervisi pengajuan usulan program dan kegiatan di tingkat desa. Di setiap 

desa, tim teknis TKPK kabupaten/kota melakukan supervisi terhadap proses 

pengajuan usulan program dan kegiatan oleh masyarakat desa untuk didanai. 

Hasil yang diharapkan adalah usulan program dan kegiatan dari setiap desa 
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sesuai dengan sasaran individu dan rumah tangga dari BDT di tingkat desa dan 

profil kemiskinan desa. 

5. Fasilitasi penyusunan prioritas program dan kegiatan desa dan pagu 

indikatif yang berpihak terhadap penanggulangan kemiskinan desa. Setelah 

usulan program kegiatan desa tersusun dan hasil penilaian dari supervisi 

diperoleh, tim teknis TKPK kabupaten/kota memfasilitasi penyusunan prioritas 

program dan kegiatan serta pagu indikatif untuk dibiayai oleh alokasi dana desa 

dan APBD. Keluaran dari proses ini adalah usulan prioritas program dan kegiatan 

serta pagu indikatif untuk ditindaklanjuti ke dalam rancangan alokasi dana desa; 

dan untuk diusulkan ke dalam musrenbang tingkat kecamatan untuk dibiayai oleh 

APBD. 

6. Fasilitasi konsolidasi dokumen perencanaan dan penganggaran desa dalam 

penanggulangan kemiskinan. Setelah prioritas program dan kegiatan serta 

pagu indikatif tersusun, tim teknis TKPK kabupaten/kota memfasilitasi proses 

konsolidasi kedua dokumen usulan tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan 

anggaran desa. Keluaran dari proses ini adalah hasil konsolidasi pagu indikatif 

program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ke dalam dokumen 

perencanaan dan penganggaran desa, yaitu rancangan alokasi dana desa, 

RKPDes dan RKADes, serta RPJMDes. 

B. Peran TKPK Kabupaten/Kota di Tingkat Kecamatan 

Tim teknis TKPK kabupaten/kota dapat berperan dalam perencanaan dan penganggaran 

di tingkat kecamatan agar proses tersebut menghasilkan hal-hal berikut:  

1. Tersedianya data mikro dari BDT atau basis data terpadu di tingkat kecamatan. 

2. Tersedianya hasil analisis kemiskinan multidimensi di tingkat kecamatan berupa 

profil kemiskinan kecamatan. 

3. Tersosialisasinya profil kemiskinan kecamatan kepada camat dan fasilitator 

kecamatan. 
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4. Diketahuinya rumah tangga dan individu miskin dan rentan menurut variabel di 

tingkat kecamatan yang bersumber dari BDT oleh perangkat pemerintah 

kecamatan dan pengambil keputusan di tingkat kecamatan.  

5. Terpantaunya tingkat konsistensi prioritas intervensi kecamatan dalam dokumen 

rencana kerja pemerintah kecamatan, rencana kerja dan anggaran kecamatan, 

dan RPJMD terhadap profil kemiskinan dan sasaran individu/rumah tangga 

berdasaran BDT. 

6. Terevaluasi dan terverifikasinya tingkat konsistensi intervensi desa dalam 

dokumen alokasi dana desa, RKPDes, RKADes, dan RPJMDes terhadap profil 

kemiskinan dan sasaran individu/rumah tangga berdasarkan BDT. 

7. Teralokasinya pagu indikatif program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan 

kecamatan ke dalam alokasi dana desa dan APBD. 

8. Meningkatnya persentase pagu indikatif dan program penanggulangan 

kemiskinan di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kecamatan. 

 

C. Peran TKPK Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota 

Tim teknis TKPK kabupaten/kota dapat berperan dalam perencanaan dan penganggaran 

di tingkat kabupaten/kota agar proses tersebut menghasilkan hal-hal berikut:  

1. Tersedianya data mikro dari BDT di tingkat kabupaten/kota. 

2. Tersedianya hasil analisis kemiskinan multidimensi di tingkat kabupaten/kota 

berupa profil kemiskinan kabupaten/kota. 

3. Tersosialisasinya profil kemiskinan kabupaten kepada bupati/wali kota dan wakil 

bupati/wali kota, sekretaris daerah, kepala dinas/OPD, dan DPRD 

kabupaten/kota.  

4. Diketahuinya rumah tangga dan individu miskin dan rentan menurut variabel di 

tingkat kabupaten/kota yang bersumber dari BDT oleh perangkat pemerintah 

kabupaten/kota dan pengambil keputusan di tingkat kabupaten/kota. 
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5. Terpantaunya tingkat konsistensi prioritas intervensi kabupaten dalam dokumen 

RKPD kabupaten/kota, rencana kerja dan anggaran kabupaten/kota, dan RPJMD 

terhadap profil kemiskinan dan sasaran individu/rumah tangga berdasarkan BDT.  

6. Teralokasinya pagu indikatif program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan 

kabupaten/kota ke dalam APBD. 

7. Meningkatnya persentase pagu indikatif dan program kegiatan penanggulangan 

kemiskinan di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota. 

D. Peran TKPK Provinsi di Tingkat Provinsi 

Tim teknis TKPK provinsi dapat berperan dalam perencanaan dan penganggaran di 

tingkat provinsi agar proses tersebut menghasilkan hal-hal berikut:  

1. Tersedianya data mikro dari BDT di tingkat provinsi. 

2. Tersedianya hasil analisis kemiskinan multidimensi di tingkat kabupaten berupa 

profil kemiskinan provinsi. 

3. Tersosialisasinya profil kemiskinan kabupaten kepada gubernur dan wakil 

gubernur, sekretaris daerah, kepala dinas/OPD, dan DPRD provinsi. 

4. Diketahuinya rumah tangga dan individu miskin dan rentan menurut variabel di 

tingkat provinsi yang bersumber sumber dari BDT oleh perangkat pemerintah 

kabupaten/kota dan pengambil keputusan di tingkat provinsi.  

5. Terpantaunya tingkat konsistensi prioritas intervensi kabupaten dalam dokumen 

RKPD provinsi, rencana kerja dan anggaran provinsi, dan RPJMD terhadap profil 

kemiskinan dan sasaran individu/rumah tangga berdasarkan BDT. 

6. Teralokasinya pagu indikatif program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan 

provinsi ke dalam APBD. 

7. Meningkatnya persentase pagu indikatif dan program kegiatan penanggulangan 

kemiskinan di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran provinsi. 
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8.1. Pengantar 

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan  (TNP2K) terus mengembangkan inovasi dan terobosan. 

Kebijakan penanggulangan kemiskinan memang seharusnya tidak kaku, melainkan 

dinamis dan fleksibel dalam mengantisipasi perubahan yang sangat cepat di tengah 

masyarakat. Dua inovasi kebijakan yang berhasil difasilitasi TNP2K adalah program 

peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) dan fasilitasi kebijakan energi 

tepat sasaran.  

Wakil Presiden sendiri memiliki perhatian khusus terhadap percepatan dan perluasan 

pendidikan upaya memutus mata rantai kemiskinan . Sejak 2014, TNP2K bekerja 

sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK Kemendikbud) untuk merintis program KIAT 

Guru. Program ini untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah tertinggal 

yang mengaitkan tunjangan dengan kinerja dan melibatkan peran serta masyarakat.  

Sementara itu, subsidi energi yang terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi 

listrik, dan subsidi elpiji (Elpiji) 3 kilogram, merupakan salah satu komponen pengeluaran 

terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN). Pada 2014, ketika 

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik, total pengeluaran untuk 

subsidi energi dalam APBN mencapai Rp341,8 triliun, yang mencakup Rp191 triliun untuk 

subsidi BBM, Rp49 triliun untuk subsidi elpiji 3 kilogram, dan Rp101 triliun untuk subsidi 

listrik. 

 

8.2. Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru 

Sejak 2009, anggaran pendidikan dalam APBN mencapai 20 persen. Peningkatan 

kesejahteraan guru merupakan prioritas pemerintah sehingga setengah dari anggaran 

pendidikan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru. Alokasi anggaran ini terus 

meningkat dan mencapai Rp216,372 triliun pada 2017 (Grafik 8.1).  
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Grafik 8.1 Anggaran Pendidikan yang Dialokasikan untuk Gaji Pokok dan Tunjangan Guru (2012-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: TNP2K, diolah dari UU APBN, DIPA Kemendikbud, dan DIPA Kemenag 2018 

 

Guru yang telah menjalani program sertifikasi menerima tunjangan profesi guru (TPG), 

sedangkan guru yang ditempatkan di daerah khusus mendapatkan tunjangan khusus guru 

(TKG). Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan 

kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah 

yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan 

darurat lain; dan/atau pulau-pulau kecil terluar (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Besaran TPG dan TKG berkisar antara Rp1,5 juta 

hingga maksimum satu kali gaji pokok guru setiap bulan. Dengan demikian, apabila guru 

yang telah mendapatkan sertifikat profesi ditempatkan di daerah khusus, pendapatannya 

bisa mencapai tiga kali lipat dari sebelumnya. Total anggaran TPG pada 2017 mencapai 

Rp75,62 triliun, sedangkan TKG mencapai Rp2,2 triliun (Tabel 8.1).  
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Tabel 8.1 Anggaran Pendidikan 2017 untuk Gaji dan Tunjangan Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan 
Tunjangan Khusus Guru  

Pendapatan Guru Gaji dan 
Tunjangan  

Tunjangan Profesi 
Guru  

Tunjangan Khusus 
Guru  

Anggaran 
Pendidikan 2017 Rp214,5 triliun Rp75,62 triliun Rp2,2 triliun 

 
Sumber: TNP2K, diolah dari UU APBN, DIPA Kemendikbud, dan DIPA Kemenag 2018 

 

Dengan capaian akses pendidikan yang hampir mencapai 100%, fokus pemerintah beralih 

pada upaya pengurangan kesenjangan dan peningkatan kualitas hasil pendidikan. Angka 

partisipasi murni tingkat sekolah dasar (SD) mencapai 97 persen pada 2017 (BPS, 2018). 

Namun demikian, kesenjangan pelayanan dan pencapaian pendidikan di daerah 

perdesaan, khususnya daerah terpencil, masih cukup tinggi daripada di daerah perkotaan. 

Sekitar 50 persen penduduk di daerah perdesaan berusia 15 tahun ke atas masih belum 

atau baru tamat pendidikan dasar, sedangkan di daerah perkotaan mencapai 35 persen 

(BPS dan Susenas, 2017). 

Selain itu, dalam berbagai tes berskala internasional, hasil belajar murid Indonesia masih 

berada di peringkat bawah dibandingkan dengan murid dari negara lain (Bank Dunia, 2013; 

OECD, 2016). Secara khusus, hasil belajar murid di daerah terpencil sangat tertinggal 

daripada murid di daerah perkotaan (ACDP, 2014; Stern dan Nordstrum, 2014). 

Survei yang dilakukan oleh SMERU pada 2010 menunjukkan bahwa tingkat kemangkiran 

guru di daerah terpencil yang mencapai 24,4 persen, lebih tinggi daripada rerata nasional 

(15 persen). Yang memprihatinkan, tingkat kemangkiran guru penerima TKG lebih tinggi 

(31,5 persen) daripada guru yang tidak menerima TKG (25,4 persen). Survei serupa yang 

dilakukan oleh ACDP pada 2014 mengindikasikan perbaikan tingkat kehadiran guru. 

Walaupun, tingkat kemangkiran guru di daerah terpencil (19,3 persen) masih dua kali lipat 

rerata nasional (9,4 persen). 

Program KIAT Guru adalah program tahun jamak yang terdiri dari tahap pra-rintisan 

(2014-2015), rintisan (2016-2017), dan keberlanjutan (2018). Tahap pra-rintisan yang 

menguji coba instrumen penelitian dan mekanisme implementasi dilaksanakan di Keerom, 

Papua; Kaimana, Papua Barat; dan Ketapang, Kalimantan Barat. Tahap rintisan yang 
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menguji efektivitas beberapa model pendekatan dilaksanakan di tiga kabupaten di 

Kalimanta Barta, yakni Sintang, Landak, dan Ketapang; serta di dua kabupaten di Nusa 

Tenggara Timur, yaitu Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Tahap keberlanjutan adalah 

kelanjutan pelaksanaan tahap rintisan secara mandiri oleh pemangku kepentingan di lima 

kabupaten tadi.  

 

8.2.1. Tujuan dan Intervensi KIAT Guru 

Secara khusus, program KIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan kehadiran guru, 

kualitas layanan guru, dan hasil belajar murid di daerah terpencil. Berdasarkan studi 

pustaka, temuan lapangan, dan diskusi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

ada dua pendekatan yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dukungan, 

dan pengawasan guru di daerah tertinggal, yaitu (a) mekanisme pemberdayaan 

masyarakat, dan (b) mekanisme pembayaran berbasis kinerja. Kedua mekanisme tersebut 

dijabarkan seperti di bawah ini.  

a. Mekanisme pemberdayaan masyarakat (MPM) untuk memberikan dukungan 

pelaksanaan dan penilaian bagi layanan pendidikan. Pemberdayaan masyarakat 

dilakukan dengan cara:  

i. Menginformasikan hak dan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi di 

dalam pendidikan. 

ii. Memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak sekolah untuk 

menghasilkan kesepakatan layanan dan formulir layanan guru. Kesepakatan 

layanan adalah janji orang tua/masyarakat dan guru untuk meningkatkan 

layanan pendidikan di desa. Sedangkan formulir layanan guru adalah 5-8 

janji guru dan kepala sekolah yang akan dinilai setiap bulan dengan bobot 

maksimal 100. 

iii. Membantu masyarakat membentuk kelompok pengguna layanan (KPL) 

untuk memberikan masukan dalam peningkatan layanan pendidikan dasar. 

KPL terdiri dari minimum sembilan orang wakil orang tua murid setiap 

kelas, tokoh masyarakat/agama/adat/pemuda, serta kelompok minoritas 

di desa. Sekurang-kurangnya setengah dari anggota KPL disyaratkan 
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perempuan, yang umumnya lebih banyak berperan dalam pendidikan anak. 

Guru dan kepala sekolah yang masih aktif, keluarga inti guru di sekolah, 

kepala desa, pengawas, atau anggota staf Dinas Pendidikan, tidak 

diperbolehkan menjadi anggota KPL untuk menghindari konflik 

kepentingan.  

iv. Mengidentifikasi dan mengembangkan kapasitas kader desa untuk 

memfasilitasi proses pertemuan rutin bulanan antara masyarakat dan pihak 

sekolah.  

v. Memperkuat posisi dan peran KPL dan kader desa sebagai bagian dari 

kelembagaan pemerintah desa dengan menerbitkan surat keputusan 

pemerintah desa.  

vi. Memberikan pelatihan bagi KPL untuk melakukan verifikasi kehadiran dan 

mengevaluasi kualitas layanan guru di sekolah. 

vii. Meningkatkan kapasitas KPL dan pihak sekolah untuk menilai dan 

melaporkan hasil penilaian kehadiran dan layanan guru kepada masyarakat 

desa dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten.  

viii. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil pembelajaran 

murid setelah program berjalan satu semester sebagai bahan untuk 

mengevaluasi kesepakatan layanan dan formulir layanan guru, dan untuk 

memenuhi tuntutan masyarakat atas capaian hasil pendidikan yang lebih 

baik. 

b. Mekanisme pembayaran berbasis kinerja (MPK) mengaitkan pembayaran 

tunjangan guru dengan kehadiran atau kualitas layanan guru. Pada tahap pra-

rintisan, tunjangan yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD), sedangkan untuk tahap rintisan tunjangan bersumber 

dari APBN. Transparansi dan mekanisme pembayaran kedua jenis tunjangan 

diperbaiki agar tepat kriteria, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. 

i. Kehadiran guru direkam setiap hari dengan menggunakan aplikasi KIAT 

Kamera, yang diverifikasi oleh KPL pada setiap akhir bulan apakah guru 
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yang absen mendapatkan izin resmi. Keterlambatan atau absensi dikenai 

sanksi pemotongan pembayaran tunjangan untuk bulan berjalan.  

ii. Kualitas layanan guru dinilai oleh KPL pada akhir bulan berdasarkan 

pelaksanaan indikator formulir layanan guru yang telah disepakati bersama. 

Untuk menguji efektivitas mekanisme yang digunakan, program KIAT Guru menerapkan 

pendekatan penelitian uji acak terkendali (randomized controlled trial). Sebanyak 270 

sekolah dasar atau SD rintisan dibagi secara acak ke dalam empat kelompok, yakni sebuah 

kelompok kontrol dan tiga kelompok pendekatan, yang menggabungkan mekanisme MPM 

dan MPK. Tabel 8.2 menjabarkan empat kelompok penelitian KIAT Guru beserta dengan 

jumlah SD pada masing-masing kelompok.  

 

Tabel 8.2 Empat Kelompok Penelitian KIAT Guru 

 

Sumber: TNP2K, 2016 

 

Bagian selanjutnya menjabarkan tahap pelaksanaan program KIAT Guru, pembelajaran 

yang didapatkan dari masing-masing tahap, dan proses transformasi kebijakan yang 

terjadi.  

 

Kelompok 1 Pelibatan masyarakat (66 SD)

Kelompok 2
Pelibatan masyarakat

+ Pembayaran TKG berbasis
kehadiran guru, diverifikasi oleh masyarakat (67 SD)

Kelompok 3
Pelibatan masyarakat

+ Pembayaran TKG berbasis
kualitas layanan guru, dinilai oleh masyarakat (67 SD)

Kelompok
Kontrol Tidak ada intervensi (67 SD)
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8.2.2. Tahapan Transformasi Kebijakan 

A. Tahap Pra-Rintisan (2014-2015) 

Program KIAT Guru dilaksanakan di 31 SD di desa sangat terpencil untuk menguji coba 

instrumen penelitian dan mekanisme implementasi tiga kelompok pendekatan 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pada tahap ini, TNP2K bekerja sama dengan 

pemerintah kabupaten di Ketapang, Kaimana, dan Keerom. Ketiga pemerintah kabupaten 

tersebut menerbitkan peraturan bupati dan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan program.  

Mereka juga mengalokasikan dana Rp1,84 miliar untuk tunjangan guru yang 

pembayarannya dikaitkan dengan kehadiran atau kualitas layanan guru. Tahap ini 

melibatkan secara langsung 171 guru dan 225 anggota KPL, dan secara tidak langsung 

memberikan dampak terhadap 2.580 murid dan 21.921 anggota masyarakat desa (Gambar 

8.1). 

 

Gambar 8.1. Lokasi dan Penerima Manfaat KIAT Guru Tahap Pra-Rintisan 2014-2015 

 

Sumber: TNP2K, 2016 

 

Provinsi
3

Sekolah di Desa Sangat 
Tertinggal

31

Guru Sekolah Dasar
171

Kelompok Pengguna 
Layanan

225

Murid Sekolah Dasar

2580

Kontrol Intervensi

2 8

Kaimana

Kontrol Intervensi

2 9

Keerom

Kontrol Intervensi

2 8

Ketapang
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Dalam tahap pra-rintisan, tunjangan terkait dengan kinerja bersumber dari APBD ketiga 

kabupaten tersebut. Karenanya, besaran tunjangan yang diterima guru dan mekanisme 

pemilihan guru penerima tunjangan berbeda di setiap kabupaten (Tabel 8.3). 

 

Tabel 8.3 Tunjangan Kinerja Tahap Pra-Rintisan dari APBD  

 
Ketapang Kaimana Keerom 

Jenis Tunjangan Tambahan  
Penghasilan Tunjangan Zona Tambahan  

Penghasilan 

Total Tunjangan 
dari APBD Rp6.240.000.000 Rp7.382.930.100 Rp5.379.600.000 

Persentase 
Tunjangan dari 
APBD yang 
Diujicobakan 
dengan 
Mekanisme KIAT 
Guru 

5% 8% 17% 

    Sumber: TNP2K, diolah dari APBD Kabupaten Ketapang, Kaimana, dan Keerom 2014 

 

Pada tahap pra-rintisan, selain dengan tiga kelompok pendekatan tadi, diujicobakan juga 

pelaksanaan kelompok pendekatan keempat, yang membayarkan tunjangan guru dengan 

tepat kriteria, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, namun sama sekali tidak 

menerapkan MPM dan MPK. Praduga awalnya adalah peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas pembayaran tunjangan sudah cukup untuk meningkatkan motivasi guru 

untuk hadir di sekolah dan mengajar dengan tepat waktu. Pembelajaran pertama dari 

tahap ini menunjukkan lemahnya pendekatan tersebut. Temuan ini didukung oleh studi 

Bank Dunia (de Ree et al., 2016) mengenai pembayaran tunjangan profesi guru yang tidak 

memberikan dampak pada hasil belajar murid. Karenanya, pada tahap rintisan, 

pendekatan ini tidak dilanjutkan.  

Tahap pra-rintisan KIAT Guru menguji coba dua mekanisme fasilitasi MPM, yakni fasilitasi 

penuh dan fasilitasi mini. 
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i. Fasilitasi penuh dilaksanakan oleh fasilitator masyarakat dengan rangkaian 14 

pertemuan awal. Pertanyaan kunci yang diajukan untuk menggali indikator 

kesepakatan layanan dan formulir layanan guru adalah: 

 

ii. Fasilitasi mini dilaksanakan oleh kader desa yang didukung oleh fasilitator 

masyarakat, dengan rangkaian rangkaian sembilan pertemuan awal. Pertanyaan 

kunci yang diajukan 

kader desa dibekali dengan perangkat atau 

media untuk membantu mereka dalam kegiatan bersama guru dan masyarakat. 

Kader desa juga dilatih mengajukan pertanyaan yang lebih berfokus pada upaya 

bersama antara orang tua dan guru agar anak kian baik dan rajin belajar. 

Kedua rangkaian pertemuan awal di atas dilanjutkan dengan pertemuan rutin bulanan dan 

pertemuan evaluasi. Pertemuan rutin bulanan bertujuan untuk menetapkan hasil penilaian 

terhadap kehadiran dan kualitas layanan guru serta ajang membahas pelaksanaan janji 

layanan masyarakat. Pertemuan evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana 

perkembangan kehadiran dan kualitas layanan guru yang bertujuan mengubah janji 

layanan guru dan masyarakat untuk meningkatkan hasil belajar murid.  

Fasilitasi mini terbukti lebih efektif daripada fasilitasi penuh. Pertanyaan kunci yang 

berbasis penyelesaian masalah pada fasilitasi mini mempersingkat jumlah pertemuan dan 

membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Berdasarkan hasil pemantauan, sekolah 

yang didampingi oleh kader desa lebih siap melanjutkan peran sebagai fasilitator guna 

mendukung kegiatan di tingkat desa secara mandiri setelah tidak ada lagi pendampingan 

dari TNP2K. Karena itu, pada tahap rintisan, kader desa diidentifikasi dan dipilih di awal 

proses MPM.  

Tahap pra-rintisan juga memberikan pembelajaran penting mengenai dua syarat minimum 

yang diperlukan untuk menerapkan KIAT Guru. Pertama, agar MPM dapat dijalankan, 

sebagian besar masyarakat desa sebaiknya sudah tinggal menetap sehingga dianggap 

telah memiliki sedikit pengalaman berorganisasi. Kegiatan MPM di Keerom, misalnya, tidak 

berjalan dengan baik karena aktivitas masyarakat masih bersifat subsisten dan 

memanfaatkan ladang berpindah.  
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Kedua, pelaksanaan MPK membutuhkan kemampuan pemerintah kabupaten untuk 

melaksanakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang akuntabel, yang didukung 

infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Di Kaimana, lemahnya sinyal telekomunikasi 

yang disertai tantangan geografis daerah kepulauan menyebabkan sulitnya pengiriman 

data kehadiran guru dan penilaian masyarakat dari desa ke kabupaten secara reguler. 

Pada bulan-bulan tertentu, gelombang tinggi menjadi kendala perjalanan laut antarpulau. 

Survei yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan Universitas Gajah 

Mada (PSKK UGM) menunjukkan peningkatan kehadiran guru dan hasil belajar murid di 31 

SD pra-rintisan. Di Keerom dan Ketapang, antara Maret dan Oktober 2015, kehadiran guru 

di kelas meningkat dari 48,5 persen menjadi 60,1 persen. Tingkat buta huruf menurun dari 

27,9 persen menjadi 12,7 persen dan tingkat buta angka menurun dari 5,7 persen menjadi 

1 persen.  

Analisis kehadiran guru tak menyertakan data dari Kaimana karena: (1) pada Maret 2015, 

Dinas Pendidikan Kaimana menginstruksikan seluruh guru di sekolah intervensi KIAT Guru 

agar kembali ke desa untuk mengikuti kegiatan KIAT Guru di tingkat desa; (2) pada 

Oktober 2015, Dinas Pendidikan Kaimana meminta seluruh guru pegawai negeri di sana 

untuk melakukan pendaftaran ulang guru pegawai negeri di ibu kota kabupaten. 

TNP2K kemudian mempresentasikan dampak positif KIAT Guru tahap pra-rintisan kepada 

kementerian dan lembaga terkait di tingkat nasional. Temuan ini disambut baik oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan atau Ditjen GTK yang memutuskan untuk memperluas pendekatan KIAT 

Guru ke tahap rintisan. 

 

B. Tahap Rintisan (2016-2017) 

Tahap rintisan dilaksanakan dari pertengahan 2016 hingga akhir 2017 di lima kabupaten 

rintisan, yaitu Ketapang, Landak, dan Sintang di Kalimantan Barat; dan Manggarai Barat 

serta Manggarai Timur di Nusa Tenggara Timur. Keerom di Papua dan Kaimana di Papua 

Barat tidak lagi dilibatkan pada tahap ini karena tidak memenuhi prasyarat minimum. 

Tahap rintisan dilaksanakan di 203 SD di desa sangat terpencil dengan melibatkan secara 

langsung 203 kepala sekolah, 2.292 guru, 176 kepala desa, 1.827 anggota KPL, dan 203 
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kader desa, serta memberikan dampak tidak langsung kepada 26.613 murid dan 318.613 

anggota masyarakat desa (Gambar 8.2).  

 

Gambar 8.2. Lokasi dan Penerima Manfaat Rintisan KIAT Guru 2016-2017 

 

                  Sumber: TNP2K, 2016 

 

Atas perkenan Ditjen GTK, tahap rintisan mengaitkan pembayaran TKG yang bersumber 

dari APBN dengan kehadiran atau kualitas layanan guru. Pada 2017, total alokasi TKG 

untuk KIAT Guru sebesar Rp33,6 miliar (29,2 persen dari Rp114,9 miliar alokasi TKG sekolah 

dasar untuk lima kabupaten tadi). Alokasi ini meningkat pada 2018 menjadi Rp35,9 miliar 

(24,7 persen dari Rp167,5 miliar alokasi TKG sekolah dasar untuk lima kabupaten tersebut).  

Pelaksanaan tahap rintisan di tingkat nasional didampingi oleh tim pelaksana nasional 

yang bertugas merancang desain, panduan perangkat, dan mekanisme implementasi 

kegiatan rintisan, serta memastikan terbitnya payung regulasi dan kelembagaan di tingkat 

nasional. Selanjutnya di tingkat daerah, program rintisan didampingi oleh tim pelaksana 

daerah yang terdiri dari koordinator lapangan, pelaksana lapangan, dan fasilitator 

masyarakat. Tim pelaksana daerah bertugas untuk memastikan payung regulasi dan 
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kelembagaan di tingkat kabupaten hingga desa dan sekolah. Di samping itu, fasilitator 

masyarakat secara khusus berperan sebagai pemantik awal MPM di tingkat desa.  

 

C. Tahap Keberlanjutan (2018) 

Pada awal pelaksanaan tahap rintisan, di setiap SD intervensi yang berjumlah 203 direkrut 

kader desa yang akan meneruskan peran fasilitator masyarakat setelah pendampingan 

berakhir. Sebagai perwakilan masyarakat, kader desa dipilih oleh pemangku kepentingan 

sekolah dan desa. Kriteria kader desa adalah mereka yang berusia antara 20-40 tahun, 

memiliki integritas, memiliki kemampuan dasar membaca menghitung, serta memiliki 

komitmen untuk belajar teknologi.  

Sejumlah pelatihan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader 

desa dalam memfasilitasi pertemuan dan melaksanakan penilaian layanan. Kader desa 

juga diberi pendampingan langsung oleh fasilitator masyarakat selama enam pertemuan 

untuk praktik fasilitasi pertemuan bersama guru dan masyarakat.  

Transisi pelaksanaan secara mandiri di tingkat desa cukup berhasil. Pada triwulan I 2017 

ketika program rintisan baru dimulai, hanya 25 persen kader desa yang memfasilitasi 

langsung pertemuan rutin bulanan. Selanjutnya, peran fasilitator masyarakat dalam 

memfasilitasi pertemuan secara perlahan mulai berkurang. Hingga pada triwulan I 2018 

semua kader desa telah memfasilitasi pertemuan rutin bulanan secara mandiri (Grafik 

8.2).   
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Grafik 8.2. Peningkatan Peran Kader Desa dalam Kegiatan Penilaian Bulanan 

 

Sumber: TNP2K, diolah dari data fasilitasi oleh kader dan fasilitator masyarakat di 203 SD rintisan, 2018 

 

Komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan program juga kian kuat. 

Total pendanaan kegiatan dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) meningkat dari Rp2,45 miliar pada 2017, menjadi Rp2,88 miliar pada 2018, dan 

melonjak menjadi Rp7,98 miliar pada 2019. Persentase SD yang mendapatkan dukungan 

dana meningkat dari 83 persen pada 2017, menjadi 97 persen pada 2018, dan mencapai 

100 persen pada 2019 (Tabel 8.4). Kader desa dan KPL di 203 SD rintisan sebagai 

pelaksana keberlanjutan KIAT Guru di tingkat desa, mendapatkan surat keputusan kepala 

desa pada 2017 dan 2018. Dana APBDes digunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan 

rutin bulanan kader desa dan KPL dalam menilai layanan guru. 
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Tabel 8.4 Pendanaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk KIAT Guru 2017-2019 

Tahun Alokasi APBD 
(Rp) 

Alokasi APBDes 
(Rp) 

Total Alokasi APBD 
dan APBDes (Rp) % SD 

2017 1.562.000.000 889.645.455 2.451.645.455 83% (dari 
203) 

2018 929.500.000 1.953.660.724 2.883.160.724 97% (dari 
203) 

2019 3.578.000.000 4.405.000.000 7.983.000.000 100% 
(dari 369) 

Total 6.069.500.000  7.239.306.179 13.308.806.179  

Sumber: TNP2K, 2019 

 

Pelaksana KIAT Guru di tingkat kabupaten pun melakukan sejumlah penyesuaian guna 

menguatkan peran tim koordinasi daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

dalam memastikan keberlanjutan program secara mandiri. Mulai 2018, pengawas 

dilibatkan sebagai anggota tim koordinasi daerah di lima kabupaten tadi.  

Di Manggarai Barat telah dibentuk kelompok kerja pendidikan dan kelompok kerja 

pemberdayaan yang memiliki tugas khusus dalam mendukung pelaksanaan keberlanjutan 

di tingkat sekolah dan desa. Kelompok ini juga memberikan pendampingan kepada kepala 

sekolah, KPL, kader desa, dan pemerintah desa dalam proses perencanaan dan 

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan penilaian layanan guru tiap 

bulan. Di Manggarai Timur telah diangkat seorang manajer dan sebuah tim khusus untuk 

mengelola program KIAT Guru. 

 

8.2.3.   Capaian, Tantangan, dan Peluang 

A. Capaian: Penerbitan Regulasi  

Mekanisme pemberdayaan masyarakat atau MPM program KIAT Guru memberikan 

wewenang yang besar kepada masyarakat untuk terlibat, mengawasi, dan memberikan 

penilaian atas pelaksanaan layanan pendidikan. Mekanisme pembayaran berbasis kinerja 

atau MPK kian memperkuat wewenang masyarakat, dengan hasil verifikasi kehadiran guru 
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atau hasil penilaian kualitas layanan oleh masyarakat menjadi dasar bagi besaran 

tunjangan yang diterima guru. Kedua mekanisme KIAT Guru ini membutuhkan terobosan 

kebijakan di tingkat nasional dan daerah.  

Di tingkat nasional, agar TKG dapat disalurkan berbasis kinerja dengan melibatkan 

masyarakat dalam penilaiannya, Kemendikbud menerbitkan sejumlah peraturan yang 

meliputi: 

i. Peraturan Mendikbud Nomor 12 Tahun 2017 yang diperbarui dengan Peraturan 

Mendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi, 

Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Salah 

satu pasalnya menetapkan bahwa menteri dapat menetapkan program prioritas 

dalam penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru. 

ii. Keputusan Mendikbud Nomor 99/P/2017 yang diperbarui dengan Keputusan 

Mendikbud Nomor 95/P/2018 tentang Program Prioritas dalam Pemberian 

Tunjangan Khusus, yang menetapkan program rintisan KIAT Guru sebagai 

program prioritas dalam pemberian tunjangan khusus guru pada 2017 dan 2018.  

iii. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 

1178/B/HK/2017 yang diperbarui dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Kemendikbud Nomor 11/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program 

Prioritas dalam Penyaluran Tunjangan Khusus, yang mengatur mekanisme 

pengaitan TKG dengan kehadiran dan kualitas layanan guru dan kepala sekolah. 

iv. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 

24199/HTK/2016 tentang Tim Koordinasi Nasional Program Rintisan Kebijakan 

Kinerja dan Akuntabilitas Guru, yang menetapkan anggota tim koordinasi nasional 

dan menunjuk Dirjen GTK dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan 

Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif TNP2K sebagai 

Ketua dan Wakil Ketua Tim Pengarah Program KIAT Guru. 

Di lima kabupaten lokasi pelaksanaan program rintisan, peraturan berikut diterbitkan 

sebagai turunan dari kebijakan nasional: 

i. Keputusan bupati tentang pembentukan tim koordinasi daerah pelaksanaan 

program rintisan kebijakan KIAT Guru.  

I II III IV I



INOVASI KEBIJAKAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

215Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
Melalui Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program

ii. Peraturan bupati tentang pelaksanaan program rintisan kebijakan KIAT Guru dan 

tentang petunjuk teknis tata cara pembayaran tunjangan khusus KIAT Guru. 

iii. Peraturan/keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang organisasi dan tata kelola 

penilaian layanan guru KIAT Guru.  

iv. Keputusan kepala desa tentang kader desa dan kelompok pengguna layanan KIAT 

Guru sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan layanan 

pendidikan serta penilaian kehadiran dan kualitas layanan. Surat keputusan ini 

menjadi dasar dalam pengalokasian APBDes untuk mendukung operasional 

kegiatan kader desa dan KPL.  

Kabupaten juga menerbitkan peraturan tambahan untuk meyakinkan pemerintah desa 

dalam memberikan dukungan anggaran kegiatan penilaian layanan di tingkat desa, di 

antaranya: 

i. Keputusan Bupati Landak Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penetapan Format dan 

Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, 

yang mengatur kode rekening untuk KIAT Guru.  

ii. Instruksi Bupati Manggarai Timur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Dukungan 

Operasional Kader dan Kelompok Pengguna Layanan Program Rintisan Kinerja 

dan Akuntabilitas Guru Melalui Dana Desa di APBDes 2018, yang memastikan 

anggaran operasional Kader dan KPL dalam APBDes 2018 menggunakan dana 

desa. 

iii. Surat Edaran Bupati Manggarai Timur Nomor Pem.130/353/XII/2018 tentang 

Finalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 dan Penyusunan 

APBDes Tahun Anggaran 2019, yang mengatur penggunaan dana desa untuk 

memperkuat kader pendidikan desa melalui kader pemberdayaan masyarakat 

desa (KPMD) guna memenuhi hak masyarakat terhadap akses pendidikan yang 

berkualitas. 

iv. Surat Edaran Bappeda Ketapang Nomor 050/0764/Bappeda-C tentang Rencana 

Kerja dan Strategi Keberlanjutan KIAT Guru, yang salah satu keputusannya terkait 

dengan penetapan alokasi anggaran Rp10 juta per tahun untuk desa dan mencakup 

proses penganggaran, pencairan, dan pelaporan anggaran. 



INOVASI KEBIJAKAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

216 Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
Melalui Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program

B. Capaian: Dampak KIAT Guru  

Pada tahap rintisan KIAT Guru, implementasi tiga kelompok pendekatan dilakukan di 203 

SD. Adapun penelitian dilakukan di 270 SD dengan menambahkan 67 SD kelompok 

kontrol. Hasil evaluasi Bank Dunia terhadap 270 SD menunjukkan peningkatan kehadiran 

guru dan murid di sekolah serta persentase kelas dengan guru. Kehadiran guru di sekolah 

meningkat dari 78 persen pada Oktober 2016 ke 83 persen pada Maret 2018. Pada periode 

yang sama, kehadiran murid di sekolah meningkat dari 89 persen ke 91 persen, sedangkan 

persentase kelas dengan guru meningkat dari 81 persen ke 87 persen (Grafik 8.3).  

 

Grafik 8.3 Peningkatan Kehadiran Guru dan Murid di Sekolah 

 

                          Sumber: Laporan KIAT Guru, 2018 

 

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan pada semua sekolah kelompok pendekatan dan 

kepuasan mereka terhadap kualitas pendidikan anak juga meningkat secara signifikan. 

Orang tua lebih rutin berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan pembelajaran 

anak dengan rerata tiga kali pertemuan dalam satu tahun akademik. Sebanyak 64 persen 

orang tua murid berpendapat bahwa kualitas pendidikan lebih baik dibandingkan dengan 

sebelum KIAT Guru dimulai, dengan hanya 28 persen orang tua yang menyatakan puas 

(Grafik 8.4).  
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Grafik 8.4 Persentase Orang Tua yang Berpendapat Bahwa Kualitas Pendidikan Lebih Baik Dibanding 

Tahun Sebelumnya 

 

                                                                                         Sumber: Laporan KIAT Guru, 2018 

 

Selanjutnya, peningkatan kehadiran guru dan murid juga meningkatkan hasil belajar murid 

dan menurunkan tingkat buta huruf dan buta angka (Grafik 8.5). Rerata bahasa Indonesia 

meningkat dari 37,5 persen pada Oktober 2016 ke 50 persen pada Maret 2018, sedangkan 

rerata matematika dari 37,4 persen ke 48,4 persen. Pada periode yang sama, tingkat buta 

huruf menurun dari 12,2 persen ke 1,7 persen, sedangkan tingkat buta angka menurun dari 

7,7 persen ke 0,4 persen.  
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Grafik 8.5 Hasil Belajar Murid dan Tingkat Buta Huruf dan Buta Angka

 

                     Sumber: Laporan KIAT Guru, 2018 

 

Dampak paling positif ditemukan pada kelompok sekolah yang menggabungkan MPM 

dengan MPK berbasis kehadiran guru (pendekatan kedua). Murid di kelompok ini dapat 

mencapai satu tahun pembelajaran sesuai kurikulum empat bulan lebih cepat daripada 

murid di sekolah kelompok kontrol (Grafik 8.6).  

 

Grafik 8.6 Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Satu Tahun Pembelajaran 

 
Sumber: Laporan KIAT Guru, 2018 
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Di sisi lain, sekalipun program KIAT Guru tidak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

APBN, realisasi penyaluran TKG yang dikaitkan dengan hasil penilaian kehadiran dan 

kualitas layanan guru untuk kelompok pendekatan kedua dan ketiga menghasilkan 

penghematan anggaran TKG sebesar 5,9 persen atau Rp2,33 miliar dari periode triwulan 

II 2017 sampai dengan triwulan IV 2018 (Tabel 8.5). Perlu dicatat bahwa angka untuk 

triwulan III 2018 bagi Manggarai Barat dan Landak serta semua kabupaten untuk triwulan 

IV 2018 adalah proksi dari hasil penilaian data KIAT Guru karena laporan realisasi 

penyaluran belum diterima tim KIAT Guru pusat pada saat laporan ini disusun 

 

Tabel 8.5 Penyaluran TKG di Sekolah Rintisan KIAT Guru 

Kelompok Alokasi Realisasi Penghematan 
(Rp) 

Penghematan 
(%) 

Kelompok 1 19.321.397.900  19.321.397.900  0 0,00% 

Kelompok 2 19.860.973.900  18.521.494.324  1.339.479.576  6,74% 

Kelompok 3 19.854.630.200  18.862.624.663  992.005.537  5,00% 

 

Total Penghematan Kelompok 2 
dan 3  2.331.485.114  5,9% 

Sumber: Laporan KIAT Guru, 2018 

 

C. Tantangan 

Terlepas dari capaian program yang memberikan harapan bagi peningkatan layanan dan 

capaian pendidikan di daerah terpencil, terdapat beberapa tantangan yang dapat 

memengaruhi keberlanjutan dan perluasan pelaksanaan KIAT Guru pada skala nasional.  

Pertama, sebagian besar pelaksanaan program selama tahap pra-rintisan maupun rintisan 

dilakukan oleh konsultan TNP2K dengan proses pemberdayaan masyarakat yang cukup 

lama. Hal ini menyebabkan munculnya kekhawatiran apakah proses yang sama dapat 

diadopsi oleh pemerintah. Karenanya, pada tahap perluasan, akan diujicobakan pelibatan 

pemangku kepentingan eksternal yang difasilitasi langsung oleh pihak sekolah.  

Kedua, pelaksanaan MPM dan MPK menambah beban administrasi pemerintah kabupaten 

dan Ditjen GTK Kemendikbud, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tunjangan 
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guru di SD rintisan KIAT Guru. Walaupun pertemuan rutin bulanan di tingkat desa 

dilaksanakan tepat waktu, proses penyampaian laporan ke Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan membutuhkan waktu, terutama karena kondisi geografis desa sangat 

terpencil dan minimnya akses transportasi dan koneksi internet.  

Ditambah lagi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebani tugas baru untuk 

memverifikasi hasil penilaian yang melibatkan uji petik oleh pengawas dan verifikasi 

administrasi. Karena itu, berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi dengan pemangku 

kepentingan di daerah, diusulkan dan disepakati sejumlah perbaikan dan penyederhanaan 

tata kelola pelaporan hasil penilaian yang didukung teknologi informasi, sehingga 

pelaksanaan pada 2019 dapat berjalan lebih lancar.  

Ketiga, adanya perbedaan mekanisme penyaluran TKG antara guru pegawai negeri dan 

guru bukan pegawai negeri menyebabkan keterlambatan dan berbedanya jadwal 

penerimaan TKG oleh guru. Penyaluran TKG untuk guru pegawai negeri didesentralisasi 

ke daerah, sedangkan untuk guru bukan pegawai negeri tetap terpusat melalui 

Kemendikbud, sehingga menyebabkan pembayaran TKG untuk guru bukan pegawai 

negeri cenderung berpotensi terlambat. Pembayaran guru pegawia negeri bisa segera 

dilakukan setelah hasil penilaian yang telah diverifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan guru bukan pegawai negeri pembayarannya 

menunggu hasil penilaian yang telah diverifikasi dan ditetapkan di tingkat kabupaten 

dikirimkan dan diterima oleh Ditjen GTK.  

Ke depan, jika mekanisme ini menjadi kebijakan nasional, perlu dipertimbangkan agar 

pembayaran guru bukan pegawai negeri juga didesentralisasikan ke daerah. Pelaksanaan 

usulan kebijakan ini memerlukan telaah berbagai regulasi terkait, dan melibatkan 

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dalam diskusinya.  

Keempat, pelaksanaan pembayaran TKG untuk November dan Desember tidak dapat 

didasarkan pada hasil penilaian layanan oleh masyarakat karena berakhirnya tahun 

anggaran dan kebutuhan untuk penutupan buku anggaran. Ke depan, jika menjadi 

kebijakan nasional, idealnya hasil penilaian untuk November dan Desember dapat 

diperhitungkan pada pembayaran tahun anggaran berikutnya.  
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Kelima, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembayaran tunjangan 

berbasis kinerja untuk guru yang mengikuti pelatihan. Pada Permendikbud 10/2018 

tentang Petunjuk Teknis Penyaluran TPG, TKG, dan Tambahan Penghasilan dijelaskan 

bahwa pembayaran TKG dihentikan untuk guru yang mendapatkan tugas belajar untuk 

bulan yang berjalan. Namun pada praktiknya, ketika sebagian guru dari SD rintisan KIAT 

Guru menjadi peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2018, TKG tetap 

disalurkan kepada para guru tersebut.  

Ke depan, jika hendak dijadikan kebijakan nasional, disarankan agar TKG bagi guru yang 

mengikuti pelatihan guru tetap dipotong sesuai dengan ketentuan. Guru yang mengikuti 

pelatihan pada kenyataannya menerima pengembangan kapasitas yang tidak didapatkan 

guru lain. Selain itu, kebanyakan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah juga 

memberikan uang saku bagi guru. Namun demikian, guru yang mengikuti pelatihan tidak 

dapat melakukan tugasnya di sekolah sehingga sudah selayaknya TKG tetap dipotong 

sesuai dengan ketidakhadiran mereka di sekolah.  

Pada lingkup yang lebih luas, regulasi nasional mengenai penggunaan dana desa masih 

belum sinkron dan harmonis. Tumpang-tindihnya kebijakan yang diterbitkan oleh 

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi menimbulkan penafsiran yang berbeda di lima kabupaten tempat 

pelaksanaan program dan berdampak pada alokasi anggaran dana desa. Sebagaimana 

disampaikan sebelumnya, komitmen pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan 

KIAT Guru meningkat secara signifikan sehingga semua desa mengalokasikan dana desa 

untuk program ini.  

Namun jumlah anggaran tiap kabupaten bervariasi. Demikian juga alokasi per desa di 

kabupaten yang sama. Pada 2017, alokasi anggaran APBDes per sekolah berkisar dari 

Rp1.472.000 di Sintang hingga Rp9.022.000 di Manggarai Timur. Pada 2018, alokasi 

anggaran APBDes per sekolah secara umum meningkat dengan kisaran Rp7.014.000 di 

Manggarai Barat hingga Rp19.800.000 di Manggarai Timur. Dalam kabupaten yang sama, 

alokasi APBDes untuk program ini juga sangat besar. Sebagai contoh di Sintang pada 

2017, rentangnya dari Rp750.000 hingga Rp6.400.000, sedangkan pada 2018 rentangnya 

dari Rp2.500.000 hingga Rp23.000.000. 
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Proses penentuan alokasi di setiap desa tidak merata, yang berakibat pada kekurangan 

maupun kelebihan anggaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial terhadao desa 

yang dianggap mendapatkan bantuan lebih banyak. Berdasarkan pembelajaran serta 

evaluasi bersama pemerintah daerah, diusulkan dan disepakati standardisasi besaran 

anggaran APBDes untuk KIAT Guru dan penerbitan peraturan bupati yang mencakup 

petunjuk teknis kegiatan yang perlu dibiayai.  

 

D. Peluang: Tahap Perluasan (2019) 

Hasil analisis Bank Dunia untuk tahap rintisan menunjukkan dampak positif yang signifikan, 

terutama untuk pendekatan kedua yang mengaitkan pembayaran TKG dengan kehadiran 

guru yang direkam dengan aplikasi KIAT Kamera dan diverifikasi oleh masyarakat. Kelima 

pemerintah kabupaten menyambut baik dampak positif ini dan berkomitmen untuk 

melanjutkan dan memperluas kegiatan pada 2019. 

Seluruh SD rintisan yang berjumlah 203 akan menerapkan pendekatan kedua. Selain itu, 

cakupan program akan diperluas ke 183 SD sangat tertinggal. Dengan penambahan ini, 

maka pada 2019 terdapat 386 SD yang menerapkan mekanisme KIAT Guru. Untuk 

mendukung pelaksanaan tahap perluasan ini, kelima pemerintah kabupaten akan 

mengalokasikan anggaran dari APBD senilai total Rp3,6 miliar dan APBDes dengan total 

Rp6,2 miliar untuk mendukung kegiatan KIAT Guru di tingkat daerah dan desa.  

Tahap perluasan ini akan menerapkan MPM yang disederhanakan, melibatkan komite 

sekolah, dan mendigitalkan proses penilaian, pelaporan, dan pembayaran TKG berbasis 

kehadiran guru. Dalam tahap ini, sekolah peserta akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:  

i. Kelompok A akan menjalankan program dengan dampingan dari kader desa 

dengan dukungan terbatas dari fasilitator. Kelompok pengguna layanan akan 

dibentuk untuk menilai kesepakatan layanan yang ditentukan dengan memilih tiga 

dari daftar panjang indikator layanan yang akan disediakan oleh tim pelaksana 

nasional.  

ii. Kelompok B akan menjalankan program secara mandiri. Kesepakatan layanan akan 

ditentukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan daftar panjang indikator 
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layanan dari tim pelaksana nasional. Komite sekolah dan kepala desa akan 

dilibatkan untuk menilai pelaksanaan indikator kesepakatan layanan untuk guru.  

Pada akhir tahap perluasan ini, rekomendasi kebijakan berbasis data yang paling mungkin 

diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat disampaikan. Keberhasilan rintisan 

TKG juga telah membuka peluang untuk merintis kaitan tunjangan profesi guru dengan 

kinerja.  

 

8.2.4 Pembelajaran Tingkat Kebijakan 

a. Empat Inovasi KIAT Guru 

Capaian KIAT Guru erat hubungannya dengan empat inovasi yang diterapkan, 

yakni penerbitan regulasi, penggunaan KIAT Kamera, pelaksanaan tes cepat 

kemampuan dasar murid, dan penilaian formulir layanan guru (Gambar 8.3).  

 

Gambar 8.3 Empat Inovasi Rintisan Kebijakan KIAT Guru 

 

        Sumber: TNP2K, 2016 
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i. Penerbitan regulasi yang sinkron dan saling mendukung dari tingkat nasional 

hingga tingkat desa mampu memayungi mekanisme pemberdayaan masyarakat 

dan pembayaran tunjangan guru berbasis kinerja. Selanjutnya, hal ini juga 

memperkuat posisi perwakilan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa 

dan melegitimasi input mereka dalam tata kelola penilaian kinerja guru di tingkat 

nasional. 

ii. KIAT Kamera sebagai aplikasi berbasis Android memberikan bukti akurat dan 

objektif mengenai kehadiran guru. Mekanisme penilaian guru oleh masyarakat 

merupakan hal yang baru. Keberadaan KIAT Kamera di sekolah kelompok 

pendekatan kedua membuat masyarakat lebih percaya diri dalam memberikan 

penilaian karena adanya bukti yang tidak bisa direkayasa. Guru juga tidak 

mempertanyakan hasil verifikasi masyarakat sehingga pertemuan dengan orang 

tua dan masyarakat dapat lebih produktif membahas kerja sama yang perlu 

diperbaiki untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar di sekolah dan di 

rumah.  

iii. Formulir layanan guru yang berisi 5-8 indikator sederhana untuk menilai kualitas 

layanan guru yang relevan bagi masyarakat. Indikator tersebut berdasarkan hasil 

kesepakatan antara guru dan perwakilan masyarakat dan orang tua, sehingga 

menggambarkan harapan pemangku kepentingan desa maupun sekolah 

terhadap bentuk layanan pendidikan yang berkualitas di lingkungan sekolah dan 

desa masing-masing. Karenanya, standar layanan yang disepakati sesuai dengan 

kondisi lokal dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.  

iv. Tes cepat hasil belajar murid adalah alat ukur sederhana yang dapat secara cepat 

dan komprehensif mengukur kemampuan dasar murid dalam membaca dan 

berhitung sesuai standar yang ditetapkan oleh kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) 2006. Pelaksanaan tes cepat melibatkan orang tua murid dan 

anggota masyarakat lainnya yang telah dilatih untuk menggunakan alat tersebut 

dalam mengevaluasi kemampuan anak. Hasil tes cepat memetakan kondisi 

pendidikan di sekolah, khususnya proporsi murid yang memiliki kemampuan 

sesuai dengan standar kelas maupun yang masih berada di bawah standar kelas 

(Gambar 8.4). Gambaran cepat capaian pendidikan tersebut kemudian 
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dipaparkan kepada guru dan masyarakat sebagai dasar untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki isi kesepakatan layanan agar lebih mendorong peningkatan hasil 

belajar murid. Melalui tes cepat, orang tua murid lebih memahami jenis 

pembelajaran yang seharusnya dikuasai oleh anak di setiap jenjang. Inovasi ini 

juga bertujuan untuk melengkapi dua instrumen nasional penilaian capaian 

belajar, yakni Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia 

(AKSI), yang dalam pelaksanaannya terbatas untuk murid di jenjang tertentu dan 

hanya dapat dilakukan pada akhir masa pembelajaran.  

 

Gambar 8.4 Contoh Hasil Tes Cepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Sumber: TNP2K, 2017 

 

b. Empat pembelajaran utama KIAT Guru untuk peningkatan mutu pendidikan 

meliputi:  

i. Melibatkan pihak eksternal tidak hanya pihak sekolah dalam meningkatkan hasil 

belajar murid, yang meliputi pemerintah daerah, pemerintah desa, pemerintah 

kecamatan, serta masyarakat dan orang tua murid. 

ii. Meningkatkan peran orang tua dalam pendidikan anak. Kesadaran orang tua murid 

untuk bertanggung jawab terhadap pembelajaran anak mendorong anak rajin 

belajar di rumah. 

Sumber: TNP2K, 2017
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iii. Menilai kinerja guru dengan indikator yang sederhana dan objektif agar dapat 

dinilai dengan mudah dan tepat. Di antaranya, kehadiran guru yang direkam 

menggunakan KIAT Kamera yang memberikan bukti objektif kepada guru dan 

orang tua bahwa guru hadir dan mengajar di kelas.  

iv. Mengaitkan pembayaran tunjangan guru dengan indikator kinerja yang sederhana 

dan objektif, yakni indikator kehadiran guru yang direkam dengan KIAT Kamera, 

sehingga dapat dinilai oleh guru dan masyarakat secara mudah. Hasil penilaian 

kehadiran guru tersebut dapat dikaitkan dengan jumlah tunjangan guru yang 

diberikan setiap bulan.  

 

8.3. Kebijakan Subsidi Energi Tepat Sasaran  

Meskipun undang-undang mengamanatkan bahwa subsidi energi bagi masyarakat miskin 

merupakan kewajiban pemerintah, kenyataannya sebagian besar subsidi ini dinikmati oleh 

kelompok masyarakat mampu. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan kebijakan 

subsidi energi berbasis komoditas, bukan berbasis rumah tangga.  

Dalam kebijakan subsidi energi berbasis komoditas, subsidi diberikan pada per liter BBM, 

per kilogram elpiji, dan per kWh (kilowatt jam) listrik. Sehingga, kelompok masyarakat 

mampu yang mengonsumsi BBM, elpiji, dan listrik lebih banyak menerima subsidi lebih 

besar daripada kelompok masyarakat miskin. 

Selain memberatkan APBN, kondisi ini menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Atas 

dasar ini, TNP2K mendukung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk 

menerapkan kebijakan subsidi energi tepat sasaran, khususnya subsidi listrik dan subsidi 

elpiji 3 kilogram. 

 

8.3.1.Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran  

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013, hanya sekitar 26 persen 

subsidi listrik diterima oleh kelompok 40 persen masyarakat dengan status sosial-ekonomi 

terendah. Sisanya, 74 persen, diterima oleh kelompok 60 persen masyarakat dengan 

tingkat kesejahteraan teratas. Bahkan, kelompok 20 persen masyarakat terkaya menerima 
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28 persen subsidi, melebihi kelompok 40 persen masyarakat terbawah. Dari sisi besaran 

subsidi, kelompok 10 persen terbawah hanya menerima sekitar Rp64.399/bulan, 

sedangkan kelompok 10 persen terkaya menerima Rp168.390/bulan. 

Hal ini terjadi karena siapa pun yang mengajukan sambungan baru untuk daya 450 VA 

dan 900 VA (kategori daya yang menerima subsidi), secara otomatis akan menerima 

subsidi. 

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, TNP2K terlibat dalam penyiapan kebijakan subsidi 

listrik yang lebih tepat sasaran. Upaya tersebut ditempuh dengan cara: 

1. Mendorong ketetapan bahwa hanya masyarakat yang tergolong miskin dan rentan 

yang dinyatakan berhak sebagai penerima subsidi listrik 

2. Mencocokan data rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin dan rentan 

dengan data pelanggan PLN sehingga dapat diketahui pelanggan PLN yang 

berhak menerima subsidi. 

3. Setelah kebijakan subsidi listrik tepat sasaran diterapkan, rumah tangga yang 

berhak menerima subsidi tetap membayar listrik sesuai dengan tarif subsidi. 

Adapun rumah tangga yang tidak berhak menerima subsidi akan membayar tarif 

listrik sesuai dengan tarif keekonomian. 

Pada 2015 dan 2016, total penerima subsidi listrik untuk kategori R/1 atau rumah tangga 

mencapai 45,1 juta rumah tangga, yang terdiri dari 22,8 juta rumah tangga dengan 

kategori daya 450 VA dan 22,3 juta pelanggan daya 900 VA. Total subsidi listrik pada 

2016 sebesar Rp65,15 triliun. 

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir 2015 kemudian 

menetapkan bahwa pelanggan listrik yang berhak menerima subsidi adalah mereka yang 

terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin atau DT-PPFM yang 

dikelola TNP2K dan Kementerian Sosial, yang saat itu berjumlah 24,7 juta rumah tangga.  

Proses Pencocokan Data Pelanggan PLN dengan Data Terpadu 

Pencocokan data data pelanggan PLN dengan data terpadu dilakukan untuk 

mengidentifikasi pelanggan PLN yang berhak menerima subsidi. Proses pencocokan tidak 

dapat dilakukan menggunakan data komputer karena tidak adanya pengidentifikasi umum 
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(common identifier) antara data pelanggan PLN dan data terpadu sehingga proses ini 

harus dilakukan melalui kunjungan atau verifikasi langsung ke setiap rumah tangga.  

Pada saat pencocokan, tercatat pengguna daya 450 VA berjumlah 14,7 juta rumah tangga, 

sedangkan pengguna daya 900 VA sebanyak 4,1 juta rumah tangga.  

Pencocokan data dilakukan dengan metodologi sebagai berikut: 

1. Penyerahan dan penjelasan data oleh TNP2K kepada Kementerian ESDM. 

2. Penyerahan dan penjelasan data oleh Kementerian ESDM kepada PLN. 

3. PLN melakukan pemilahan data berjenjang berdasarkan: (1) PLN wilayah/distribusi, 

(2) PLN area, dan (3) PLN rayon. 

4. PLN rayon mencetak formulir pencocokan data, yang berisi data rumah tangga 

dari DT-PPFM untuk diverifikasi berdasarkan kartu keluarga, kartu tanda 

penduduk, dan slip pembayaran listrik. 

5. Petugas dan karyawan PLN di seluruh rayon melakukan verifikasi langsung ke 

setiap rumah tangga dengan membawa formulir pencocokan data. 

6. Hasil pencocokan/temuan diinput ke dalam aplikasi pelanggan. 

7. Uji petik dilakukan oleh PLN rayon untuk memastikan kesesuaian entri data dengan 

kondisi lapangan. 

8. Penutupan proses oleh PLN rayon dengan melakukan penutupan pada aplikasi dan 

disertai pencetakan berita acara dan lampiran. 

Pencocokan data dilakukan dua tahap. Pencocokan tahap pertama pada pelanggan daya 

900 VA sebanyak 4,1 Juta rumah tangga yang dilakukan pada 2016. Pencocokan tahap 

kedua pada pelanggan daya 450 VA yang berjumlah 14,7 juta rumah tangga yang 

dilakukan pada 2017. Secara keseluruhan, proses pencocokan data terpadu dengan data 

pelanggan mencakup lebih dari 18,9 juta rumah tangga atau hampir 74 persen dari total 

rumah tangga dalam data terpadu yang jumlahnya 25,7 juta. 

Berdasarkan pencocokan data, sebanyak 95 persen rumah tangga dalam Pemutakhiran 

Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 berhasil ditemukan dan diverifikasi. Hasil pencocokan 

data juga menjadi masukan untuk memperbaiki kualitas PBDT 2015, di antaranya, melalui 
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perbaikan data nomor induk kependudukan, nama dan alamat, serta data rumah tangga 

yang anggota keluarganya meninggal, pindah, atau tidak dapat ditemukan. 

 

Grafik 8.7 Hasil Pemadanan Data Terpadu dengan Data Pelanggan PLN 

 

                       Sumber: TNP2K , 2018 

 

Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran 

Meskipun pencocokan data terpadu dengan data pelanggan PLN telah dilakukan, baik 

data penguna daya 450 VA maupun pengguna daya 900 VA, atas arahan Presiden RI 

kebijakan subsidi listrik tepat sasaran baru diberlakukan terhadap pelanggan daya 900 

VA. Kebijakan ini diterapkan sejak 1 Januari 2017. Rumah tangga yang tidak lagi berhak 

menerima subsidi secara bertahap membayar tarif keekonomian pada Januari hingga Mei 

2017, dengan rata-rata penyesuaian sebesar 32 persen setiap bulannya. 

 

 

Total data

Tidak ditemukan

900 VA 450 VA Gabungan

 4,152,714 

 196,521 

14,769,206 

 779,741  976,262 

 18,931,920 

95% Rumah Tangga
Berhasil ditemukan dan dicocokkan dengan Data Pelanggan PLN

Sumber: TNP2K, 2018
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Grafik 8.8 Penyesuaian Tarif R-2/900 VA (Rp/kWh) Menuju Tarif Keekonomian 

 

                      Sumber: TNP2K, 2018 

 

Dengan diterapkannya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran terhadap pelanggan daya 

900 VA, terdapat pengurangan sekitar 18 juta rumah tangga. Pengurangan tersebut 

berhasil menciptakan penghematan APBN sebesar Rp20,17 triliun.  

     

Tabel 8.6 Perbandingan Data Jumlah Penerima Subsidi Listrik dan Total Subsidi 

 2016 
(juta rumah tangga) 

2017 
(juta rumah 

tangga) 
450 VA 22,8 22,8 
900 VA 22,3 4,1 

Total 45,1  27,2 
Subsidi Rp65,15 triliun Rp44,98 triliun 

                               Sumber: TNP2K, 2018 

 

1.352

1.023

774
586

32%

32%

32%

Mei
2017

Maret
2017

Januari
2017

Desember
2016

Sumber: TNP2K, 2018
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Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik listrik tepat sasaran, total subsidi 

energi pada APBN 2017 mengalami penurunan sebesar 66,2 persen menjadi Rp77,3 triliun. 

Penghematan dari subsidi energi tersebut dapat dialihkan untuk menambah anggaran 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

 

Tabel 8.7 Perbandingan Subsidi Energi dengan Subsidi Lainnya Setelah Penerapan  

Subsidi Listrik Tepat Sasaran 

Anggaran APBN 2017 
(Rp Triliun) 

%  
Dari APBN 2016 

Pendidikan 416,1  27,4% 
Infrastruktur 387,3  123,4 % 
Kesehatan 104,3  83,2 % 
Subsidi Energi 77,3  66,2 % 

      Sumber: TNP2K, 2018 

 

Mekanisme Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran 

Menyadari dampak yang timbul akibat diberlakukannya program subsidi listrik tepat 

sasaran terhadap sekitar 18 juta rumah tangga yang tidak lagi mendapat subsidi karena 

dianggap tidak berhak atau tidak terdaftar dalam data terpadu, serta adanya 

kemungkinan terdapat kesalahan pengeluaran rumah tangga dari data terpadau atau 

exclusion error, TNP2K mendorong penyiapan mekanisme pengaduan program ini. 

Pengaduan terutama ditujukan bagi masyarakat yang terdampak program subsidi listrik 

tepat sasaran (inclusion maupun exclusion error), serta sebagai sarana sosialisasi bagi 

masyarakat yang ingin mengetahui segala sesuatu tentang program ini. 

Selain itu, mekanisme pengaduan diharapkan dapat meningkatkan jangkauan program 

subsidi listrik tepat sasaran, seperti akses bagi rumah tangga yang terdaftar dalam data 

terpadu tetapi belum memiliki sambungan listrik. Juga, untuk memudahkan petugas 

dalam memeriksa identitas pengadu dan menyandingkannya dengan informasi dalam 

data terpadu. 

Ihwal mekanisme pengaduan ini, TNP2K merancang formulir pengaduan yang dapat 

menjawab kebutuhan tersebut dan mengajukan ke direktorat teknis di Kementerian ESDM 
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TNP2K juga turut merancang mekanisme pengaduan yang melibatkan petugas dari 

berbagai kementerian dengan alur birokrasi yang minimum. 

 

Gambar 8.6 Mekanisme Pengaduan Masyarakat Kepesertaan Subsidi Listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Sumber: TNP2K, 2018 

 

Agar tercipta mekanisme yang baik dengan dukungan dari berbagai pihak, TNP2K 

menganjurkan direktorat teknis di kementerian untuk memberikan dukungan penuh 

terhadap mekanisme ini. Hasil dari advokasi ini adalah terbitnya Peraturan Menteri ESDM 

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk 

Rumah Tangga yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 

2018, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 671/4809/SJ tertanggal 16 

Desember 2016. 

Selain itu, direktorat teknis juga memfasilitasi dibentuknya posko pengaduan pusat yang 

menghimpun kementerian/lembaga yang terlibat dalam menangani pengaduan. Pos 

untuk mendapatkan persetujuan. Formulir pengaduan dirancang dengan 

mempertimbangkan faktor pemahaman masyarakat dan alur yang efisien. 

 

Gambar 8.5 Formulir Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: TNP2K, 2018
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TNP2K juga turut merancang mekanisme pengaduan yang melibatkan petugas dari 

berbagai kementerian dengan alur birokrasi yang minimum. 

 

Gambar 8.6 Mekanisme Pengaduan Masyarakat Kepesertaan Subsidi Listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Sumber: TNP2K, 2018 

 

Agar tercipta mekanisme yang baik dengan dukungan dari berbagai pihak, TNP2K 

menganjurkan direktorat teknis di kementerian untuk memberikan dukungan penuh 

terhadap mekanisme ini. Hasil dari advokasi ini adalah terbitnya Peraturan Menteri ESDM 

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk 

Rumah Tangga yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 

2018, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 671/4809/SJ tertanggal 16 

Desember 2016. 

Selain itu, direktorat teknis juga memfasilitasi dibentuknya posko pengaduan pusat yang 

menghimpun kementerian/lembaga yang terlibat dalam menangani pengaduan. Pos 

Desa/kelurahan

Entry dalam
formasi
tertentu

Kota/
kabupaten

Hasil laporan pengaduan

Entry
dalam

formasi
tertentu

Penyampaian
hasil penetapan
RTS bersubsidi
ke PLN

Penyampaian
hasil pemadaman
data ke DJK

Penugasan
kepada PLN untuk

pemaduan data

Tim
Posko

Entry aplikasi
berbasis web

Penyampaian
hasil penetapan
RTS bersubsidi
ke PLN

Kecamatan

Sumber: TNP2K, 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 29/2016 dan SE Mendagri No. 671/4809/SJ
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membagikan buku petunjuk teknis dan poster program subsidi listrik tepat sasaran 

di 1.000 desa/kelurahan. 

 

Gambar 8.7 Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan TNP2K dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran 

Suksesnya pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran menjadi contoh 

keberhasilan reformasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

TNP2K ikut terlibat sejak awal dalam menyusun kebijakan tersebut hingga pada saat 

laporan ini dibuat, terutama terkait dengan pelayanan pengaduan data. 

 

pengaduan secara rutin membahas permasalahan yang muncul di masyarakat yang masuk 

melalui pengaduan serta menjamin adanya tindak lanjut dari pengaduan yang diterima. 

Pos pengaduan juga memfasilitasi uji petik secara berkala untuk memastikan efektivitas 

serta kinerjanya.  

Sosialisasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran 

Menyadari nilai strategis kegiatan sosialisasi dalam sebuah kebijakan, TNP2K turut serta 

dalam mengembangkan strategi sosialisasi subsidi listrik tepat sasaran bersama 

Kementerian ESDM dan PLN.  

Pada program ini, sosialisasi tidak hanya dilakukan berjenjang sebagaimana umumnya, 

melainkan juga dilakukan secara langsung ke masyarakat (direct outreach). Secara umum, 

TNP2K berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosialisasi, misalnya, dengan menjadi 

narasumber pendamping atau sebagai narasumber utama. Khusus untuk sosialisasi direct 

outreach, TNP2K melaksanakannya sendiri dengan sumber daya sendiri. 

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan bersama TNP2K dengan Kementerian ESDM, 

Kementerian Dalam Negeri, dan PLN di antaranya: 

 Sosialisasi langsung melalui acara tatap muka bersama Direktorat Jenderal Bina 

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri ke pemerintah provinsi di 

seluruh Indonesia. 

 Sosialisasi langsung melalui acara tatap muka bersama Direktorat Jenderal 

Ketenagalistrikan Kementerian ESDM ke pemerintah kabupaten di seluruh 

Indonesia. 

 Sosialisasi untuk masyarakat umum melalui media massa bersama dengan 

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan 

Daerah, dan PLN dalam program talk show di televisi dan radio, dan program lain 

yang memanfaatkan media cetak dan elektronik. 

 Sosialisasi melalui media sosial dan digital. 

 Merancang dan menjalankan program sosialisasi yang menjangkau 100 

kabupaten/kota di 34 provinsi melalui pemasangan iklan di 127 stasiun radio serta 
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membagikan buku petunjuk teknis dan poster program subsidi listrik tepat sasaran 

di 1.000 desa/kelurahan. 

 

Gambar 8.7 Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan TNP2K dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran 

Suksesnya pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran menjadi contoh 

keberhasilan reformasi kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

TNP2K ikut terlibat sejak awal dalam menyusun kebijakan tersebut hingga pada saat 

laporan ini dibuat, terutama terkait dengan pelayanan pengaduan data. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETUNJUK TEKNIS 
 Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran 

 

KEMENTERIAN ENERGI 
DAN SUMBER DAYA MINERAL 

 

Sumber: TNP2K, 2018
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yang bertransformasi dari program Beras untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra) menjadi 

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). 

Proses integrasi ternyata membutuhkan waktu, sedangkan pelaksanaan kebijakan subsidi 

elpiji 3 kilogram mendesak untuk dilakukan. Karena itu, TNP2K memberikan dukungan 

kepada pemerintah dengan menyiapkan sebuah kajian atau uji coba yang dapat 

memberikan masukkan mengenai pelaksanaan subsidi elpiji 3 kilogram secara lebih tepat 

sasaran dan dapat dilaksanakan dalam waktu lebih cepat. 

 

Kebijakan Subsidi Elpiji 3 Kilogram dan Integrasi dengan Penyaluran Bantuan Pangan 

Secara Nontunai 

Pelaksanaan kebijakan subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran, tidak dapat dilepaskan dari 

pelaksanaan kebijakan penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara nontunai 

sebagaimana telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan penyaluran bantuan 

sosial secara nontunai telah dimulai dengan mentransformasi Rastra menjadi BPNT secara 

bertahap. Dengan kebijakan ini, selain untuk menjamin ketepatan sasaran, juga untuk 

menghindari penyalahgunaan karena rumah tangga sasaran penerima manfaat hanya 

dapat menggunakan bantuan dari pemerintah untuk membeli barang yang telah 

ditentukan sebelumnya di penjual yang telah terdaftar sebagai agen perbankan. 

Terkait dengan pelaksanaan program BPNT, Presiden telah memberikan arahan untuk 

mengintegrasikan seluruh bantuan sosial dan subsidi ke dalam penyaluran nontunai 

berbasis perbankan, termasuk subsidi elpiji 3 kilogram. Berdasarkan arahan Presiden 

tersebut, seluruh bantuan sosial serta subsidi kelak terintegrasi melalui sistem perbankan 

mulai dari tabungan basic saving account (BSA), penggunaan kartu untuk sistem 

pembayaran, hingga pemanfaatan teknologi dalam transaksi di penjual (merchant) 

penyedia barang, termasuk elpiji 3 kilogram. Hal ini sesuai dengan tujuan inklusi keuangan 

nasional yang merupakan bagian dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), dan 

mendukung ketepatan sasaran pemberian bantuan. 

Infrastruktur dan sistem yang telah dikembangkan untuk program BNPT ini, termasuk 

kartu yang digunakan, diharapkan menjadi tulang punggung pelaksanaan panyaluran 

Secara umum, keterlibatan TNP2K dalam kebijakan subsidi listrik tepat sasaran meliputi: 

1. Perumusan kebijakan bersama dengan Kementerian ESDM dan PLN. 

2. Proses perencanaan anggaran bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal, 

Kementerian ESDM, dan PLN. 

3. Penyusunan regulasi kebijakan bersama dengan Kementerian ESDM dan 

Kementerian Dalam Negeri. 

4. Penyiapan dan pengelolaan data terpadu untuk digunakan sebagai data penerima 

subsidi listrik. 

5. Penyusunan mekanisme pengaduan bersama dengan Kementerian ESDM, 

Kementerian Dalam Negeri, dan PLN. 

6. Merancang strategi sosialisasi dan advokasi kebijakan, serta ikut dalam setiap 

kegiatan sosialisasi dan advokasi untuk pemangku kepentingan. 

 

8.3.2. Kebijakan Subsidi Elpiji 3 Kilogram Tepat Sasaran 

Sama halnya dengan kebijakan subsidi listrik, data menunjukkan bahwa 40 persen 

masyarakat dengan status kesejahteraan terbawah umumnya menerima subsidi elpiji 3 

kilogram lebih kecil dibandingkan kelompok mampu. Tidak tepatnya sasaran karena 

subsidi diberikan berdasarkan barang atau komoditas, sehingga kelompok masyarakat 

yang lebih banyak mengonsumsi elpiji 3 kilogram menikmati subsidi lebih besar.  

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan bahwa subsidi listrik dan subsidi 

elpiji 3 kilogram hanya diberikan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro dan kecil. 

Data masyarakat miskin penerima subsidi listrik dan elpiji 3 kilogram didasarkan pada data 

dari DT-PPFM yang dikelola bersama oleh Kementerian Sosial dan TNP2K. 

Implementasi kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran yang dilaksanakan pada 2017 

terhadap pelanggan daya 900 VA berhasil mendatangkan penghematan sebesar Rp20,17 

triliun. Namun kebijakan subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran, yang berpotensi 

menghemat APBN sebesar Rp18,8 triliun, masih belum terlaksana. Penyebabnya, ada 

kendala dalam proses integrasi penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram dengan bantuan sosial 
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yang bertransformasi dari program Beras untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra) menjadi 

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). 

Proses integrasi ternyata membutuhkan waktu, sedangkan pelaksanaan kebijakan subsidi 

elpiji 3 kilogram mendesak untuk dilakukan. Karena itu, TNP2K memberikan dukungan 

kepada pemerintah dengan menyiapkan sebuah kajian atau uji coba yang dapat 

memberikan masukkan mengenai pelaksanaan subsidi elpiji 3 kilogram secara lebih tepat 

sasaran dan dapat dilaksanakan dalam waktu lebih cepat. 

 

Kebijakan Subsidi Elpiji 3 Kilogram dan Integrasi dengan Penyaluran Bantuan Pangan 

Secara Nontunai 

Pelaksanaan kebijakan subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran, tidak dapat dilepaskan dari 

pelaksanaan kebijakan penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara nontunai 

sebagaimana telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan penyaluran bantuan 

sosial secara nontunai telah dimulai dengan mentransformasi Rastra menjadi BPNT secara 

bertahap. Dengan kebijakan ini, selain untuk menjamin ketepatan sasaran, juga untuk 

menghindari penyalahgunaan karena rumah tangga sasaran penerima manfaat hanya 

dapat menggunakan bantuan dari pemerintah untuk membeli barang yang telah 

ditentukan sebelumnya di penjual yang telah terdaftar sebagai agen perbankan. 

Terkait dengan pelaksanaan program BPNT, Presiden telah memberikan arahan untuk 

mengintegrasikan seluruh bantuan sosial dan subsidi ke dalam penyaluran nontunai 

berbasis perbankan, termasuk subsidi elpiji 3 kilogram. Berdasarkan arahan Presiden 

tersebut, seluruh bantuan sosial serta subsidi kelak terintegrasi melalui sistem perbankan 

mulai dari tabungan basic saving account (BSA), penggunaan kartu untuk sistem 

pembayaran, hingga pemanfaatan teknologi dalam transaksi di penjual (merchant) 

penyedia barang, termasuk elpiji 3 kilogram. Hal ini sesuai dengan tujuan inklusi keuangan 

nasional yang merupakan bagian dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), dan 

mendukung ketepatan sasaran pemberian bantuan. 

Infrastruktur dan sistem yang telah dikembangkan untuk program BNPT ini, termasuk 

kartu yang digunakan, diharapkan menjadi tulang punggung pelaksanaan panyaluran 
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Dengan kondisi di atas, pada saat ini agak sulit untuk langsung menggunakan sistem dan 

mekanisme yang telah ditetapkan dalam program BPNT untuk diintegrasikan dengan 

pelaksanaan penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram.  

Sementara, jika kita harus menunggu peningkatan cakupan program BPNT mendekati 

jumlah penerima subsidi elpiji 3 kilogram, hal ini akan membutuhkan waktu yang lama. 

Padahal dengan naiknya harga minyak dunia yang memengaruhi harga elpiji, beban APBN 

kian besar.  

 

Usulan TNP2K untuk Kebijakan Subsidi Elpiji 3 Kilogram Tepat Sasaran 

Pembahasan mekanisme penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram sebenarnya telah dilakukan 

sejak 2017, yang menghasilkan sejumlah keputusan di tingkat menteri. TNP2K sendiri 

mengusulkan konsep mekanisme subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran tersebut sebagai 

berikut: 

1. Sesuai arahan Presiden. Kebijakan subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran tetap 

dilaksanakan dalam kerangka penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara 

elektronik melalui sistem perbankan sesuai dengan keputusan Presiden.  

2. Menggunakan data dari DT-PPFM. Penerima manfaat subsidi elpiji 3 kilogram 

hanya untuk masyarakat miskin dan rentan yang termasuk dalam data terpadu 

yang jumlahnya 25,7 juta rumah tangga. Data untuk penyaluran subsidi elpiji 3 

kilogram sebaiknya menggunakan data yang telah digunakan dalam program 

subsidi listrik tepat sasaran. PLN telah melakukan verifikasi terhadap hampir 20 

juta rumah tangga. 

3. Elpiji 3 kilogram dijual pada harga keekonomian. Jika kebijakan subsidi ini 

dilaksanakan, elpiji 3 kilogram dapat dijual pada harga keekonomian sama dengan 

harga elpiji nonsubsidi. Dengan demikian tidak terdapat disparitas harga di pasar. 

4. Besaran subsidi tetap. Subsidi elpiji 3 kilogram kepada penerima manfaat 

diberikan dalam jumlah tetap, artinya, semua penerima manfaat akan 

mendapatkan besaran subsidi yang sama tiap bulan dan tidak berdasarkan jumlah 

pemakaian. 

bantuan sosial dan subsidi lainnya, termasuk subsidi elpiji 3 kilogram. Namun hal ini justru 

membuat pelaksanaan penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram menemui hambatan. 

 

Kendala Integrasi Penyaluran Subsidi Elpiji 3 Kilogram dengan BPNT 

Sekalipun telah menjadi keputusan Presiden, integrasi penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram 

dengan BPNT tidak mudah dilaksanakan karena terdapat sejumlah kendala. Di antaranya: 

1. Masih terdapat jarak yang lebar antara implementasi pada tahun 2018 dan kondisi 

ideal yang diharapkan karena jumlah kartu yang terdistribusi jauh lebih sedikit 

daripada jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat. Sampai Mei 2018 kartu 

untuk BPNT yang terdistribusi baru sekitar 5,1 juta, sedangkan calon penerima 

subsidi elpiji 3 kilogram yang telah diputuskan pemerintah dan DPR mencapai 25,7 

juta rumah tangga. Selain itu, sekalipun seluruh penerima manfaat program Rastra 

berhasil dikonversi menjadi penerima BPNT, masih akan tetap ada selisih yang 

besar karena penerima program Rastra berjumlah 15,5 juta rumah tangga. 

Sehingga, terdapat selisih lebih dari 10 juta rumah tangga. 

2. Kebutuhan infrastruktur untuk melaksanakan penyaluran BPNT membutuhkan 

biaya yang besar untuk pencetakan kartu, distribusi kartu, dan penyediaan alat 

transaksi pembayaran dalam bentuk electronic data capture (EDC). Kebutuhan 

biaya ini umumnya tidak dialokasikan dalam ABPN dan perlu pembahasan yang 

lama ihwal kementerian mana yang harus mengeluarkan biaya untuk penyediaan 

infrastruktur ini. 

3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi TNP2K masih banyak permasalahan 

dalam implementasi penyaluran BPNT yang masih muncul, seperti dari proses 

registrasi, pencairan bantuan, pengadaan barang yang akan ditukarkan, akuisisi 

merchant, pemilihan merchant oleh penerima manfaat, serta perubahan perilaku 

penerima manfaat seperti menghapal PIN ( Personal Indentification Number), 

menyimpan kartu dan membawa kartu pada saat transaksi yang masih harus 

diperbaiki 
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Dengan kondisi di atas, pada saat ini agak sulit untuk langsung menggunakan sistem dan 

mekanisme yang telah ditetapkan dalam program BPNT untuk diintegrasikan dengan 

pelaksanaan penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram.  

Sementara, jika kita harus menunggu peningkatan cakupan program BPNT mendekati 

jumlah penerima subsidi elpiji 3 kilogram, hal ini akan membutuhkan waktu yang lama. 

Padahal dengan naiknya harga minyak dunia yang memengaruhi harga elpiji, beban APBN 

kian besar.  

 

Usulan TNP2K untuk Kebijakan Subsidi Elpiji 3 Kilogram Tepat Sasaran 

Pembahasan mekanisme penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram sebenarnya telah dilakukan 

sejak 2017, yang menghasilkan sejumlah keputusan di tingkat menteri. TNP2K sendiri 

mengusulkan konsep mekanisme subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran tersebut sebagai 

berikut: 

1. Sesuai arahan Presiden. Kebijakan subsidi elpiji 3 kilogram tepat sasaran tetap 

dilaksanakan dalam kerangka penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara 

elektronik melalui sistem perbankan sesuai dengan keputusan Presiden.  

2. Menggunakan data dari DT-PPFM. Penerima manfaat subsidi elpiji 3 kilogram 

hanya untuk masyarakat miskin dan rentan yang termasuk dalam data terpadu 

yang jumlahnya 25,7 juta rumah tangga. Data untuk penyaluran subsidi elpiji 3 

kilogram sebaiknya menggunakan data yang telah digunakan dalam program 

subsidi listrik tepat sasaran. PLN telah melakukan verifikasi terhadap hampir 20 

juta rumah tangga. 

3. Elpiji 3 kilogram dijual pada harga keekonomian. Jika kebijakan subsidi ini 

dilaksanakan, elpiji 3 kilogram dapat dijual pada harga keekonomian sama dengan 

harga elpiji nonsubsidi. Dengan demikian tidak terdapat disparitas harga di pasar. 

4. Besaran subsidi tetap. Subsidi elpiji 3 kilogram kepada penerima manfaat 

diberikan dalam jumlah tetap, artinya, semua penerima manfaat akan 

mendapatkan besaran subsidi yang sama tiap bulan dan tidak berdasarkan jumlah 

pemakaian. 
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a. Mudah dan murah penggunaannya karena tidak memerlukan pencetakan 

kartu bagi penerima manfaat dan tidak memerlukan alat transaksi EDC bagi 

merchant. 

b. Dengan penggunaan perangkat transaksi ini, biaya pencetakan dan distribusi 

kartu tidak diperlukan. Sehingga, dalam implementasi kebijakannya, 

pemerintah tidak memerlukan biaya untuk kedua hal tersebut. 

c. Perangkat transaksi ini dapat diubah sewaktu-waktu jika cakupan program 

BPNT yang menggunakan kartu sudah mencukupi. Dengan kata lain, 

penerima manfaat program yang menggunakan sistem ini tinggal diberi kartu 

dan akan langsung terintegrasi dengan sistem BPNT. 

d. Dalam pelaksanaan uji coba ini, TNP2K akan bekerja sama dengan dua 

institusi keuangan berbasis teknologi yang berafiliasi dengan bank anggota 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang masing-masing memiliki model 

yang berbeda dalam mekanisme pemanfaatannya. 

4. Merchant. Penjual atau merchant yang akan digunakan adalah mereka yang saat 

ini sudah menjadi penjual atau agen elpiji. Dengan penggunaan teknologi 

keuangan dan tanpa memakai EDC, akuisisi merchant dapat dilakukan lebih cepat.  

 

Tahapan pelaksanaan uji coba sebagai berikut: 

1. Penyiapan data penerima manfaat. 

2. Pengiriman surat undangan/sosialisasi untuk calon penerima manfaat. 

3. Registrasi rumah tangga penerima manfaat dan pembukaan rekening tabungan 

BSA bila belum memiliki akun. Proses ini sekaligus melengkapi data sesuai dengan 

prinsip mengenal nasabah atau know your customer (KYC) serta registrasi nomor 

telepon seluler penerima manfaat. 

4. Penyaluran bantuan melalui rekening tabungan bank, dengan proses penyaluran 

tahap pertama dan tahap kedua masing-masing sejumlah Rp45.000. 

 

5. Besaran subsidi sesuai dengan rata-rata penggunaan saat ini. Besaran subsidi 

diusulkan sesuai dengan rata-rata subsidi yang diterima selama ini, yaitu sebesar 

Rp5.000/kilogram atau Rp15.000/tabung. Dengan asumsi penerima manfaat 

menggunakan tiga tabung dalam satu bulan, subsidi diberikan sebesar 

Rp45.000/bulan kepada setiap rumah tangga. 

6. Rumah tangga diprioritaskan. Kebijakan subsidi elpiji 3 kilogram untuk rumah 

tangga miskin dan rentan dilaksanakan terlebih dahulu daripada untuk usaha mikro 

dan kecil. Diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai penerima manfaat serta 

besaran subsidinya meskipun penyalurannya dapat menggunakan mekanisme 

yang sama.  

 

Uji Coba Penyaluran Subsidi Elpiji 3 Kilogram 

Studi atau kajian melalui uji coba penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram dilakukan untuk 

menawarkan solusi penyaluran yang mudah dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, 

tetapi tetap berada dalam skema integrasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi sesuai 

arahan Presiden. Melalui uji coba, diharapkan ada tawaran solusi untuk mengatasi kendala 

integrasi, seperti perbedaan jumlah cakupan yang besar dalam program subsidi elpiji 3 

kilogram dan BPNT, serta masalah penyediaan infrastruktur. Tawaran ini dapat menjadi 

solusi sementara sebelum integrasi, tetapi juga dimungkinkan menjadi solusi permanen. 

Konsep penyaluran yang diuji coba meliputi: 

1. Penerima manfaat. Penerima manfaat dalam uji coba ini merupakan penerima 

manfaat dalam DT-PPFM. 

2. Penggunaan tabungan basic saving account (BSA). Uji coba ini tetap mengikuti 

arahan Presiden mengenai penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara nontunai 

dengan menggunakan sistem perbankan. 

3. Penggunaan moda transaksi berbasis teknologi fintech . Agak berbeda 

dengan penyaluran bantuan dalam program BPNT yang menggunakan kartu, uji 

coba ini menggunakan alat transaksi berbasis teknologi keuangan. Alasannya: 
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a. Mudah dan murah penggunaannya karena tidak memerlukan pencetakan 

kartu bagi penerima manfaat dan tidak memerlukan alat transaksi EDC bagi 

merchant. 

b. Dengan penggunaan perangkat transaksi ini, biaya pencetakan dan distribusi 

kartu tidak diperlukan. Sehingga, dalam implementasi kebijakannya, 

pemerintah tidak memerlukan biaya untuk kedua hal tersebut. 

c. Perangkat transaksi ini dapat diubah sewaktu-waktu jika cakupan program 

BPNT yang menggunakan kartu sudah mencukupi. Dengan kata lain, 

penerima manfaat program yang menggunakan sistem ini tinggal diberi kartu 

dan akan langsung terintegrasi dengan sistem BPNT. 

d. Dalam pelaksanaan uji coba ini, TNP2K akan bekerja sama dengan dua 

institusi keuangan berbasis teknologi yang berafiliasi dengan bank anggota 

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang masing-masing memiliki model 

yang berbeda dalam mekanisme pemanfaatannya. 

4. Merchant. Penjual atau merchant yang akan digunakan adalah mereka yang saat 

ini sudah menjadi penjual atau agen elpiji. Dengan penggunaan teknologi 

keuangan dan tanpa memakai EDC, akuisisi merchant dapat dilakukan lebih cepat.  

 

Tahapan pelaksanaan uji coba sebagai berikut: 

1. Penyiapan data penerima manfaat. 

2. Pengiriman surat undangan/sosialisasi untuk calon penerima manfaat. 

3. Registrasi rumah tangga penerima manfaat dan pembukaan rekening tabungan 

BSA bila belum memiliki akun. Proses ini sekaligus melengkapi data sesuai dengan 

prinsip mengenal nasabah atau know your customer (KYC) serta registrasi nomor 

telepon seluler penerima manfaat. 

4. Penyaluran bantuan melalui rekening tabungan bank, dengan proses penyaluran 

tahap pertama dan tahap kedua masing-masing sejumlah Rp45.000. 
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menggunakan sistem e-voucher yang mengharuskan menghafal PIN - beberapa 

masih suka lupa PIN, dan/atau salah mendaftarkan nomor telepon. (3) Kesiapan 

penjual Elpiji di toko, banyak yang belum sigap melayani dengan proses transaksi, 

terutama mengikuti SOP transaksi, (4) proses sosialisasi dan edukasi yang masih 

harus ditingkatkan, dan (5) perlu perbaikan kualitas aplikasi untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan secara nasional.  

6. Secara umum dapat disimpulkan, penggunaan teknologi keuangan yang 

diujicobakan yaitu Biometrik dan e-voucher dapat menjadi pilihan alternatif 

penyaluran subsidi termasuk Elpiji dan cenderung lebih baik dibandingkan dengan 

menggunakan kartu.  

7. Perbandingan Penggunaan Kartu dan Teknologi Keuangan (Biometrik dan  

e-Voucher) untuk penyaluran subsidi Elpiji atau subsidi lain. 

Hasil Uji Coba tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Uji coba pemanfaatan teknologi keuangan biometrik dan voucher elektronik untuk 

penyaluran subsidi Elpiji yang dijalankan di 7 wilayah kabupaten/kota dan 

menjangkau 14.193 rumah tangga sasaran dan 172 toko Elpiji berlangsung dengan 

baik. 3 (tiga) metode teknologi keuangan yaitu: (1) Teknologi biometrik wajah 

dan/atau sidik jari, (2) Teknologi biometrik sidik jari, dan (3) Teknologi e-voucher 

melalui SMS, semuanya berhasil diujicobakan.  

2. Keseluruhan tahapan uji coba yang dilakukan selama 5 bulan sejak Desember 2018, 

mulai dari penyiapan data dan toko Elpiji, sosialisasi dan edukasi, registrasi,  

penyaluran bantuan melalui bank, dan transaksi pembelian Elpiji oleh penerima 

manfaat, selesai dijalankan sesuai rencana. Pada tanggal 15 Mei batas akhir 

penggunaan manfaat atau transaksi pembelian Elpiji di toko-toko Elpiji yang ikut 

kerjasama di 7 wilayah di Indonesia. Dan juga telah dilanjutkan dengan kegiatan 

monitoring dan evaluasi sampai tanggal 23 Mei 2019.  

3. Secara umum, gambaran hasil uji coba adalah sebagai berikut: (1) Mekanisme yang 

diujicobakan serta pilihan teknologi yang digunakan dapat berjalan dengan baik, 

(2) Masyarakat penerima manfaat cukup mudah dalam melalukan transaksi 

pembelian Elpiji, karena hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa 

memerlukan perubahan perilaku, (3) Agen/Penjual Elpiji dapat melakukan proses 

transaksi dengan lancar, dimana proses transaksi untuk setiap penerima manfaat 

berlangsung rata-rata 2 sampai 3 menit secara keseluruhan mulai dari datang ke 

toko sampai mengambil Elpiji. (4) Untuk proses verifikasi wajah berlangsung tanpa 

masalah, tapi untuk penggunaan sidik jari butuh waktu lebih lama, (5) Untuk 

metode verifikasi dengan kode voucher juga berlangsung lancar, tapi dalam jumlah 

yang sedikit terkendala akibat penerima manfaat tidak mengingat nomor PIN.  

4. Prosentasi penyaluran, atau jumlah masyarakat yang melakukan   transaksi sampai 

batas waktu rata-rata 84% di seluruh wilayah. Dengan wilayah penyaluran tertinggi 

di Tomohon sebanyak 96%.  

5. Beberapa kendala yang ditemui umumnya: (1) Masalah sinyal HP. Jika kualitas sinyal 

kurang bagus berpengaruh terhadap proses transaksi, (2) Kesiapan masyarakat 

sebagai penerima manfaat untuk melakukan perubahan perilaku, terutama yang 
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menggunakan sistem e-voucher yang mengharuskan menghafal PIN - beberapa 

masih suka lupa PIN, dan/atau salah mendaftarkan nomor telepon. (3) Kesiapan 

penjual Elpiji di toko, banyak yang belum sigap melayani dengan proses transaksi, 

terutama mengikuti SOP transaksi, (4) proses sosialisasi dan edukasi yang masih 

harus ditingkatkan, dan (5) perlu perbaikan kualitas aplikasi untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan secara nasional.  

6. Secara umum dapat disimpulkan, penggunaan teknologi keuangan yang 

diujicobakan yaitu Biometrik dan e-voucher dapat menjadi pilihan alternatif 

penyaluran subsidi termasuk Elpiji dan cenderung lebih baik dibandingkan dengan 

menggunakan kartu.  

7. Perbandingan Penggunaan Kartu dan Teknologi Keuangan (Biometrik dan  

e-Voucher) untuk penyaluran subsidi Elpiji atau subsidi lain. 

Tabel 8.8 Perbandingan Aspek Uji Coba dengan FINTECH yang Diujicobakan

*) Teknologi Keuangan dengan menggunakan Biometrik Wajah merupakan metode  yang paling optimal

Sumber: TNP2K, 2018
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U P AYA  P ER  C E PATAN  
P EN  C EGA   H AN   S T U N T I N G

Tabel 8.9 Perbandingan Penggunaan Metode Untuk Penyaluran Bantuan Sosial/Subsidi Pemerintah

Sumber: TNP2K, 2018

*

*) Penggunaan Metode Teknologi Keuangan (Financial Technology/FINTECH) lebih efisien dan lebih murah  
    untuk penyaluran bantuan sosial/ subsidi Pemerintah.  
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Sumber: Riskesdas 2013 dan 2018, diolah Balitbangkes
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Kampanye
Nasional dan 
Komunikasi
Perubahan

Perilaku

Konvergensi
Program Pusat, 

Daerah, dan Desa

Pemantauan
dan Evaluasi

Komitmen dan
Visi

Kepemimpinan
Nasional dan 

Daerah

Ketahanan
Pangan dan Gizi

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4 PILAR 5

Sumber: Strategi Nasiional Percepatan Pencegahan Stunting, 2018-2014
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PEMETAAN PEMANFAATAN ANGGARAN DARI TINGKAT PUSAT HINGGA DESA
Memastikan Konvergensi Upaya Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di Desa

PEMETAAN PEMANFAATAN ANGGARAN DARI TINGKAT PUSAT HINGGA DESA
Memastikan Konvergensi Upaya Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) di Desa

Anggaran K/L

Anggaran non-K/L

APBD

Dana Tugas Pembantuan: 
Ditugaskan ke Gub/Bupati/Walikota

Dana Dekonsentrasi: 
Dilimpahkan ke Gubernur

Masuk dalam
APBD

Belanja
Pemerintah

(Pusat)

Transfer 
ke Daerah dan 

Dana Desa 
(TKDD)

Kementerian/Lembaga 
mendanai Kewenangan 

6 Urusan (Mutlak)

Dana Vertikal

Program/Kegiatan Pusat (K/L)

Dana Sektoral: Dikerjakan oleh UPT

Specific grant, penggunaanya
di-earmark untuk bidang tertentu

Block Grant

DAK

Dana Otsus dan
Keistimewaan DIY

DAU

Dana Perimbangan

Mendanai Kewenangan
Diluar 6 Urusan

Subsidi

APBN

DBH

APBDes:
Program/Kegiatan Desa

Dana Insentif
Daerah

Alokasi Dana Desa

Dana Desa

Mendanai kebijakan tertentu
Pemerintah (misal: infrastruktur)

DESA

1. Intervensi 
sasaran 
ibu hamil

2. Intervensi 
sasaran ibu 
menyusui dan 
anak 0-6 bulan

3. ... dst ...
4. Intervensi air 

bersih
5. Sanitasi
6. Edukasi
7. ... dst ...

Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, 2018-2024

Kota bahkan Pemerintah Desa juga telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program 

dan kegiatan untuk percepatan pencegahan stunting. Dengan kondisi seperti ini, sulit untuk 

menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan di tingkat kabupaten/

kota dan desa.

Sebagai contoh, pembiayaan pembangunan prasarana air bersih atau pembangunan 

sanitasi, dapat bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, maupun dari dana perimbangan seperti DAU, 

DBH, dan DAK. Kompleksitas ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan siapa yang akan 

melakukan koordinasi dan sinkronisasi agar program dan kegiatan menjadi konvergen di 

tingkat desa. Sehingga dapat saja terjadi, di satu desa memperoleh kegiatan pembangunan 

yang tumpang tindih karena berasal dari sumber yang berbeda, tetapi di desa lain sama sekali 

tidak memperoleh kegiatan pembangunan tersebut. Kelemahan koordinasi dan sinkronisasi 

ini mengakibatkan sulitnya untuk mengetahui apakah suatu desa telah memperoleh seluruh 

program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mengurangi prevalensi kekerdilan (stunting).

Gambar 4. Sumber Pembiayaan Pemerintah untuk Pencegahan Stunting

Specific grant, penggunaannya 
di-earmark untuk bidang tertentu
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10.1.  Pengantar 

Upaya penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya bersama dari 

semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi dan kemitraan dengan 

semua pihak. Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, kalangan swasta, kalangan 

organisasi kemasyarakatan, kalangan universitas dan akademisi, kalangan politik dan 

tentunya masyarakat sendiri perlu membangun visi yang sama, pola pikir dan juga pola 

tindak yang saling menguatkan dengan difokuskan pada upaya penanggulangan 

kemiskinan.  

Dalam kemitraan yang saling menguatkan inilah maka berbagai sasaran peningkatan 

kesejahteraan dapat dicapai dengan baik. Pemerintah harus sangat mendukung setiap 

prakarsa dan inovasi yang dijanjikan serta dikembangkan oleh semua pihak dalam 

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ini. 

Peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha 

mengurangi kemiskinan, sehingga konsep pembangunan partisipatif bisa 

terealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan partisipatif 

merupakan Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan 

perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya 

bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga 

nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari 

bawah (bottom-up). 

Bab ini akan mendiskusikan satu inisiatif TNP2K terkait upaya untuk memfasilitasi 

peran dan sumbangan aktor non-pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di 

Indonesia. Aktor non-pemerintah yang dimaksud mencakup dunia usaha/sektor 

swasta maupun unsur masyarakat lainnya (Organisasi Sosial, Donor, dan lainnya). 

Inisiatif memberikan landasan sekaligus kerangka kerjasama antara pemerintah dan 

aktor-aktor non pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, termasuk menyangkut 

pembagian peran dan tugas masing-masing aktor, dan bagamana aktor-aktor 

pemerintah dan non-pemerintah akan bekerja bersama. Inisiatif ini juga bertujuan 

untuk memastikan bahwa kerjasama tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan 

prinsip-prinsip akuntabilitas dan menghasilkan dampak yang efektif dalam mengatasi 

permasalahan-permasalahan terkait kemiskinan. 
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10.2. Membangun Kerangka Kerja Bersama Kemitraan antara Pemerintah,  

Dunia Usaha dan Masyarakat  

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah tidak dapat menyelesaikan 

seluruh persoalan tanpa dukungan dari pihak lain seperti dunia usaha dan masyarakat. 

Di sisi lain, banyak perusahaan, swasta dan kelompok masyarakat yang telah 

mengembangkan dan menjalankan berbagai macam program atau inisatif yang 

bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Sayangnya, berbagai program atau 

inisiatif tersebut banyak yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, 

seringkali salah sasaran, atau tidak adanya strategi untuk memastikan 

keberlanjutannya.  

Sejak tahun 2016, Sekretariat TNP2K mengembangkan suatu desain kerangka kerja 

kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, dunia usaha, dan masyarakat 

melalui Kerangka Kerja Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan.  

 

Gambar 10.1. Kerangka Kerja Bersama Kemitraan Untuk Penanggulangan Kemiskinan 

Sumber: TNP2K, 2016 

62

Kebijakan, data,
dan anggaran program

Pemerintah

Partisipasi 
pemberdayaan

Dunia Usaha

Sumber daya
dan inovasi

Tahapan

Project management

Fund management

Evidence-based needs assessment

Kebutuhan pendanaan

Implementasi

Penerima Manfaat

Rencana aksi

Shared Value dan Economic Value

Kerangka kerja bersama untuk penanggulangan 
kemiskinan

Masyarakat



KEMITRAAN DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

286 Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
Melalui Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program

 
 

Dengan kerangka kerja tersebut, TNP2K berupaya mensinergikan dan 

mengintegrasikan sumber daya, kemampuan dan wewenang yang dimiliki oleh para 

pihak tersebut. Upaya ini bertujuan untuk mendorong partisipasi dunia usaha dan 

masyarakat dalam mendukung prioritas pemerintah menanggulangi kemiskinan yang 

multidimensi melalui mekanisme kemitraan yang tepat sasaran, berdampak, serta 

akuntabel agar segala inisiatif dan alokasi sumber daya tersebut dapat memberikan 

daya ungkit yang lebih besar.  

Kerangka Kerja Bersama tersebut diharapkan dapat menjadi suatu model alternatif 

solusi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggulangi kemiskinan. 

Pengembangan kerangka kerja kemitraan ini sejalan dengan tujuan (goal) ke 17 dari 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang 

telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Untuk memastikan akuntabilitas dan efektifitas pelaksanaan program, fungsi Fund 

Manager dan Project Manager yang independen dan profesional dimasukkan dalam 

desain kerja tersebut. Seluruh pihak dalam kerangka kerja tersebut masing-masing 

memiliki peran dan tugas yang saling mendukung dalam pelaksanaan program melalui 

mekanisme kemitraan, yaitu: 

1. Pemerintah pusat: memastikan arah kebijakan dan integrasi program sebagai 

bagian dari capaian prioritas nasional.  

2. Pemerintah daerah: memfasilitasi dan memastikan identifikasi serta penentuan 

lokasi wilayah sasaran sesuai dengan kriteria dan syarat program, melakukan 

proses verifikasi dan penetapan calon penerima manfaat, melakukan 

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala, dan memastikan 

keberlanjutan program.  

3. Dunia usaha dan swasta: memberikan dukungan sumber daya dalam bentuk 

pendanaan, tenaga ahli, fasilitas, bantuan dalam bentuk barang, dan lainnya 

serta inovasi yang dapat mendukung capaian prioritas nasional. 

4. Fund Manager: menggalang dan mengelola dana serta dukungan dari dunia 

usaha dan swasta secara profesional dan transparan, memastikan ketersediaan 

bantuan dan pengiriman ke lokasi sasaran, dan mengawasi penyaluran serta 

membuat laporan berkala kepada pemberi bantuan dan mitra pemerintah.  
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5. Project Management: melaksanaan dan mengordinasikan penyaluran serta 

pemanfaatan bantuan, termasuk memfasilitasi proses verifikasi dan penetapan 

calon penerima manfaat serta penetapan penerima manfaat, sosialisasi, edukasi 

serta penyaluran bantuan kepada penerima manfaat, dan memberikan 

pendampingan dalam pemanfaatan bantuan serta pemberdayaan masyarakat 

dalam memastikan keberlanjutan manfaat dari bantuan yang disalurkan. 

Selain pembagian peran dan tugas, kerangka kerja kemitraan ini juga menggunakan 

pendekataan perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning) yang 

menggunakan basis data dan metodologi ilmiah. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan 

pemantauan dan evaluasi secara berkala dilakukan secara bersama antara pemerintah 

daerah, fund manager, dan project manager di bawah koordinasi badan/dinas dari 

unsur pemerintah daerah yang berwenang menurut program yang dijalankan.  

 

Gambar 10.2. Tahapan/Siklus Program Kemitraan 

 

Sumber: TNP2K, 2018 
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10.2.1 Program Bantuan Listrik Bagi Masyarakat Miskin 

Kerangka kerja kemitraan melalui Kerangka Kerja Bersama untuk Penanggulangan 

Kemiskinan, kemudian diimplementasi oleh TNP2K melalui Program Bantuan Listrik 

bagi Masyarakat Miskin. Program ini merupakan program bantuan akses listrik bagi 

masyarakat miskin di wilayah yang belum terjangkau layanan listrik PT. Perusahaan 

Listrik Negara (PLN) /off-Grid Area, dengan memberikan bantuan perangkat lampu 

tenaga surya (LTS) kepada rumah tangga miskin di area tersebut. Hal tersebut adalah 

untuk mendukung salah satu prioritas Pemerintah, yaitu meningkatkan Rasio 

Elektrifikasi nasional dari sekitar 88% pada tahun 2014 menjadi 98% pada tahun 2019.  

Ketiadaan akses listrik sebagai salah satu infrastruktur dasar menjadi salah satu 

penyebab ketimpangan dan merupakan salah satu tantangan terbesar untuk 

mengurangi kemiskinan. Hingga awal 2018, ada sekitar 1,6 juta rumah tangga miskin 

dan rentan yang belum memiliki akses listrik. Rumah tangga tersebut umumnya 

menggunakan berbahan bakar minyak tanah sebagai sumber penerangan di malam 

hari. Hal itu berdampak pada kondisi keuangan rumah tangga tersebut, yang rata-rata 

harus menyisihkan uang sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per bulannya untuk 

setiap rumah tangga.  

Disamping membebani keuangan rumah tangga, penggunaan minyak tanah yang 

tinggi juga membebani anggaran pemerintah untuk subsidi minyak tanah. Di samping 

itu, anggota dari rumah tangga tersebut juga memiliki waktu yang lebih terbatas untuk 

berkegiatan di malam hari, yakni antara lain waktu belajar anak-anak, kegiatan 

produksi maupun bersosialisasi bagi orang dewasa.  

Studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menunjukkan bahwa rumah tangga 

yang menggunakan penerangan berbahan bakar minyak tanah rentan terpapar polusi 

yang mengakibatkan gangguan kesehatan, seperti misalnya infeksi saluran pernapasan 

atas (ISPA). 

Mekanisme program kemitraan untuk program listrik bagi masyarakat miskin tersebut 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.  Identifikasi lokasi sasaran  

Setelah melakukan identifikasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai lokasi sasaran, karena memiliki 

jumlah masyarakat miskin tertinggi di NTT. Di samping itu, rasio elektrifikasi 
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Kabupaten TTS baru mencapai sekitar 40%, yang mana sekitar 145 desa dan 

lebih dari 60 ribu keluarga belum menikmati akses listrik.  

2.  Identifikasi calon mitra utama 

Dalam pelaksanaan program ini sekretariat TNP2K menetapkan beberapa 

mitra kerja sama, yaitu:  

a. Pemerintah Kabupaten TTS melalui Badan Perencana Pembangunan 

Daerah TTS (Bappeda) sebagai Sekretariat Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).  

b. Lembaga Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) dan 

Yayasan Gotong Royong Fund sebagai mitra untuk berperan sebagai 

Fund Manager untuk menggalang serta mengelola dukungan dari dunia 

usaha maupun individu, baik berupa pendanaan maupun bantuan LTS.  

c. Yayasan Besi Pae yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang 

berbasis di TTS, yang berfokus pada pemberdayaan masyakarat melalui 

pendampingan dan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan 

telah beroperasi dan bekerjasama dengan Pemkab TTS sejak tahun 2011 

ditunjuk sebagai mitra untuk berperan sebagai mitra pelaksana 

(Program Manager).  

Sebelum membuat kesepakatan kerjasama dengan Lazismu, GRF, dan 

Besipae, TNP2K melakukan uji tuntas terhadap masing-masing institusi 

dengan memeriksan rekam jejak dan latar belakang mereka. TNP2K 

mengumpulkan berbagai informasi dari media daring maupun wawancara 

dengan beberapa narasumber yang pernah bekerjasama dengan masing-

masing institusi. 

3.  Koordinasi dengan para mitra utama 

Setelah uji tuntas terhadap para calon mitra utama dilakukan, TNP2K 

memfasilitasi berbagai pertemuan koordinasi yang bertujuan untuk 

sinkronisasi data awal untuk lokasi sasaran, jenis barang yang akan dibagikan 

sebagai bantuan, kriteria penerima manfaat, dan tenggat waktu pelaksanaan. 

Dari proses koordinasi, disepakati bahwa barang yang akan dibagikan adalah 

unit lampu tenaga surya yang terdiri dari 3 lampu dan baterai yang dapat 
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digunakan untuk mengisi ulang baterai telepon atau perlengakapan 

elektronika lainnya.  

Sebagai sasaran penerima manfaat, disepakati daftar 11 desa yang potensial 

untuk menerima program bantuan Pemkab TTS, dengan sasaran rumah 

tangga pada desil 1 dan 2 (rumah tangga miskin). Total rumah tangga sasaran 

yang ditargetkan menerima manfaat adalah sebanyak 2.042 rumah tangga. 

4.  Scoping/survei lokasi sasaran 

Scoping/survei dilakukan dengan mengambil beberapa sample dari 11 desa 

yang direkomendasikan. Dari pengamatan langsung di lapangan, diperoleh 

gambaran nyata mengenai kondisi rumah tangga calon penerima manfaat 

serta situasi desa sasaran. Mayoritas masyarakat di desa yang disurvei 

mengais rejeki dan mencari penghidupan di ladang liar yang berada di tengah 

hutan. Sebagian dari ibu-ibu menenun yang sebagian hasilnya dijual ke pasar, 

sebagian lainnya digunakan untuk keluarga. 

Berdasarkan hasil scoping/survei tersebut, TNP2K bersama Pemkab TTS dan 

para mitra memutuskan untuk memulai ujicoba secara bertahap, di mulai dari 

Desa Kusi Utara, Desa Oemaman, Desa Naileu, dan Desa Tliu dengan target 

penerima manfaat sebanyak 380 rumah tangga. 

5.  Pengembangan Disain dan Mekanisme Program 

Dalam tahap ini, TNP2K bersama dengan para mitra mengembangan disain 

dan mekanisme distribusi dan rencana keberlanjutan program melalui 

pembentukan Tim Pengelola tingkat Kabupaten (TPKab) dan Tingkat 

Pengelola tingkat Desa (TPD). TPKab terdiri dari gabungan pejabat dan staf 

lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaksana program (Program 

Management), yang dikoordinasikan oleh pejabat dari Bappeda yang ditunjuk. 

TPKab dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Sementara, TPD yang 

dibentuk dengan SK Kepala Desa terdiri dari perwakilan masyarakat desa, 

unsur ibu PKK yang mewakili perempuan, dan staf kantor desa. 

Pembentukan TPKab dan TPD bertujuan untuk membantu pelaksanaan, 

persiapan dan pelaksanaan program serta memastikan keberlanjutan 

(Sustainability) program bahkan setelah program kemitraan selesai 

dilaksanakan. 
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Selain itu, dalam tahap ini juga TNP2K memfasilitasi diskusi untuk memilih 

jenis, menetapkan persyaratan serta menetapkan pasokan barang dan 

pengaturan distribusinya. Dalam tahap ini juga seluruh mitra sepakat untuk 

memilik Kopernik sebagai pemasok LTS untuk pelaksanaan program di TTS. 

Kopernik merupakan organisasi nirlaba yang berpusat di Ubud, Bali, yang 

memiliki misi untuk mengurangi kemiskinan dengan menghubungkan 

teknologi sederhana tepat guna dengan masyarakat miskin yang hidup di 

daerah terpencil, 

Selain sebagai penyalur, tugas Kopernik juga adalah memberikan garansi 

selama 2 tahun atas setiap barang yang didistribusikan kepada para penerima 

manfaat serta pendampingan bagi masyarakat penerima manfaat untuk dapat 

mengelola bantuan serta menjadi agen penjualan berbagai suku cadang yang 

diperlukan. 

6.  Pelembagaan tata kelola mekanisme kemitraan 

Pada tanggal 13 Oktober 2016, TNP2K menandatangani Nota Kesepakatan 

(MoA) dengan seluruh mitra, yaitu Pemkab TTS, LazisMu, GRF, dan Besipae. 

Dalam MoA tersebut, dijabarkan tugas dan peran dari masing-masing mitra, 

serta pernyataan bahwa masing-masing pihak akan mengalokasikan anggaran 

untuk menjalankan tugas dan perannya. 

Secara terpisah, LazisMu, GRF, dan Besipae masing-masing menandatangani 

perjanjian kerjasama dengan Kopernik, yang berisi mengenai hak dan 

kewajiban, termasuk hak atas komisi dan biaya pelaksanaannya sesuai 

kesepakatan antar pihak.  

7.  Penguatan kapasitas para mitra 

Setelah menandatangani kesepakatan dengan para mitra, TNP2K memberikan 

pelatihan kepada para mitra utama mengenai metode dan penggunaan 

perangkat verifikasi, pemantauan serta manfaat dari perencanaan yang 

berbasis bukti dan data. Para peserta pelatihan meliputi para pejabat dan 

petugas yang ditunjuk dari unsur Pemkab TTS dan Besipae. Metode serta 

perangkat verifikasi dan pemantauan yang digunakan dalam pelatihan 

dikembangkan oleh TNP2K berdasarkan analisis kebutuhan program. 
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Dalam pelatihan tersebut, TNP2K juga menekankan pentingnya pembentukan 

TPKab dan TPD untuk memastikan keberlanjutan manfaat program bagi 

masyarakat penerima manfaat di lokasi sasaran. 

8.  Baseline survei 

Untuk memastikan ketepatan sasaran program yang akan dijalankan, 

dilakukan proses verifikasi para calon penerima manfaat yang berasal dari 

Daftar Rumah Tangga pada desil 1 dan 2 di masing-masing desa sasaran 

bedasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. TNP2K 

memfasilitasi dan memberikan pendampingan bagi Pemkab TTS dan Besipae 

sebagai penerima bantuan program dan pelaksana program selama 

pelaksanaan kegiatan verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan memastikan 

rumah tangga calon penerima manfaat memang benar ada di lokasi sesuai 

informasi Data Terpadu dan belum memiliki akses listrik. 

9.  Analisis hasil survei/verifikasi 

Data hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemkab TTS dan Besipae dimasukkan 

ke dalam tabel matriks verifikasi calon penerima manfaat yang telah dibuat 

sebelumnya. Data dan informasi pada tabel matriks tersebut dianalisis untuk 

selanjutnya ditetapkan sebagai penerima manfaat. 

Dari hasil verifikasi di seluruh desa sasaran, ditemukan beberapa rumah 

tangga yang tidak memenuhi kriteria, antara lain karena telah memiliki LTS 

atau alat penerangan lainnya. Selain itu, ada beberapa rumah tangga yang 

tidak dapat ditemukan akibat sudah rumah tangga tunggal dan sudah 

meninggal, pindah, atau merantau di luar daerah. Rumah tangga yang tidak 

memenuhi kriteria selanjutnya diganti melalui mekanisme penggantian yang 

disepakati antara Pemkab TTS dan perwakilan masyarakat dan pejabat desa 

dari masing-masing desa sasaran. 

10.  Penetapan sasaran penerima manfaat 

TNP2K memfasilitasi Pemkab TTS untuk menyampaikan hasil verifikasi kepada 

perwakilan masyarakat desa bersama dengan Kepala Desa, Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa, dan Camat dari masing-masing lokasi desa sasaran. 

Rumah tangga yang memenuhi kriteria langsung ditetapkan dan dimasukkan 

ke dalam Daftar Penerima Manfaat. Rumah tangga yang tidak memenuhi 
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kriteria diganti dengan rumah tangga pada desil 3 dari Data Terpadu melalui 

musyawarah antara perwakilan masyarakat desa dan para pejabat dari 

masing-masing lokasi desa sasaran. Rumah tangga pengganti hasil 

musyawarah dimasukkan ke dalam Daftar Penerima Manfaat untuk masing-

masing desa sasaran. 

Daftar Penerima Manfaat yang telah disepakati oleh perwakilan dari masing-

masing lokasi desa sasaran ditetapakan dan ditandatangani oleh masing-

masing perwakilan dengan disaksikan oleh TNP2K dan Pemkab TTS. Daftar 

Penerima Manfaat tersebut menjadi pegangan bagi Besipae dalam 

mendistribusikan bantuan. 

11.  Pelaksanaan program/penyaluran bantuan 

Dalam proses pendistribusian, Pemkab TTS dan Besipae melakukan sosialisasi 

dan edukasi kepada seluruh rumah tangga penerima manfaat mengenai latar 

belakang pemberian bantuan serta cara penggunaan dan pemeliharaan 

perangkat LTS. Sosialisasi dan edukasi dilakukan di Balai Desa di masing-

masing desa sasaran dengan dasar undangan dari masing-masing Kepala 

Desa. Dalam sosialisasi tersebut, Pemkab TTS bersama Besipae juga 

menjelaskan kepada seluruh penerima manfaat mengenai latar belakang dan 

mekanisme pemilihan serta penetapan Daftar Penerima Manfaat untuk 

menghindari adanya pertentangan dari warga desa yang tidak menerima 

bantuan. 

Di samping itu, Besipae sebagai pelaksana program memfasilitasi 

musyawarah di antara rumah tangga penerima manfaat untuk membentuk 

dan memilih anggota TPD. Dalam musyawarah tersebut, para penerima 

manfaat juga membuat kesepakatan mekanisme pengelolaan bantuan di 

tingkat desa agar juga memberikan manfaat bagi, antara lain dengan adanya 

iuran yang dikelola oleh TPD. Selain digunakan untuk biaya operasional TPD 

dalam memfasilitasi penggantian spare parts yang rusak akibat gagal 

produksi, iuran tersebut juga disepakati untuk digunakan sebagai modal bagi 

TPD dalam memfasilitasi pembelian perangkat LTS bagi masyarakat yang 

belum mendapat bantuan baik menggunakan dana pribadi maupun melalui 

alokasi bantuan desa. 
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12.  Monitoring 

Untuk memastikan keberlanjutan manfaat bantuan, TNP2K memfasilitasi 

pengembangan perangkat dan metodologi pemantauan untuk digunakan 

oleh Pemkab TTS. Untuk memudahkan pengembangannya, TNP2K menyusun 

draft perangkat dan metodologi, yang kemudian didiskusika bersama dengan 

Pemkab TTS dan Besipae sebagai penerima bantuan program dan pelaksana 

program. 

Untuk mendukung pelaksanaan program dan pemantauannya, Pemkab TTS 

menggunakan alokasi anggaran sebesar 

 

13.  Evaluasi  

Pada Bulan Juli 2017, TNP2K melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

program serta perubahan yang terjadi pada rumah tangga penerima manfaat 

dan masyarakat desa pada umumnya di lokasi desa sasaran. Berdasarkan hasil 

evaluasi, ditemukan berbagai perubahan positif terjadi di kalangan rumah 

tangga penerima manfaat, antara lain: 

 Mayoritas penerima manfaat melakukan kegiatan tambahan di malam 

hari atau dapat melakukan kegiatan yang biasa dilakukan malam hari 

lebih lama, di mana banyak di antaranya adalah kegiatan produktif 

seperti menenun, mengupas dan mengemas hasil kebun, membuat kue 

untuk dijual di pasar, membuka kios di malam hari, menganyam tikar, dll. 

 Para anggota kelompok usaha tenun dapat menyelesaikan selimut dari 

tenun ikat rata-rata lebih cepat 1-2 bulan dari sebelumnya, sementara 

selendang rata-rata 1 minggu lebih cepat, karena mereka dapat 

menenun hingga jam 10-11 malam. 

 Sebagian bu rumah tangga dapat menyiapkan makan malam setelah 

matahari terbenam sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaan di 

kebun lebih lama tanpa harus buru-buru pulang. 

 Lebih dari separuh rumah tangga penerima manfaat menyatakan bahwa 

anak-anak dapat mengerjakan tugas sekolah di malam hari sehingga 

lebih konsentrasi. 
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Evaluasi tahap kedua direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan April 2019 

dengan melibatkan unsur Pemkab TTS dan Besipae. Evaluasi tahap kedua ini 

sekaligus menjadi exit strategy bagi TNP2K untuk menyerahkan 

keberlanjutannya kepada Pemkab TTS dan Besipae. 

14.  Perbaikan pelaksanaan  

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, TNP2K mendapatkan 

pembelajaran mengenai perlunya penguatan keterampilan anggota TPD 

terutama hal pencatatan dan pemanfaatan keuangan dari iuran serta dalam 

memfasilitasi mendapatkan penggantian perangkat LTS yang rusak.  

Sementara, para anggota TPKab kurang memahami perannya dalam 

melakukan monitoring dan pendampingan masyarakat dan TPD di lokasi desa 

sasaran. Oleh karena itu, TNP2K memfasilitasi Pemkab TTS 

menyelenggarakan pelatihan TPD dan TPKab pada Bulan April 2017. TNP2K 

juga memberikan pengetahuan kepada seluruh anggota TPD dan TPKab 

mengenai fungsi dan perannya serta pemanfaatan keuangan iuran sebagai 

satu sumber modal usaha. 

 

Tindak Lanjut dan Perluasan Program 

Paska evaluasi tahap pertama, TNP2K bersama Pemkab TTS dan para mitra utama 

sepakat untuk melanjutkan ujicoba dengan perluasan di Desa Boti dengan sasaran 

penerima manfaat sebanyak 217 rumah tangga dan Desa Oeekam dengan sasaran 

sebanyak 170 rumah tangga. Distribusi bantuan LTS di Desa Boti dilakukan pada Bulan 

Januari 2018, sedangkan di Desa Oeekam pada September 2017. 

Untuk perluasan di Desa Boti, Yayasan Artha Graha berhasil digandeng untuk 

berpartisipasi mendukung program. Yayasan Artha Graha melihat peluang untuk 

menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat penerima manfaat 

dengan mendorong unit usaha desa dan rumah tangga melalui pemberian LTS.  

Selain di TTS, perluasan Program Bantuan Listrik bagi Masyarakat Miskin juga 

dilaksanakan di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) 

dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Dengan menggunakan mekanisme dan 

siklus program yang sama, TNP2K memfasilitasi pemerintah masing-masing kabupaten 

bersama dengan Kopernik untuk menyalurkan bantuan LTS dari PT. Phillips Indonesia 
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(Signify) kepada 354 rumah tangga miskin di 2 desa di Malteng dan 1 desa di SBB. 

Dalam penyaluran bantuan ini, Kopernik juga mendistribusikan 20 lampu penerangan 

jalan tenaga surya ke 6 desa di dua kabupaten tersebut. 

Saat ini, TNP2K masih terus memberikan dukungan kepada Pemkab TTS dalam 

mengidentifikasi dan melakukan pendekatan kepada perusahaan dan pihak swasta 

yang berpotensi menjadi mitra dalam kelanjutan Program Listrik bagi Masyarakat 

Miskin di wilayahnya untuk mengejar rasio elektrifikasinya yang jauh tertinggal 

dibanding wilayah lain di Indonesia. 

 

10.2.2 Program Cegah Resiko Tinggi 

Kerangka Kerja Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan, juga diterapkan untuk 

melakukan intervensi di bidang kesehatan dengan fokus pada pencegahan penyakit 

tidak menular yang disebabkan oleh diabetes dan tekanan darah tinggi melalui 

intervensi Cegah Risiko Tinggi. Diabetes dan hipertensi merupakan penyebab utama 

kematian di Indonesia yang telah membebani anggaran pemerintah. Prevalensi 

penyakit tidak menular yang tinggi telah mengakibatkan besarnya anggaran untuk 

layanan kesehatan dan biaya jaminan kesehatan yang tinggi, dan hilangnya 

produktivitas masyarakat akibat sakit atau kematian dini juga menyebabkan 

menurunnya produk domestik bruto (PDB).  

Di samping itu, kedua penyakit tidak menular ini memperburuk kondisi kemiskinan 

akibat adanya beban pengeluaran untuk biaya berobat. Komplikasi yang terkait 

dengan diabetes dan hipertensi akan mengurangi kapasitas individu untuk sepenuhnya 

produktif, yang pada segmen populasi berpenghasilan lebih rendah berarti 

peningkatan kerentanan individu/rumah tangga untuk terjebak di bawah siklus 

kemiskinan. Jika tidak ditangani, diabetes dan hipertensi akan terus menjadi hambatan 

bagi pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesejahteraan umum. 

Penyakit diabetes atau hipertensi disebabkan oleh perilaku yang tidak sehat. Untuk 

mengatasinya, dibutuhkan pendekatan berbeda untuk mendorong perubahan perilaku 

masyarakat. Melalui Intervensi Cegah Risiko Tinggi (CRT) di Indonesia Mampu, TNP2K 

bertujuan untuk menyatukan koordinasi dan kemitraan antara lembaga pemerintah, 

pembuat kebijakan, masyarakat sipil, sektor swasta, komunitas bisnis dan organisasi 

donor untuk mendukung Program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang dijalankan 
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oleh Kementerian Kesehatan. Posbindu adalah kegiatan deteksi dini penyakit tidak 

menular yang berbasis masyakarat dengan sasaran seluruh masyarakat yang berusia 

15 tahun ke atas. 

Intervensi CRT ditujukan untuk mengembangkan model penguatan Posbindu agar 

dapat mendorong kesadaran masyarakat, mengembangkan inisiatif promotif-

preventif, meningkatkan upaya pemantauan berkelanjutan untuk kesejahteraan, dan 

mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat serta memeriksakan 

kondisi kesehatannya secarara rutin. Dengan perubahan perilaku tersebu, diharapkan 

pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pertumbuhan prevalensi penyakit tidak 

menular yang disebabkan oleh diabetes dan hipertensi.  

Pada Bulan Juni 2016, TNP2K menyelenggarakan dan memfasilitasi Lokakarya Teknis 

Peluncuran CRT pertama dengan partisipasi dari para pemangku kepentingan utama 

termasuk Kementerian Kesehatan, asosiasi profesional yang relevan, mitra perusahaan 

yang potensial dan akademisi. Lokakarya Peluncuran bertujuan untuk menyajikan dan 

memperoleh umpan balik dari para pemangku kepentingan utama tentang konsep, 

tujuan dan model keterlibatan yang terkait dengan Intervensi CRT dan pendekatan 

kemitraan dampak positif yang diusulkan.  

 

Gambar 10.3. Fase Pengembangan Program Cegah Risiko Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: TNP2K, 2016 
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Secara umum. program Cegah Risiko Tinggi dirancang terdiri atas 3 Fase, yaitu Fase 

Membangun Kemitraan, Fase Membangun Model, dan Fase Memperluas Intervensi. 

Fase pertama adalah membangun kemitraan awal dari kalangan dan jejaring yang 

paling erat dengan fokus intervensi  meliputi unsur pemerintah, dunia usaha dan 

swasta, dan masyarakat. Fase kedua adalah membangun desain intervensi secara 

bersama dengan pembiayaan yang ditanggung secara kolektif serta implementasi 

pengembangan model. Fase ketiga adalah menggandeng mitra yang lebih banyak 

untuk perluasan lokasi serta komplikasi ujicoba model. 

 

Pelaksanaan Program Tahap Awal 

Pelaksanaan program cegah risiko tinggi dengan menggunakan kerangka kerja 

bersama ini dilakukan dimulai dengan uji coba tahap awal dilakukan di dua lokasi yaitu: 

Desa Sekarwangi yang dilakukan denan Model Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit 

Tidak Menular (Posbindu) untuk komunitas, dan Kampus Universitas Indonesia - 

Depok, dengan menggunakan Model Posbindu untuk tempat kerja.  

Khusus untuk pelaksanaan program cegah risiko tinggi di Desa Sekarwangi, model ini 

meliputi 12 Posbindu di 14 RW dengan target populasi yang berumur di atas 15 tahun 

dengan kegiatan program meliputi:  

 Skenario uji coba menggunakan teknologi aplikasi kesehatan yang disediakan 

Magpi yaitu modifikasi aplikasi open source (Magpi) melalui penyediaan 12 akun 

gratis untuk masing-masing posbindu.  

 Hasil pengukuran kesehatan dimasukkan ke dalam aplikasi, sayangnya belum 

ada fitur analisis kesehatan yang memberikan informasi risiko  

 Jumlah yang hadir pemeriksaan kesehatan: 1.845 dari 5.281 penduduk usia lebih 

dari 15 tahun mengecek glukosa, kolesterol dan tekanan darah. 

 Dari jumlah yang mengecek kesehatan, menunjukkan masyarakat dengan 

glukosa tinggi hanya 4 persen, namun tingkat kolestrol tinggi mencapai  

40 persen yang juga ditemukan warga dengan tekanan darah tinggi 38 persen  

Sementara itu, program cegah risiko tinggi di Kampus UI Depok, dengan model 

Posbindu di tempat kerja dilakukan melalui: 
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 Kegiatan edukasi pencegahan dilakukan melalui senam zumba dan seminar 

termasuk memberikan "doorprize" dan sertifikat keikutsertaan bagi peserta 

seminar 

 Target penerima manfaat adalah mahasiswa dan pegawai administrasi, dimana 

yang sudah cek kesehatan di klinik Makara UI Depok adalah 40,000 mahasiswa 

dan 20,000 karyawan. 

 Hipertensi dan diabetes adalah 2 penyakit dengan tingkat risiko tertinggi di 

antara mahasiswa UI dalam 3 tahun terakhir, dimana 25 persen dari mahasiswa 

baru UI dikategorikan mengalami kelebihan berat badan dan obesitas  

 Hasil dari kegiatan adalah 42 kader mendapat pelatihan, 345 orang dirujuk ke 

Puskesmas, 1.845 orang mendaftar dan mengikuti posbindu serta 600 orang 

menghadiri senam dan seminar. 

 

Tindak Lanjut 

Pelaksanaan uji coba program cegah risiko tinggi dengan menggunakan kerangka 

kerja bersama penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh TNP2K adalah 

merupakan tahap awal untuk mengembangkan mekanisme kemitraan serta menguji 

metode intervensi. Agar program ini memiliki dampak yang lebih signifikan, diperlukan 

perluasan program di daerah-daerah lain, khususnya daerah dengan prevalensi tingkat 

risiko diabetes dan hipertensi yang tinggi. 

 

10.2.3 Program Pencegahan Stunting 

Untuk mendukung upaya pencegahan stunting sebagai program prioritas pemerintah, 

skema kerangka kerja bersama pemerintah, dunia usaha dengan masyarakat juga 

diterapkan untuk memastikan adanya koordinasi dan sinkronisasi dukungan dan 

partisipasi aktif dari dunia usaha, lembaga filantropi, dan organisasi masyarakat 

madani untuk dalam mendukung upaya pencegahan stunting.  

Skema Kerangka Kerja Bersama untuk Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) (KKB untuk 

Cegah Stunting) kemudian didisain TNP2K bersama dengan Kantor Staf Presiden 

(KSP), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui tiga 

model keterlibatan dunia usaha. 
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Gambar 10.4. Model Mekanisme Kemitraan Untuk Pencegahan Stunting 

Sumber: TNP2K, 2018 

 

Tiga model mekanisme kemitraan dalam KKB untuk Cegah Stunting terdiri dari: 

1. Kontribusi langsung, yaitu sektor swasta memberikan bantuan langsung, baik 

dalam bentuk uang tunai, maupun barang, kepada penerima manfaat. 

2. Sponsorship, yaitu dengan memberikan bantuan melalui operation manager 

yang menyalurkannya kepada penerima manfaat. Pada model ini, sektor swasta 

tidak terlibat dalam proses-proses co-creation pengembangan program dan 

penentuan lokasi dengan operation manager dan pemerintah (pusat dan/atau 

daerah). 

3. Mekanisme Kerja Bersama, yaitu mekanisme kemitraan yang melibatkan seluruh 

mitra yang terlibat, untuk bekerja bersama di setiap tahap dalam siklus program 

kemitraan. 

 

Pelaksanaan Program Tahap Awal 

Untuk tahap awal, TNP2K mengembangkan dua model KKB Cegah Stunting. Pertama 

model yang dikembangkan bersama PT Sinar Mas Agri Resources and Technology dan 

Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia (YBTCI). Model ini dikembangkan di Dusun Mantan, 

Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, dan Desa Batu Ampar, Kabupaten 
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Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam model ini YBTCI berperan sebagai 

fund manager dan operation manager.  

Model kedua adalah Konsorsium Kerja Bersama Cegah Stunting yang dikembangkan 

TNP2K bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Untuk model ini, Sekretariat 

TNP2K telah menandatangani pakta kesepakatan dengan empat mitra organisasi 

masyarakat madani, yaitu Indonesia Heritage Foundation (IHF), Kopernik, Lazismu-

Nasyiatul Aisyiyah, dan Yayasan Sayangi Tunas Cilik dan membentuk Konsorsium Kerja 

Bersama Cegah Stunting. 

Seluruh mitra kemudian memilih 50 kabupaten dari 160 kabupaten prioritas Cegah 

Stunting. Sebagai tahap ujicoba mekanisme kemitraan, KSP dan Sekretariat TNP2K 

bersama keempat mitra sepakat memilih Kabupaten Cianjur (Jawa Barat) dan Timor 

Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur) sebagai wilayah sasaran konvergensi dengan 

melingkupi empat intervensi sensitif dan spesifik, yaitu pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan keluarga dan perempuan, serta kampanye.  

Pemilihan kedua kabupaten ini selain dilatarbelakangi oleh status kedua kabupaten 

tesebut sebagai bagian dari 160 kabupaten prioritas cegah stunting yang telah 

ditetapkan Pemerintah. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh keberadaan potensi 

jejaring anggota konsorsium di kedua kabupaten tersebut.  

 

Tindak Lanjut 

Pelaksanaan program pencegahan stunting dengan menggunakan mekanisme 

kemitraan dengan dunia usaha akan dilanjutkan sejalan dengan pelaksanaan program 

pencegahan stunting sesuai dengan strategi nasional pencegahan stunting. 
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Pengumpulan Data:
 Peta Rupa Bumi (BIG)
 Peta Administrasi
 PETA BAKU LAHAN SAWAH
 Peta Tutupan Lahan

Pembuatan Kerangka Sampel Sawah
(Stratifikasi Sawah)

Pembuatan Grid:
(6 km x 6 km) dan (300 m x 300 m)

Pembuatan Model Sampling
(Random Sampling)

Ekstraksi Sampel Segmen
(Stratified Random Sampling)

Overlay Kerangka Sampel Sawah dengan
Ekstraksi Sampel Segmen

Seleksi Segmen

Segmen TerpilihPemberian Atribut:
ID, admin, dll

Peta-peta
Lokasi Segmen
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Perkebunan Rakyat Tersebar Di Seluruh PulauHampir Setengah Dari
Total Perkebunan Kelapa Sawit

Sumatera

1,976,773
Kalimantan

449.000
Papua & Maluku

35,914

Sulawesi

140,879
Jawa

6,076

6% Pemerintah/
BUMN

41%
Perkebunan

rakyat

7.7 juta

53%
Perkebunan
swasta

5.8 juta

0.71 juta

Total + 14.3 juta

Sumber: Kementerian Pertanian, 2017
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Industri Kelapa Sawit Berkontribusi pada 
Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan

Industri Kelapa Sawit Berkontribusi pada 
Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Fortifikasi

• Meningkatkan bauran energi
terbarukan

• Menurunkan emisi karbon
• Mendukung moratorium 

perluasan lahan
• Mendukung upaya preventif

kebakaran lahan

Berperan penting
dalam dalam

pembangunan
ekonomi Indonesia 
melalui penciptaan
lapangan kerja dan 

menyumbang devisa

Sumber: TNP2K, 2018, “Indonesian Palm Oil Sector Contribution to Reduce Poverty and Inequality”

Sumber: TNP2K, 2018

•

•
•

Industri Kelapa Sawit berkontribusi pada 
penurunan kemiskinan dan ketimpangan

• Meningkatkan bauran energi terbarukan
• Menurunkan emisi karbon
• Mendukung moratorium perluasan lahan
• Mendukung upaya preventif kebakaran  
   lahan

Berperan penting dalam 
pembangunan ekonomi 
Indonesia melalui 
penciptaan lapangan 
kerja dan menyumbang 
devisa
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fortifikasi
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Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan 

dalam pemerintahan Jokowi-JK. Pada awal pemerintahannya,pemerintahan Jokowi-

JK mengambil keputusan besar dengan melakukan reformasi subsidi BBM dan 

ekspansi program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pemerintahan 

Jokowi-JK juga memperkuat kerangka koordinasi penanggulangan kemiskinan 

dengan menyempurnakan Peraturan Presiden tentang TNP2K.  

Hal ini adalah bentuk nyata komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam 

mengedepankan pendekatan penanggulanan kemiskinan yang terpadu dan sinergis. 

Dalam kurun waktu 2015  2018, koordinasi lintas kelembagaan yang efektif ini telah 

mampu secara konsisten menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,22% pada tahun 

2015, turun menjadi 10,86% pada tahun 2016, kemudian turun lagi menjadi 10,64% 

pada tahun 2017, hingga akhirnya berada dibawah 2 digit pada tahun 2019, yakni 

9,41%. 

Efektifitas koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam 5 tahun terakhir ini terjadi 

karena adanya beberapa hal berikut: (i) kepemimpinan tingkat tinggi (Presiden/Wakil 

Presiden) yang memastikan koordinasi lintas K/L bahkan lintas Menko, dan antara 

pusat-daerah, (ii) Champion dalam birokrasi, (iii) tenaga ahli yang profesional dan 

independen, dan (iv) dukungan pembiayaan organisasi dan kegiatan yang fleksibel. 

Selain keberadaan elemen-elemen tersebut, hal lain yang juga mendukung efektifitas 

TNP2K dalam penanggulangan kemiskinan adalah cara dan mindset kerja TNP2K.  

Seperi dijelaskan sebelumnya, TNP2K juga merupakan think tank) kebijakan 

yang menjadi rujukan dalam isu terkait penanggulangan kemiskinan. Meskipun di era 

pasca reformasi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit dan kompleks 

karena faktor perubahan mekanisme demokrasi dan akses keterbukaan informasi, 

koordinasi dalam pengambilan keputusan menjadi sebuah tantangan yang telah 

dijalani dengan cukup efektif. Upaya yang dilakukan TNP2K untuk mewujudkan 

koordinasi kelembagaan yang efektif ini adalah dengan merancang kebijakan dan 

program berdasarkan bukti ilmiah dan analisis yang kuat. 
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12.1. TONGGAK PENCAPAIAN TNP2K 

Selama 5 tahun terakhir, TNP2K telah menghasilkan banyak usulan perbaikan 

kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan 

kemiskinan. Sebagian besar dari usulan perbaikan kebijakan tersebut disampaikan 

dan dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden, atau rapat tingkat 

Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, maupun dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri pelaksana program. 

Usulan perbaikan tersebut terhimpun dalam lebih dari 100 publikasi sebagai bagian 

dari pembelajaran sekaligus pertanggungjawaban publik atas mandat yang diberikan 

kepada TNP2K. 

Daftar di bawah mencakup beberapa highlights hasil kerja (milestones) TNP2K 

selama 5 tahun terakhir:  

 Upaya Perbaikan Sistem Penetapan Sasaran Program Penanggulangan 

Kemiskinan. Dalam proposal kebijakan ini TNP2K menyampaikan kajian 

sekaligus usulan strategi untuk pemutakhiran Basis Data Terpadu melalui 

mekanisme Verivali serta pengelolaan Basis Data Terpadu untuk 

menghasilkan data pensasaran program yang akurat. 

 Proposal Kebijakan Social Protection Strategy. Proposal Kebijakan TNP2K 

yang berisikan gap analysis terhadap situasi kebijakan Perlindungan Sosial 

saat ini, dan apa yang perlu dilakukan dalam 5-10 tahun mendatang.  

 Proposal Kebijakan untuk pembiayaan JKN yang berkelanjutan serta 

peningkatan akses dan layanan kesehatan. TNP2K mengusulkan model 

pembiayaan JKN yang menempatkan peran pemerintah daerah juga sebagai 

potensi sumber pendanaan, serta strategi-strategi untuk meningkatkan akses 

dan efisiensi pengelolaan.  

 Road Map Integrasi Transfer Bantuan Sosial dan Subsidi Pemerintah. TNP2K 

telah memetakan program-program bantuan sosial lintas 

Kementerian/Lembaga, dan saat ini sedang menyusun peta jalan untuk 



PENUTUP

340 Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
Melalui Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program

mengintegrasikan berbagai bantuan sosial baik dari aspek data, 

disain/mekanisme maupun teknologi. 

 Mendorong Efektivitas Dana Desa. Memandang bahwa Dana Desa memiliki 

potensi dampak yang signifikan dalam menanggulangi kemiskinan perdesaan, 

TNP2K berupaya mendorong peningkatan efektifitas program ini. TNP2K 

mencoba mendorong perbaikan Dana Desa mulai dari tahap formula alokasi, 

kemudian mengupayakan debottlenecking tahap pencairan, serta memastikan 

implementasi Dana Desa yang efektif.  

 Mendorong Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang 

Pro-Poor. TNP2K melakukan pilot model perencanaan dan penganggaran 

untuk penanggulangan kemiskinan di daerah di enam kabupaten. Model 

Perencanaan dan Penganggaran ini akan dijadikan kebijakan nasional untuk 

mendorong pembangunan daerah yang pro-poor.  

 Inovasi-inovasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berbasis Riset. 

Selama 5 tahun terakhir TNP2K telah melaksanakan berbagai uji coba maupun 

riset yang menghasilkan inovasi kebijakan antara lain: (i) Upaya Peningkatan 

Kinerja Guru di Daerah Terpencil, (ii) Kerangka Kerja Sama Pemerintah, 

Swasta dan Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan, dan (iii) 

Pengenalan Peta Gizi (Nutrition Map) untuk pensasaran Balita Stunting hingga 

tingkat desa.   

 

12.2. KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KE DEPAN 

Tingkat kemiskinan di Indonesia telah mencapai satu digit sejak Maret 2018 (9,82%) 

dan berlanjut di Maret 2019 (9,41%). Walau masih di bawah target angka kemiskinan 

di RPJMN 2014-2019, capaian ini patut diapresiasi karena 10% seperti salah satu cut-

off untuk melihat tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan di satu negara. Selain itu, 

penurunan tingkat kemiskinan pada Maret 2018 dibanding Maret 2017 sebesar 0,6 

percetage point adalah penurunan terbesar sejak 2011.  
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Namun, pada sisi lain, kemiskinan satu digit juga berarti penanggulanan kemiskinan 

ke depan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Literatur kemiskinan 

menunjukan bahwa akar masalah kemiskinan pada tingkat dan situasi seperti yang 

kita hadapi saat ini lebih multi-dimensional dibanding sebelumnya. Dalam kemiskinan 

ini juga ada kelompok yang dinamakan poorest of the poor, yaitu mereka yang 

berada pada bottom floor of the welfare. Penanganan membutuhkan pendekatan 

multisektor sekaligus strategi khusus  melalui program-program bersasaran. 

Ini semua menjadi justifikasi untuk melanjutkan pengaturan kelembagaan koordinasi 

seperti yang telah dilakukan selama hampir 10 tahun terakhir melalui Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jika pemerintah baru 

memutuskan untuk melanjutkan kelembagaan koordinasi ini, beberapa elemen sukses 

TNP2K perlu dipastikan tetap ada dalam pengaturan ke depan untuk melanjutkan 

efektivitas kerjanya:  

1. Kepemimpinan Tingkat Tinggi. Salah satu alasan ditransformasikannya 

kelembagaan koordinasi TKPK sebelum 2010 menjadi TNP2K 2010 adalah 

karena dibutuhkannya kepemimpinan tingkat tinggi yang dapat 

mengkoordinasi bukan hanya lintas kementerian, namun juga lintas 

Kementerian Koordinator, antar jenjang pemerintah (Nasional dan Daerah), 

sekaligus dapat memobilisasi dukungan Swasta dan Masyarakat. 

2. Sekretariat yang Efektif. Selama 10 tahun terakhir, dalam menjalankan 

mandatnya, Wakil Presiden sebagai Ketua TNP2K dan para pimpinan 

Kementerian/Lembaga anggota TNP2K didukung oleh Sekretariat TNP2K. 

Sekretariat TNP2K menjalankan fungsi dukungan administrasi sekaligus 

Policy Think Tank) yang mengolah data, 

informasi dan pemikiran untuk menghasilkan evidence sebagai bahan 

masukan usulan kebijakan kepada Wakil Presiden dan pimpinan KL. Untuk 

menjalankan fungsi tersebut secara efektif, Sekretariat TNP2K perlu 

dikoordinasi oleh birokrat yang memiliki kapasitas kepemimpinan sekaligus 

wawasan teknokratis yang mumpuni. 
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3. Sumber Daya yang Fleksibel. Salah satu kunci sukses TNP2K dalam 

menjalankan mandatnya selama hampir 10 tahun terakhir adalah fleksibilitas 

pemanfaatan sumber daya: anggaran dan staf. Berkenaan dengan anggaran, 

apapun sumber pendanaan kelembagaan koordinasi ini, prinsip fleksibilitas 

perlu tetap ada. Dengan fleksibilitas pemanfaatan anggaran ini, dalam 10 

tahun terakhir Sekretariat TNP2K dapat secara responsif dalam menyediakan 

masukan-masukan kebijakan yang diperlukan. Keberadaan staf yang 

mayoritas dari kalangan profesional juga menjelaskan mengapa TNP2K dapat 

begitu tangkas dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada. 
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